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TRANSLITERASI ARAB LATIN 
Pendahuluan 
 Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program 
penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya 
dimulai tahu 1983-1984. 
 Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas 
dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar 
dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya 
lebih luas dan nasional.  
 Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena 
huruf Arab digunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam berikut 
penjelasannya (Alquran dan hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan 
huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku, yang 
dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas 
bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak 
ragamnya. Dalam menuju ke  arah pembakuan itulah Pustitbang Lektur Agama 
melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan 
dapat berlaku secara nasional. 
 Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas 
beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan 
sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim 
yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas 
seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin 
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Tahun 1985-1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah 
3) Prof Gazali Dunia 4) Prof Dr. HB Yasin dan 5) Drs. Sudarno M. Ed.  
 Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, 
Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti 
penting dan strategis karena: 
1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, 
khususnya ilmu pengetahuan keislaman, sesuai dengan gerak majunya 
pembangun yang semakin cepat. 
2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri 
Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, 
penghayatan dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah 
dan rasional. 
Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan 
karena ia amat membantu dalam pemahaman terhadapa ajaran dan perkembangan 
Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan 
menguasai huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini 
pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan 
kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia. 
Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan 
instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan 
pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan 
dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. 
Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa 
selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. 
Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi ataupun 
perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh 
seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai 
keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
baku yang dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri 





 Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 
Arab dengan huruf-huruf Latin sebagai perangkatnya.  
Prinsip Pembakuan 
 Pembakuan pedoman translitrasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip 
sebagai berikut: 
1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan. 
2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan 
dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu 
lambang”. 
3) Pedoman transliterasi ini diperuntukkan masyarakat umum.  
Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
 Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman  transliterasi 
Arab-Latin ini meliputi: 
1. Konsonan 
2. Vokal (tunggal dan rangkap) 
3. Maddah 
4. Ta Marbutah 
5. Syaddah 
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah) 
7. Hamzah 
8. Penulisan kata 
9. Huruf Kapital  
10. Tajwid 
 





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan 
transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B Be ب
 ta T Te ت
 (sa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim J Je ج
 (ha ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 (zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 ra R Er ر
 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 (sad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (dad ḍ de (dengan titik dibawah ض
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 (ta ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (Za ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ koma terbalik di atas„ ع
 gain G Ge غ
 fa F Ef ؼ
 qaf Q Qi ؽ
 kaf K Ka ؾ
 lam L El ؿ
 mim M Em ـ
 nun N En ف
 waw W We ك
 ha H Ha ق
 hamzah ' Apostrof ء
 ya Y Ye ي
 
2. Vokal  
Vokal dalam bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, 
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda  atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah a A ػػَػ
 Kasrah I I ػػِػ
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 ḍammah u U ػػُػػ
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
 fatḥah dan ya ai a dan i ػػَػ ي
 fatḥah dan waw au a dan u ػػَػ ك
Contoh:  
 kataba :كتب
 fa‟ala : فعل






Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 




  fatḥah dan alif atau ya ػػػػػػػػػػػػػَػػا
a dan garis di 
atas 
  kasrah dan ya ػػػػػػػػػِػػػػػػي
i dan garis di 
atas 
  ḍammamh dan waw ػػػػػػػُػػػػػػػػو










d. Ta Marbūṭah 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 
1) Ta marbūṭah hidup 
Ta marbūṭah hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
ḍammah transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbūṭah mati 
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
kata terpisah itu ditransliterasikan dengan ha (ha).  
Contoh:  
rauḍah al-aṭfāl: ركضة األطفاؿ 
al-Madīnah al-Munawwarah: ادلدينة ادلنورة 
al-Madīnatul-Munawwarah:ادلدينة ادلنورة 
ṭalḥah:طلحة 
e. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 






al-birr:  الرب 
al-ḥajj: احلج 
nuʽʽima: نعم 
f. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu: namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan dengan atas kata 
sandang  yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf qamariah. 
1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang  diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang mengikuti kata sandang itu. 
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan atau sesuai pula dengan bunyinya. Baik 
diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari 









Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 
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Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 








h. Penulisan kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim (kata benda) maupun 
ḥarf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat 
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.  
Contoh: 
Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn: ك إف اهلل ذلو خري الرازقني 
Wa innallāha lahua khairurrāziqīn: ك إف اهلل ذلو خري الرازقني 
Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: فأكفوا الكيل ك ادليزاف 
Fa auful-kaila wal mīzāna: فأكفوا الكيل ك ادليزاف 
Ibrāhīm al-Khalīl: إبراهيم اخلليل 
Ibrāhīmul-Khalīl: إبراهيم اخلليل 
Bismillāhi majrehā wa mursāhā: بسم اهلل رلراها ك مرساها 
Walillāhi ʽalan-nāsi ḥijju al-baiti: ك هلل على الناس حج البيت 




i. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Contoh:  
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍiʽa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur‟ānu 
Syahru Ramaḍānal-lażī unzila fīhil-Qurānu 
Wa laqad ra‟āhu bil ufuq al-mubīn 
Wa laqad ra‟āhu bil-ufuqil-mubīn  
Alḥamdulillāhi rabbil-ʽālamīn 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 
yang tidak dipergunakan.  
Contoh: 
Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb 
Lillāhi al-amru jamīʽan 
Lillāhil al-amru jamīʽan 
Wallāhu bikulli syai‟in ʽalīm 
j. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 







Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dengan qudrat iradat atas 
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya terhadap penulis, Alhamdulillah 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan  disertasi yang berjudul :  
 
”ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PROVINSI SUMATERA 
UTARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID ASY-
SYARI’AH” 
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ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PROVINSI SUMATERA 
UTARA PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID ASY-
SYARI’AH 
ABSTRAK 
Pengaturan hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur pada pengaturan 
hukum, antara lain; diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang 16 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. Pasal  7 ayat (2) dan (3) huruf e Instruksi Presiden No. 1 Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan aturan teknis 
pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Agama Edisi Revisi tahun 2015, dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 
3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair 
Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam Rangka 
Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan Peraturan 
Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. 
Penelitian ini mengkaji, Pertama, filosofi itsbat nikah terhadap nikah siri 
di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum Islam, Kedua bagaimana pengaturan 
itsbat nikah di Indonesia, Ketiga, Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap 
nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, Keempat Bagaimana seharusnya pengaturan 
dan pelaksanaan itsbat nikah terhadap  nikah siri perspektif hukum positif dan 
maqashid sy-syaria`ah. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, 
gagasan-gagasan pada  pengaturan hukum dan pelaksanaan tekhnis itsbat nikah 
terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara . Khususnya, gagasan merevisi 
pengaturan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat ( (2) Undang-undang 16 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari 
pengaturan hukum yang ambigu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku” di revisi dan direkomendasikan 
agar supaya direvisi menjadi pengaturan hukum yang komprehensif “Tiap-tiap 
perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama 
dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku”. Selanjutnya, menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam 
pencatatan buku nikah berdasarkan putusan/penetapan itsbat nikah terhadap nikah 
siri dari Pengadilan Agama agar supaya dicatat pencatatannya pada Buku Nikah 
yang warna Buku Nikahnya berbeda dengan warna Buku Nikah lainnya sebagai 
pembeda kespesifikannya.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, 
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan itsbat 
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nikah terhadap nikah siri dan adagium hukum, asas-asas hukum serta tinjauan 
maqashid asy-Syari‟ah. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pengaturan hukum itsbat nikah 
terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan 
maqashid asy-Syari‟ah, dikarenakan adanya jumlah angka dan frekuensi nikah siri 
yang masih relatif  tinggi dan signifikan terjadi pada masyarakat dengan beberapa 
faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri itu, seperti faktor pengaturan 
hukum yang ambigu apakah tiap-tiap perkawinan itu wajib dicatatkan 
pencatatannya atau tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan hanya sebagai himbauan 
administratif saja, faktor kemiskinan, faktor usia yang masih dibawah umur, 
faktor poligami liar, faktor fikih sentries. Sehingga itsbat nikah terhadap nikah siri 
adalah solusi terhadap permasalahan nikah siri yang fenomenal, agar supaya nikah 
siri dapat diakui dan dianggap sah menurut Negara, yang pada akhirnya 
pengurusan administrasi yang mensyarakatkan adanya Buku Nikah sebagai akta 
autentk sebagai pembuktian adanya perkawinan dapat dipenuhi. 
Hambatan pelaksanannya yaitu, Pertama, adanya perbedaan pemahaman 
antara sahnya nikah siri itu menurut hukum Islam, namun dikarenakan tidak 
adanya pencatatan nikah siri dalam Buku Nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan 
Agama (KUA) kecamatan, maka masih dipahami belum sah secara Negara, 
disebabkan dualisme interpretasi pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 16 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, tidak 
diatur sanksi dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap oknum pelaku 
nikah siri, Ketiga, Kurangnya political will peran Negara untuk hadir dalam 
melindungi warga negaranya terhadap nikah siri, dikarenakan lemahnya 
pengaturan hukum dan solusi nikah siri itu atribusi kewenangannya hanya sebatas 
itsbat nikah di Pengadilan Agama saja, sehingga peraan negara untuk pengawasan 
nikah siri belum hadir, sehingga menimbulkan angka nikah siri semakin tinggi 
bukannya semakin turun, akibat asumsi masyarakat bahwa nikah siri tak masalah 
dilakukan untuk menghindar dari perzinaan karena tidak sanksi hukumnya, 
dikarenan dapat diitsbatkan sewaktu waktu di kemudian hari, bilamana sudah ada 
kepentingan dan keperluan secara adiministratif. 
Oleh karenanya, perlu dan penting untuk memberlakukan pengaturan 
hukum tentang kewajiban pencatatan perkawinan secara tegas dan berkelanjutan, 
dengan hadirnya Negara untuk membentuk lembaga pengawasan dalam konteks 
administrasi kependudukan terhadap nikah siri, sehingga lebih efektif dan efisien 
konsistensi Negara menyelesaikan permasalahan nikah siri. 
key word : Itsbat nikah terhdap nikah siri, Pengaturann hukum dan 
Pelaksanan administratif itsbat nikah terhadap nikah siri, 





POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND MAQASHID ASY-SYARI'AH 
(PURPOSE OF THE LAW) OF ITSBAT (PROOF) OF MARRIAGE ON 




Legal arrangements regarding the legality of itsbat of marriage on 
unregistered marriages in the laws and regulations of Indonesia are regulated in 
Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 
of 1974 on Marriage jo. Article 7 paragraphs (2) and (3) letter e of Presidential 
Instruction no. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law Article 3 jo. Article 
36 of Law Number 23 of 2006 on Civil Administration, and technical rules on 
Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious 
Courts Book II of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Directorate 
General of Religious Courts, Revised Edition of 2015, and in Circular Letter of 
the Supreme Court Number 3 of 2014 concerning Procedures for Service and 
Examination of Voluntary Isbat of Marriage Cases in Integrated Services, and 
Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 
concerning Integrated Services for Mobile Courts of District Courts and Religious 
Courts/Syar'iyah Courts in the Context of Issuing Marriage Certificates, Marriage 
Books, and Birth Certificate, and Regulation of the Minister of Religion No. 20 of 
2019 concerning Marriage Registration. 
 
This study discusses, firstly, the philosophy of itsbat of marriage on 
unregistered marriages in North Sumatra province from the perspective of Islamic 
law, secondly, the regulation of itsbat of marriage in Indonesia, thirdly, the 
exercise of itsbat of marriage on unregistered marriages in North Sumatra 
province, fourthly on how should the regulation of itsbat of marriage on 
unregistered marriage be implemented with a positive legal perspective and 
maqashid sy-syaria`ah.  
 
This research can give new insights on legal arrangements and the 
technical implementation of itsbat of marriage on unregistered marriages in North 
Sumatra province. Particularly, the idea of revising the regulation of marriage 
registration in Article 2 paragraph (2) of Law 16 of 2019 about Amendments to 
Law 1 of 1974 on Marriage, from the ambiguous legal arrangement "Every 
marriage is recorded according to the applicable laws and regulations" is revised 
and recommended into a comprehensive legal arrangement "Every legal marriage 
carried out according to the law of each religion and belief must be recorded 
according to the applicable laws and regulations". Furthermore, it becomes a 
material for consideration and input in the recording of the marriage book based 
on the decision/determination of Religious Courts on itsbat of marriage on 
unregistered marriage by issuing the Marriage Book with different color from the 




The research method used is normative juridical research, by examining all 
laws and regulations related to itsbat marriage on unregistered marriage and legal 
adage, legal principles and a review of maqashidasy-Shari'ah. 
 
The result shows that the regulation of itsbat of marriage on unregistered 
marriage in North Sumatra Province is a positive legal perspective and 
maqashidasy-shari'ah due to the increasing number of unregistered marriages in 
the community for several factors, such as ambiguous regulation whether each 
marriage must be registered or is recorded only as an administrative appeal, 
poverty, under age, illegal polygamy, or fiqh centric. Itsbat marriage on 
unregistered marriage seems to be a solution to the phenomena of unregistered 
marriage to make it recognized and considered valid by the State, which in the 
end, the administrative arrangements that require the existence of a Marriage 
Book as proof of the existence of marriage can be fulfilled 
 
The obstacles to its implementation are, First, there are differences in 
understanding the validity of unregistered marriages according to Islamic law, the 
absence of registration of unregistered marriages in the Marriage Book recorded 
in the sub-district Office of Religious Affairs (KUA) makes it still understood as 
not recognized by the State also due to dualism of interpretation in Article 2 
paragraph (2) of Law 16 of 2019 on Amendments to Law 1 of 1974 on Marriage. 
Second, sanctions are not regulated in Law 16 of 2019 on Amendments to Law 
No. 1 of 1974 on marriages against unregistered marriage doers, Third, the lack of 
political will of the State to be present in protecting its citizens against 
unregistered marriages reflected by weak regulations and the solution for 
unregistered marriages  is only limited to itsbat marriage in the Religious Courts 
showing the role of the State for the supervision of unregistered marriages is not 
present yet causing the number of unregistered marriages increasing instead of 
decreasing, it is also due to the community's assumption that there is no harm in 
practicing unregistered marriages as to avoid adultery and no legal sanction 
against it and it can be attributed at any time in the future, if there are 
administrative interests and needs. 
 
Therefore, it is necessary and important to enforce legal arrangements 
regarding the obligation to register marriages in a firm and sustainable manner, 
the state is to establish a supervisory institution to administer the growth of 
unregistered marriage effectively, efficiently and consistently as to resolve the 
issue of unregistered marriages. 
 
Key words :itsbat of marriage, unregistered marriage, legal 
arrangements, administrative implementation of itsbat of 





 :يذافظت سىيطسي انشًانيتفي إثباث انُكاح في َكاح انسّس 
 ويقاصد انشسيعت  يٍ يُظىز قاَىٌ إيجابي 
 
 ٍيخّةض اىجؾش
فٜ اُّ٘ اىَطجّةق فٜ اىقئصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة  اىقبُّ٘ اىَزؼيق ثششػّٞةخ قِْٞٝزٌ د
ح : ٍِ خاله اىفظ٘ه اىزبىٞخئّذّٗٞسٞب  سْخ 16سقٌ ٍِ اىقبُّ٘  (2)ٗ  (1)اىفظو اىضبّٞبىَبدّة
اىَشرجؾ ثبىفظو اىسبثغ اىضٗاطػِ  1974 سْخ 1اىزؼذٝالد ػيٚ اىقبُّ٘ سقٌ ػِ  2019
ح  ّٜة سقٌ eؽشف ( 3)ٗ  (2)اىَبدّة   اإلسالٍٞخؽنبً ثشأُ رغَٞغ األ1991سْخ  1األٍش اىشئبس
 ئداسح اىسنبُ، ػِ 2006 سْخ 23 ٍِ اىقبُّ٘ سقٌ 36 36اىفظو اىضبىش اىَشرجؾ ثبىفظو 
ىَؾبمٌ اىذْٝٞخ اىنزبة اىضبّٜ ىيَؾنَخ ارفٜ اداساإل ٗظبئف رْفٞز اى٘اد ر٘عٞٔفٜ اىفْٞخ ّظٌٗاه
، ٗفٜ 2015اىؼيٞب ىغَٖ٘سٝخ ئّذّٗٞسٞب اىَذٝشٝخ اىؼبٍخ ىيَؾبمٌ اىذْٝٞخ اىْسخخ اىَْقؾخ ػبً 
ؽ٘اػٞخ  ٗفؾض قؼبٝب اد خذًّظبًُ ع 2014 ػبً 3 ىيَؾنَخ اىؼيٞب سقٌ طبدسحاىشسبىخ اه
 ػبً 1 اىَؾنَخ اىؼيٞب ىغَٖ٘سٝخ ئّذّٗٞسٞب سقٌ ّظبًفٜ اىخذٍبد اىَزنبٍيخ، ٗئصجبد اىْنبػ 
ىخ اىزبثؼخ هُ اىخذٍبد اىَزنبٍيخ ع 2015 ّ٘ة اىؾنٍ٘ٞخ اى٘ػؼٞخ ىَؾبمٌ فٜ اىَؾنَخ اىَزغ
ىَٞالد، شٖبدح ا اىضٗاط، ٗٗصٞقخ ػقذ اىضٗاط، ٗرسغٞواىششػٞخ فٜ ئؽبس اىذْٝٞخ أٗ ٗاىَؾبمٌ 
 . رسغٞو اىضٗاطػِ 2019 سْخ 20 سقٌ  اىشإُٗ اىذْٝٞخٗصٝشقشاس ٗ
ٍؾبفظخ فٜ ئصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة  أٗالً، فيسفخ :ا اىجؾش األٍ٘س اىزبىٞخّبٗه ٕزٝذ
 فٜ ئصجبد اىْنبػ صبًّٞب، مٞفٞخ رْظٌٞ . ٍِ ٍْظ٘س اىششٝؼخ اإلسالٍٞخسٍ٘طشٙ اىشَبىٞخ
. ٍؾبفظخ سٍ٘طشٙ اىشَبىٞخفٜ ئصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة  صبىضًب، مٞف ٝزٌ رْفٞز.ئّذّٗٞسٞب
ٍِ رْظٌٞ ٗرْفٞز ّجغٜ أُ ٝنُ٘  مٞف ٛساثؼب، ئٝغبثٜ قبُّ٘ ٍْظ٘س ئصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة
 ؽ٘ه اىزْظٌٞ اىقبّّٜ٘ ساءَٝنِ أُ ٝسبٌٕ ٕزا اىجؾش ثبألفنبس ٗاٟٗ. ٍٗقبطذ اىششٝؼخ
، فنشح ٗخبطخ.ٍؾبفظخ سٍ٘طشٙ اىشَبىٞخفٜ إلصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة ٗاىزْفٞز اىفْٜ 
 16سقٌ ٍِ اىقبُّ٘  (2)ٍبدح فظو اىضبّٜ اه رسغٞو اىضٗاط فٜ اهأٗ رظؾٞؼ ّظبً ٍشاعؼخ 
اىقبّّٜ٘ ّظبً ُ اىضٗاط، ٍِ اهع 1974 ػبً 1  سقٌ ثشأُ اىزؼذٝالد ػيٚ اىقب2019ُّ٘ػبً 
ٌّة ٍشاعؼزٔ ٗاىز٘طٞخ ثزظؾٞؾٔ "ىقبُّ٘ اىَؼَ٘ه ثٔاٝزٌ رسغٞو مو صٗاط ٗفق "اىغبٍغ  ىزز
ُّة  "ؽزٚ ٝنُ٘ ّظبٍب قبّّ٘ٞب شبٍال طؾٞؼ فٜ ششٝؼخ موّة دِٝ ٍٗؼزقذٓ ٝغت موّة صٗاط أ
ٌّة رسغٞو اىْنبػ اىقبئٌ ػيٚ ". ثٔىقبُّ٘ اىَؼَ٘ه اٗفق رسغٞئ  مَب ٝقزشػ ٕزا اىجؾش أُ ٝز
ئصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة ٍِ اىَؾنَخ اىذْٝٞخ فٜ ٗصٞقخ ػقذ اىضٗاط اىَخزيف ىّٖ٘ب ػِ 
 . غٞشٕب ٍِ ٗصٞقخ ػقذ اىضٗاط ىٞزجِٞ اىزَٞٞض ٗاىفظو ثَْٖٞب
 عَٞغ االؽّةالع ػيٚٛ اىَؼٞبسٛ، ٍِ خاله قبُّ٘ اىجؾش اهٕ٘ ٍْٖظاىجؾش ٕزا ٍْٖظ 
، اىَزؼيقخ ةّظٌاىق٘اِّٞ ٗاه ٗاىَجبدب اىقبّّ٘ٞخ مزا اٟساء ٗئصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة
 .ٍٗشاعؼخ ٍقبطذ اىششٝؼخ
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ٍؾبفظخ فٜ إلصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة  اىزْظٌٞ اىقبّّٜ٘ فنشح أُ ٗٝسزْزظ اىجؾش
رؼ٘د ئىىبسرفبع ّسجخ ٍيؾ٘ظخ د اىششٝؼخ، اص ٍِ ٍْظ٘س قبُّ٘ ئٝغبثٜ ٍٗقسٍ٘طشٙ اىشَبىٞخ
ٗسؾ  فٜ اىزْظٌٞ اىقبّّٜ٘غَ٘ع ٍضو خزيفخ، ًثست اىؼ٘اٍو اه اىَغزَغ ٍِ ؽذٗس ّنبػ اىسشّة
د ؽشّة ئداسٛ، ٗمزا   ٍواعٗػ٘اٍو اىفقش، مُ٘ رسغٞو موّة صٗاط ٗاعجب ئداسّٝةب أٗ أّٔ ٍغشّة
ٛ اىفقٔٗػبٍو االرغبٓ ، ٍْظٌّةٍو رؼذد اىضٗعبد غٞش اهاعٗ، اىظغٞش اىسِ اىضٗاط فٜ
ؽالّة ىَشنيخ ظبٕشح اىضٗاط غٞش ئصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة ٝنُ٘ ثْبء ػيٚ رىل . اىَؾغ
، فٜ ّظبً اىؾنٍ٘خاىَسغو، ثؾٞش َٝنِ االػزشاف ثبىضٗاط غٞش اىَسغو ٗاػزجبسٓ طؾًٞؾب 
ّٛة ٝزطيت ٗع٘د ٗصٞقخ ػقذ اىضٗاط  دىٞال ػيٚ ثبػزجبسٓؽزٚ َٝنِ اسزٞفبء أٛ ششؽ ئداس
 . ؽذٗس اىضٗاط ثبىفؼو
األٍ٘س فٜ  فٜ ّنبػ اىسشّة رْفٞزٓقجبد اىزٜ رقف أٍبً رؾقٞق ئصجبد اىْنبػ ٗرزَضو اىغٗ
أٗ ػذً طؾزٔ فٜ ّظشا طؾخ اىخالف فٜ ؽنٌ أٗالً، فٜ ٗع٘د :اىزبىٞخ ىششٝؼخ ّنبػ اىسشّة
ّٜة ىيشإُٗ اىذْٝٞخ فٜ ّنبػ اىسشّة ئداسّٝةب ػذً رسغٞو ٝفٌٖ ٍِ اإلسالٍٞخ، ٗىنِ  اىَنزت اىَْطق
 اىفظو اىضبّٜ ثسجت اصدٗاعٞخ اىزفسٞشفٜأّٔ غٞش ٍؼزشف ٗال ٍؼزجش فٜ ّظش اىذٗىخ، ٗرىل 
 1974 ػبً 1سقٌ  ثشأُ اىزؼذٝالد ػيٚ اىقبُّ٘ 2019 ػبً 16  سقٌٍِ اىقبُّ٘ (2)اىَبدح 
 1 ثشأُ اىزؼذٝالد ػيٚ اىقبُّ٘ سقٌ 2019 سْخ 16صبًّٞب، ىٌ ٝزٌ فٜ اىقبُّ٘ سقٌ . ُ اىضٗاطع
 صبىضًب، غٞبة اإلسادح .ّنبػ اىسشّة  فبػيٜ  ػيٚرْظٌٞ اىؼق٘ثبد، ُ اىضٗاطع 1974سْخ 
أخطبس ّنبػ اىسشّة اىغٞش فٜ ؽَبٝخ ٍ٘اؽْٖٞب ٍِ  ٍِ اىذٗىخ فٜ اىقٞبً ثذٗسٕب اىسٞبسٞخ
ب أدّةٙ ئىٚ  َّة اىَسغو ٗٝذه ػيٚ رىل ػؼف اىْظبً ٗاىؾوّة اىقبِّّ٘ٞٞ فَٞب ٝزؼيق ثْنبػ اىسشّة ٍ
اسرفبع ّسجخ ؽذٗس ّنبػ اىسشّة ٗسؾ اىَغزَغ ؽٞش ال ٝشُٗ ٗال ٝغذُٗ فٞٔ ؽشعب قظذ 
ثَب أّٔ َٝنٌْٖ ئعشاؤ ٗاعزْبة اى٘ق٘ع فٜ فبؽشخ اىضّب ٗال ٝزشرت ػيٞٔ أٛ ػق٘ثخ قبّّ٘ٞخ، 
ب ٗقذ فٜ اىَسزقجو ئرا اقزؼذ األٍ٘س ٗاىَزطيجبد اإلداسٝخ رىل  . ئصجبد اىْنبػ فٜ أَّٝة
ّٛة ئّفبر اىزشرٞجبد ٗ رسغٞو ئىضاً ر٘صٞق٘اىقبّّ٘ٞخ اىَزؼيقخ ةٗاىْظٌ ىزىل ٍِ اىؼشٗس
سغالد  ئداسح اىَشاقجخ ػيٍٚإسّةسخ اهئّشبء ةاىذٗىخ قٞبً ح، ٍغ ٍشّة ح ؽبصٍخ ٍٗسذطفةاىضٗاط 
ّنبػ  فٜ ؽوّة ٍشبمو فَٞب ٝخضّة ّنبػ اىسشّة ؽزٚ ٝزغيّٚة ثزىل دٗس اىذٗىخ ٗفؼبىٞزٖباىسنبُ 
 .اىسشّة 
 
إلصجبد ، اىزشرٞجبد اىقبّّ٘ٞخ ٗاىزْفٞز اإلداسٛ ئصجبد اىْنبػ فٜ ّنبػ اىسشّة :  اىَفزبؽٞخاداىنيٌ








B A B  I 
ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PROVINSI SUMATERA 
UTARA PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID ASY-
SYARI’AH 
A. Latar Belakang Permasalahan 
Berdasarkan grand tour (observasi lapangan) penulis di beberapa 
Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Utara. Diketahui indikasi frekuensi 
permohonan itsbat nikah cenderung terjadi mengalami kenaikan yang signikan. 
Walaupun terjadi disparitas jumlah permohonan perkara permohonan itsbat nikah 
yang masuk pada Pengadilan Agama pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara tersebut, namun penting untuk dianalisis prihal itsbat  nikah itu. 
Bahkan itsbat nikah tersebut secara sistematis, terjadwal dan massif dilaksanakan 
oleh beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Utara secara intensif, 
melalui sidang itsbat nikah terpadu keliling bekerjasama dengan lintas sektoral, 
yaitu; Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
pelaksanaannya  di daerah-daerah yang rawan melaksanakan nikah siri. Ataupun 
itsbat nikah massal yang dilaksanakan di satu lokasi yang telah disepakati 
tempatnya dan dijadwalkanwaktunya oleh pemangku kepentingan (stakeholders).  
Merujuk pada hasil grand tour (observasi lapangan) penulis di beberapa 
Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Utara tersebut, jumlah perkara itsbat 
nikah pada data Pengadilan Agama Medan tercatat permohonan perkara itsbat 






sebanyak 330 perkara dengan rincian perkara yang dicabut 15, dikabulkan 288, 
ditolak 1, dibatalkan 8, digugurkan 16, NO 5, serta sisa 4 perkara belum diputus.  
Sedangkan jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di 
Pengadilan Agama Stabat tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 
2012 s/d 2016 sebanyak 290 perkara. 
Jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama 
Pematangsiantar tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2012 s/d 
2018 sebanyak 18 perkara. 
Jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama 
Tanjungbalai tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2015 s/d 2018 
sebanyak 31 perkara. 
Jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama 





Jumlah Isbat Nikah Pengadilan Agama Medan Periode 2010-2015 
 












1 Januari 4 5 1 2 3 2 
2 Februari 2 0 2 4 24 76 
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Jumrik, Panitera Muda Bidang Hukum di Pengadilan Agama Medan, wawancara di 






3 Maret 1 4 1 6 21 21 
4 April 2 1 2 5 22 2 
5 Mei 1 4 1 7 9 0 
6 Juni 1 2 2 2 10 0 
7 Juli 4 1 2 2 0 0 
8 Agustus 2 3 2 0 1 2 
9 September 2 22 0 2 1 2 
10 Oktober 6 2 2 3 1 2 
11 November 4 2 2 16 3 2 
12 Desember 1 2 3 1 2 3 
13 Total 30 28 20 50 97 112 
14 Jumlah 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) 
 
Kemudian, jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di 
Pengadilan Agama Stabat tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 
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 Khairul Zikri, Kassubbag Kepegawaian sekaligus Staf Admin IT Pengadilan Agama 











Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 
1 24 36 114 24 92 
2 Total 290 
 
Kemudian, jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di 
Pengadilan Agama Pematangsiantar tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari 




Jumlah Isbat Nikah Pengadilan Agama Medan Pematangsiantar  2013-2018 
 












1 2 2 7 2 3 2 
2 Total 18  
 
 Jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama 
Tanjungbalai tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2015 s/d 2018 
sebanyak 31perkara, dengan tabel sebagai berikut;
4
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Azizon, Ketua Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, wawancara 







Jumlah Isbat Nikah Pengadilan Agama Tanjungbalai Periode 2015-2018 







2018/per 1 Oktober 2018  
1 99 56 35 31 
2 Total 221 
 
Berdasarkan data-data peristiwa itsbat nikah tersebut diatas dapat 
diketahui bahwa permasalahan fenomena praktek nikah siri di Provinsi Sumatera 
Utara ternyata masih terjadi berulang secara massif. 
Menurut Yusuf Qordhawy bahwa pernikahan adalah:
5
 
اىضٗاط ٕ٘ ػٖذ ٗصٞق سثؾ هللا ثٔ ثِٞ سعو ٗ اٍشاح 
Artinya:”Perkawinan adalah  perjanjian kokoh yang diikat oleh Allah SWT antara 
seorang laki-laki dan wanita”. 
Adapun menurut Wahbah az-Zuhaily bahwa pernikahan adalah:
6
 
ػقذ ٝزؼَِ اثبؽخ : اىؼٌ ٗ اىغَغ اٗ ػجبسح ػِ اى٘ؽء ٗاىؼقذ عَٞؼب ٗفٜ اىششع: اىْنبػ ىغخ:اىضٗاط 
االسزَْبع ثبىَشاح 
Artinya: 
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Armiwati Nasution, Panitera  Pengadilan AgamaTanjungbalai, wawancara di 
Tanjungbalai pada tanggal 02 Oktober 2018 
5
Yusuf Qordhowy, Al-Halal wa Al-Haram FI al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 
195 
6







”Perkawinan secara bahasa adalah becampur dan berkumpul ataupun 
yang berarti bersenggama dan akad sekaligus”. Dan perkawinan secara syara‟ 
adalah akad yang membolehkan bersenang-senang (bersetebuh) dengan seorang 
wanita”. 




1. H. Mahmud Yunus: Perkawinan adalah akad antara calon suami-isteri 
untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syaria‟at; 
2. Sayuti Thalib: Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan; 
3. M. Idris Ramulyo: Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan 
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, 
kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal. 
Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis bahwa dari beberapa defenisi 
perkawinan tersebur diatas, belum ada secara terang dan jelas menyatakan 
kewajiban bahkan himbauan pencatatan dalam perkawinan, sehingga pada 
dinamika perkembangan masyarakat sampai dengan saat ini, opini tentang 
legalitas perkawinan masih terdapat perbedaan dalam memahaminya dari aspek 
fikih dan peratutan perundangan-undangan di Indonesia, atau lebih mudah 
menyatakannya, sah menurut agama dan sah menurut negara. 
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 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan 






Sejumlah istilah muncul mengenai pernikahan di bawah tangan: kawin 





dimaksud pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh 
PPN. Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN dianggap sah 
secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki 
bukti-bukti pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Menurut kalangan Hanafiah dan Syafi‟iyah, nikah siri ialah nikah yang 
dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi-saksi. Jika dihadiri oleh dua orang saksi, 
maka hal itu tidak masuk dalam pengertian nikah siri.
10
Adapun menurut Wahbah 
az-Zuhaili
11
nikah siri disebut dengan Az-zawaj Al-Urfi, yaitu nikah yang tidak 
terdaftar pada lembaga resmi, yang dianggap sebagai pernikahan yang sah secara 
agama, sehingga berbagai akibat  hukum syara‟ berupa kewajiban memberi 
nafkah dan timbulnya hubungan nasab anak-anak dan lain-lain tetap dapat 
terbentuk` 
Sedangkan, menurut M. Nurul Irfan
12
 Nikah siri perspektif hukum positif 
tampaknya sejalan dengan pengertian nikah siri perspektif pemahaman 
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Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil (Jogyakarta: Pustaka 
Dinamika, 2002), h. 110 
9
Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2015), h. 77 
10
 Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, Haqiqah Nikah As-Sirri, (Seri Al-Maktabah Asy-Syamilah), 
jilid 52, h. 352. 
11
 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1997), jilid 4, 
h. 378 
12







masyarakat secara umum, yaitu nikah yang dilaksanakan secara Islam, tetapi tidak 
dicatat di KUA. Dengan adanya pemahaman seperti ini, terdapat dualisme 
interpretasi terhadap status pernikahan seseorang. Ada satu jenis pernikahan yang 
dianggap sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum negara, atau setidaknya 
tidak memiliki kekuatan hukum. Jenis pernikahan inilah yang disebut sebagai  
nikah siri, nikah di bawah tangan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka menurut penulis bahwa terminologi nikah 
siri dalam perspektif fiqh, dapat simpulkan berbeda dengan pemahaman nikah siri 
pada praktek masyarakat. Dikarenakan nikah siri perspektif fiqh prakteknya tidak 
adanya saksi-saksi, bahkan wali. Sehingga bertentangan dengan Hadis Nabi SAW 





" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali”. 
Perkawinan itu merupakan akad, kontrak atau perikatan. Pengertian 
perkawinaan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud 
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 al-Imam Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’at al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abi Dawud,  Juz 








Sehingga urgensi pencatatan perkawinan tersebut di 
Indonesia dalam konteks perlidungan hukum sangat signifikan.  




Hukum sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan 
manusia. Ubi Societas Ibi Ius “dimana ada masyarakat di sana ada hukum”. Akan 
tetapi, masyarakat berkembang terus-menerus mulai masyarakat primitif sampai 
dengan manusia yang maju dan modren saat ini. Oleh karena itu, sektor hukum 
harus selalu mengiringi irama perkembangan masyarakat. Artinya, dalam 
masyarakat yang maju dan modren, hukum harus maju dan modren pula.
16
 
Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak diatur secara 
komprehensif. Sehingga maraknya peristiwa perkawinan di bawah tangan pada 
masyarakat Islam di Indonesia itu, semakin fenomenal dan dinilai sebagai 
dikotomi dalam konteks yuridis normatif, yakni peraturan perundang-undangan 
tentang perkawinan. Dikarenakan konstruksi paradigma tentang sahnya suatu 
perkawinan itu menurut primordialisme adalah sebatas pada rukunnikah saja, 
tanpa mementingkan rangkaian dampak dan akibat hukum yang melekat pasca 
terbentuknya perkawinan tersebut, terutama mengenai pencatatan perkawinan, 
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Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam  Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2004), h. 120 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 339 
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yang berimplikasi terhadappaket yang integral dalam institusi perkawinan, yaitu 
status anak, nafkah, harta bersama, dan kewarisan. Sebagai contoh kasus 
fenomenal Syeikh Puji, Machicha Muchtar, Aceng Fikri dan lain sebagainya. 
Apabila diteliti ayat-ayat hukum di dalam Alqur‟an, terdapat indikasi 
bahwa di dalam penetapan hukum-hukum tersebut sering kali dikaitkan dengan 
kemaslahatan manusia, seperti keharaman pembunuhan, larangan meminum 
khamar dan sebagainya.Dapat dipastikan, karenanya, bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara hukum dan maslahat dan karakteristik ini sekaligus telah 
mendorong sebahagian ulama mujtahid untuk senantiasa mempertimbangkan 
kemaslahatan ketika merumuskan sesuatu hukum. Mereka berkesimpulan bahwa 
tujuan tasyri‟  tidaklah hanya untuk mewujudkan keta‟atan kepada Allah SWT 




Selanjutnya, dengan  ditetapkannya beberapa peraturan perundang-
undangan terkait perkawinan, secara hierarkinya sebagai berikut: 
1. Undang-undang Nomor.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah, 
Talak, dan Rujuk jo Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang 
berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 Nomor. 22 
Tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh 
Daerah Luar Jawa dan Madura; 
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Nawir Yuslem, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Maslahah 







2.  Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang 
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan No. 45 
Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 
Bagi Pegawai Negeri Sipil; 
5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2000 tentang 
Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di 
Departemen Agama Republik Indonesia; 
7. Peraturan Menteri Agama  No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim; 
8. Peraturan Menteri Agama  No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 
Nikah; 
9. Keputusan Menteri Agama  Republik Indonesia No. 31 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk; 
10. Keputusan Menteri Agama  Republik Indonesia No. 298 Tahun 2003 






11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 
Agama; 
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Departemen Agama; 
Maka, seluruh instrumen hukum tersebut diatas, berfungsi sebagai 
landasan yuridis normatif perspekif hukum positif, terhadap skema regulasi 
pencatatan perkawinan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi 
perkawinan dalam masyarakat pada konteks teori dan praktek, ataupun tekhnis 
dan operasional. Karenanya, tujuan dari pencatatan perkawinan itu merupakan 
upaya untuk menjaga dan menjamin kesucian akad dan aspek hukum yang timbul 
dari ikatan perkawinan. 
Kemudian, sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya dikotomi perihal 
pencatatan perkawinan di Indonesia, khususnya pada penelitian ini adalah 
validitas ganda memahami regulasi pencatatan perkawinan antara kontekstual dan 
tekstual. Indikatornya adalah di satu sisi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah” sah 
apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepecayaannya”. 
Selanjutanya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, menyatakan bahwa” tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 






konteks, walaupun dalam teks telah selesai. Karena menjadi debatable apakah 
kedua ayat tersebut sebagai satu kesatuan integral, atau pada kedua ayat tersebut 
dipisahkan mengenai sahnya perkawinan secara agama tanpa memerlukan 
pencatatan. Selaras dengan hal tersebut pada  Pasal 4 Instruksi Presiden No. 1 
Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum Islam menguatkan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa” 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 
ayat (1)Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dan pada 
Pasal 5 ayat (1)Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum 
Islam memperkokohinterpretasi koherensif yang mengharuskan pencatatan 
perkawinanbagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan, yaitu” agar 
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus 
dicatat”.  Pada Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  
KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa “pencatatan perkawinan dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur  dalam Undang-undang 
No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Sehingga pada Pasal 
6 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum Islam 
seakin merangkul interpretasi koherensif, yang redaksinya menegaskan bahwa 
“perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai  kekuatan hukum”. 
Sehingga, ummat Islam di Indonesia yang tidak mencatatkan 
perkawinannya akan menghadapai kesulitan-kesulitan untuk mengurus 






Kartu Rumah Tangga, Asuransi Kesehatan (ASKES), Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (JAMSOSTEK) dan Tenaga Kerja), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lain 
sebagainya. Apalagi bilamana profesi pekerjaaannya adalah sebagai (Aparatur 
Sipil Negara(ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik 
Indonesia (POLRI), bahkan pejabat publik seperti Walikota/Bupati, Gubernur, 
Menteri dan Presiden sekalipun akan lebih sulit lagi permasalahannya, 
dikarenakan streotipe atau paradoks tentang nikah siri yang fenomenal tersebut. 
Namun, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah 
memberikan perlindungan hukum terhadap ummat Islam  untuk mengesahkan 
perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah, 
sebagaimana diatur pada  Pasal 7 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
tentang  Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat 
dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan 
Agama”. Itsbat nikah ini dapat diajukan mengenai hal-hal sebagaimana diatur 
pada Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi 
Hukum Islam yaitu: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama 
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
2. Hilangnya Akta Nikah; 
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan; 







5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. 
Menurut Zakian,
18
bahwa itsbat nikah terhadap nikah siri itu sangat-sangat 
penting. Disebabkan dinamika masyarakat yang modren membutuhkan tertib 
administrasi yang akurat, seperti kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas 
diri dalam syarat administratif untuk kepentingan dan keperluan pemilihan kepala 
daerah (PILKADA) s, akte lahir, pasport, dan lain sebagainya. Bahkan itsbat 
nikah terhadap nikah siri itu sudah menjadi program nasional Pengadilan Agama 
di bawah Mahkamah Agung. Sehingga hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat 
dibenarkan melaksanakan itsbat nikah di Luar Negeri seperti Malaisya di 
Kinabangun, dan juga di Saudi Arabia. Malahan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) menggunakan konsep “Justice For The Poor”` (Keadilan Bagi Orang 
Miskin) program Pengadilan Agama tersebut dalam program-program 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengentaskan kemiskinan. Di 
Kecamatan Medan Belawan, menurut Zakian adalah lokasi yang rawan 
melaksanakan praktek nikah siri, sehubungan mayoritas masyarakat sebagai 
nelayan, merekapun cenderung memiliki anak yang banyak, semisal satu keluarga 
memiliki 5 (lima) orang anak, bilamana pernikahan tersebut tidak diitsbatkan di 
pengadilan Agama, maka anak-anak tersebut tidak akan memiliki administrasi 
yang legal, seperti akte lahir dan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS). 
Sehingga selanjutnya, perlu dibuka komunikasi dengan para pihak sebagai 
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donatur untuk menyelenggarakan itsbat nikah massal, seperti di provinsi Nagroe 
Aceh Darussalam (NAD) menurutnya menyiapkan dana hibah 100 (seratus) 




 bahwa faktor penyebab terjadinya itsbat nikah 
terhadap nikah siri tersebut disebabkan beberapa faktor sebagai berikut: 
a. Baik menurut undang-undang maupun hukum Islam sudah sah nikah di 
bawah tangan itu; 
b. Menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan kadang-kadang memakan 
waktu lama mengurus pendaftaran surat-surat Lurah dan sebagainya; 
c. Menghindari biaya yang menurut mereka juga mahal, kadang-kadang tidak 
terjangkau oleh mereka; 
d. Menghindari izin tertulis dari isteri pertama yang pada umumnya isteri 
pertama tidak akan memberikan izin; 
e. Menghindarkan diri dari tanggung jawab isteri kedua; 
f. Tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepada Pengadilan Agama. 
 
Adapun menurut Abdul Manan
20
 bahwa faktor-faktor penyebab mereka 
melakukan perkawinan secara diam-diam (sirri) tersebut antara lain: 
1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 
perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa 
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masalah  perkawinan itu adalah masalah pribadi  dan tidak perlu ada 
campur tangan pemerintah/negara; 
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun 
janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat 
nikah; 
3. Tidak ada izin isteri atau isterinya dan Pengadilan Agama bagi orang 
yang bermaksud kawin lebih dari satu orang; 
4. Adanya kekhawatiran dari orag tua terhadap anaknya yang sudah 
bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi 
hal-hal negatif  yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-
diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama; 
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh 
anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan 
pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan 
terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
Selanjutnya, berkaitan dengan problematika itsbat nikah terhadap nikah 
siri menurut persfektif maqashid as-syari‟ah, maka perlu difahami juga secara 
detail mengenai hakikat  dari maqashid as-syari‟ah itu, bahwa sesungguhnya 
hakikat dari maqashid as-syari‟ah itu adalah mencapai kemaslahatan dengan 
mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Seorang mukallaf akan 






jiwa, akal, keturunan, Sebaliknya ia akan mendapatkan kemadaratan jika ia 
tidakbisa menjaga lima hal tersebut, sebagaimana Al-Ghazali menyatakan:
21
 
حٍة ٍباىَظيؾخ  شَّر ٍُةؼَة غِة 
فْة دَة ْٗة خٍة اَة ْْةفَةؼَة ٍَة يْةتِة  ِْة عَة وِة ػَة َةطْة حٌة فِٜة االْة جَةبسَة َٜة ػِة ِٖة ىِةل,فَة ِٔة  رَة ِْٚة ثِة َْةب َّةؼْة َٗة ىَةسْة خٍة ,  ْْةفَةؼَة ََة يتَة اىِة َُّر عَة  فَةبِة
يْةقِة  اىخَة ذُة قَةبطِة ٍَة حِة  شَّر َُةؼَة فْةغَة اىْة دَة ٌْة ,َٗة ِٕة ذِة قَةبطِة ٍَة ْٞةوِة   ظِة ِٜة رَةؾْة قِة فِة
يْة الَةػَة اىْةخَة طَة َٗة بفَةظَةخِة .  ؾَة َُة يَٚة اى خِة ػَة يَةؾَة ظْة ََة ِْٜة ثِةب ىْة  ىَةنِةَّْرب َّةؼْة
عٍة  دِة اىشَّرشْة ْ٘ة قْةظُة ٍَة َٜة  ي خٌة .ػَة سَة َْة قِة خَة
يْة َِة اىخَة ٍِة عِة  شْة اىشَة ٘دُة ظُة
قْة ٌْة : ٗ ٍَة ُة َْٖٝة ٌْة دِة ِٖة ْٞة يَة فَةعَة ػَة ُْة َٝةؾْة اَة َ٘ة ْٕة َٗة ,َٗة  
ٌْة  ُٖة ٌْة ,َّةفْةسَة ُة قْةيَٖة ػَة ٌْة ,َٗة َة يِٖة َّةسْة ٌْة ,َٗة ُة بىَٖة ٍَة ِٓة .َٗة دُة َٕةزِة ْ٘ة ب َٝةفُة ٍَة مُةوُّ  َٗة خٌة  يَةؾَة ظْة ٍَة َٜة  ِٖة خِة فَة سَة َْة هِة اىْةخَة ْ٘ة ُةطُة ِٓة االْة فْةعَة َٕةزِة ُِة ؽِة ََّر ب َٝةزَةؼَة ٍَة  فَةنُةوُّ 
خٌة  يَةؾَة ظْة ٍَة َٖةب  فْةؼُة دَة َٗة حٌة  ذَة فْةسَة ٍَة َٚة  ِٖة هَة  فَة ْ٘ة ُةطُة  االْة
Artinya: 
“Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat 
dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat 
dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk 
itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud 
dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara”/hukum Islam, dan tujuan syara‟ 
dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada 
yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harts mereka. Setiap yang 
mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setup 
yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut 
maslahat.” 
Dalam konsep maqashid as-syari‟ah diharapkan segala sesuatu yang 
dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan 
manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, segala hal yang bertentangan dengan 
kemaslahatan manusia harus dicegah. Demikian halnya dalam perkawinan ini, 
kemaslahatan yang penting dijaga adalah persyaratan yuridis formal untuk 
pencatatan perkawinan, dikarenakan pencatatan perkawinan  adalah perbuatan 
yang tidak bertentangan dengan maqashid as-syari‟ah, bahkan sangat bermanfaat 
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kepada semua pihak, terlebih-lebih terhadap legalitas kepastian hukum 
perkawinan tersebut, dan justru akan menguatkan fondasi syari‟at Islam untuk 
menjaga agama, keturunan, jiwa, dan harta. Sehingga itsbat nikah terhadap nikah 




pencatatan perkawinan bagi sebagaian masyarakat 
tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahama fiqh 
sentries, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan 
dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila kita coba 
perhatikan ayat Al-Mudayanah (al-Baqarah, 2-282) mengisyarakatkan bahwa 
dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan 
didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu 
rukunnya tetapi sangat disayangkan, tidak ada sumber-sumber fiqh yang 
menyebutkan mengapa hal pencatatan perkawinandan membuktikannya dengan  
akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Lebih lanjut  Ahmad Rafiq 
mengemukakan bahwa praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah 
sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode Istislah atau masalahat. 
Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang 
memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan 
syara‟ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian 
dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu 
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diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang 
cukup kokoh yang menurut Asy-Syatibi maslahat mursalah ini merupakan dalil 
qath‟i yang dibangun atas dasar kejadian induktif. 
Permasalahan urgensi kemaslahatan itsbat nikah inilah yang menjadi dasar 
dalam penelitian ini, dengan melakukan pengkajian tentang motivasi dasar 
pentingnya itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara ini, terkait 
dengan perlindungan hukum terhadap dampak dan akibat hukumnya, sehingga 
menghasilkan ekspektasi sebagai suatu kemaslahatan dalam perspektif hukum 
positif dalam tinjauan maqashid as-syari‟ah.. Hal ini penting untuk diteliti guna 
merumuskan kesatuan pemahaman dan pandangan untuk kepastian hukum, 
kebenaran dan keadilan. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut diatas, 
maka penulis akan menganalisis itsbat nikah terhadap nikah siri dalam penelitian 
ini, bahwa nikah siri itu menurut hukum positif di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) adalah pelanggaran, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) 
dan ayat (2), dipertegas pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang-undang 
Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 
November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah, Talak, dan 
Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, yaitu: 
Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 






undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 
21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah, Talak, dan 
Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, menyatakan bahwa: 
(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang 
perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) 
pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh 
rupiah). 
(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 
1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah). 
Pada Pasal 4, dinyatakan sebagai pelanggaran, yaitu: 
“Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai 
pelanggaran” 
 Bahwa nikah siri menurut hukum positif di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), semakin tegas dinyatakan sebagai delik pidana, sebagaimana 
diatur pada Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: 
  (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan 






a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 
10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman 
denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); 
b. Pegawai Pencatatan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 
6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum 
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 
denda setinggi tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan 
pelanggaran; 
Kemudian, bahwa tahapan-tahapan produk hukum yang mengatur nikah 
siri secara bertahap semakin konkrit, dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 
Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum Islam, bahwa nikah siri itu dinyatakan 
tidak berkekuatan hukum. Sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Instruksi 
Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum Islam memperkokoh 
interpretasi koherensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat 
Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan, yaitu:  
“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat”.   
Pada Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  






“Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana yang diatur  dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-
undang No. 32 Tahun 1954”.  
Sehingga pada Pasal 6 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
tentang  Kompilasi Hukum Islam seakin merangkul interpretasi koherensif, yang 
redaksinya menegaskan bahwa: 
 “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
tidak mempunyai  kekuatan hukum”. 
Penulis berpandangan, bahwa pengaturan hukum mengenai nikah siri 
menurut hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sudah 
komprehensif, rigid dan detail yang bertujuan agar pencatatan perkawinan itu 
mendapatkan kepastian hukum, untuk menghindari stagnasi hukum, vacuum 
hukum, dan kekacauan hukum. Namun menjadi paradoks hukum, bilamana 
dikomparasikan pada praktek di masyarakat. bahwa jumlah perkara istbat nikah di 
Pengadilan Agama pada data 4 (empat) Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera 
Utara, dalam penelitian ini secara akurasi data malahan jumlah perkaranya 
bertambah setiap tahunnya, ataupun setidaknya secara fluktuatif grafiknya naik 
dan tinggi secara signifikan.  
Sehingga, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi nikah 
siri dalam penelitian ini, apakah dikarenakan adanya ambigiuitas aturan hukum 
mengenai pencatatan perkawinan itu termasuk sebagai salah satu faktor penyebab, 






pencatatan perkawinan itu dipahami sebagai kewajiban Negara agar hadir untuk 
melindungi rakyatnya, terlebih-lebih bilamana dikaitkan dengan kasus Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, dengan terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT). 
Lebih dalam lagi, agar supaya diketahui dalam penelitian ini bahwa 
apakah pelaku nikah siri itu dalam ilmu hukum pidana, telah memenuhi syarat-
syarat tentang pemidanaan. Syarat-syarat dimaksud adalah berhubungan dengan 
penilaian terhadap segi perbuatan (actus reus) dan penilaian terhadap sikap batin 
pelakunya (mens rea). Pada sisi actus reus mensyaratkan bahwa perbuatan 
tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang 
menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Syarat ini merupakan perwujudan 
dari asas legalitas. Sedangkan pada sisi mensrea mensyaratkan pelakunya harus 
ada kemampuan untuk bertanggung jawab, ada kesalahan dan tidak ada alasan 
pemaaaf. Syarat ini merupakan perwujudan dari dianutnya asas culpabilitas. 
Namun perlu ditegaskan bahwa kedua syarat tersebut diatas bersifat kumulatif dan 
imperatif dalam setiap dijatuhkannya pemidanaan. Dengan demikian maka sifat 




Oleh sebab itu, penulis termotivasi untuk meneliti tentang itsbat nikah 
terhadap nikah siri secara komfrehensif dalam penelitian disertasi yang 
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berjudul”Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara 
Perspektif Hukum Positif  Dan Maqashid As-Syari‟ah)”. 
B. Perumusan Permasalahan 
Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis deskripsikan bahwa stressing point 
dalam penelitian ini adalah bagaimana itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi 
Sumatera Utara menurut hukum positif di Indonesia dan maqashid as-
syari‟ah,dengan rincian perumusan masalah sebagai berukut: 
1. Bagaimanakah landasan filosofi itsbat nikah dalam hukum Islam? 
2. Bagaimanakahkah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan itsbat 
nikah di Indonesia? 
3. Bagaimanakah pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi 
Sumatera Utara? 
4. Bagaimanakah seharusnya pengaturan hukum mengenai pelaksanaan 
itsbat nikah terhadap  nikah siri perspektif hukum positif dan maqashid 
sy-syaria`ah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan perumusan permasalahan 







1. Untuk mengkaji dan mengetahui landasan filosofi mengenai itsbat 
nikah terhadap nikah siri menurut hukum positif di Indonesia dan 
hukum Islam;` 
2. Untuk mengkaji dan mengetahui frekuensi itsbat nikah terhadap nikah 
siri itu di Provinsi Sumatera Utara; 
3. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum mengenai itsbat 
nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara itu menurut 
hukum positif di Indonesia ditinjau menurut maqashid as-syariah. 
D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis, yaitu: 
1. Secara teorits, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 
pemikiran konsep-konsep tentang itsbat nikah dan nikah siri terhadap 
akademisi terutama para mahasiswa/i Universiatas Islam Negeri 
Sumatera Utara dari strata satu sampai dengan pasca sarjana sebagai 
bahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya` 
Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum, 
terutama hukum Islam, khususnya penemuan konsepsi nomenklatur 
isbat nikah dan nikah siri terhadap pengaturan hukum isbat nikah dan 
nikah siri itu di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Terutama 
terhadap subyek hukumnya dan perlindungan hukum terhadap isteri 






2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ilmiah 
dan masukan bagi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di 
Indonesia dalam upaya untuk meregulasi itsbat nikah dalam konteks 
nikah siri dan upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap 
masyarakat dari akibat nikah siri, dan menyelesaikan masalah yang ada 
dalam masyarakat mengenai Itsbat nikah, serta untuk memberikan 
kontribusi pemikiran kepada masyarakat khususnya mengenai 
informasi ilmiah tentang prosedur pelaksanaan permohonan 
pengesahan nikah (Itsbat nikah) di Pengadilan Agama. 
E. Fokus Penelitian 
 Penelitian ini hanya berfokus pada itsbat nikah terhadap nikah siri di 
Provinsi Sumatera Utara, khususnya terkait dengan nikah siri yang fenomenal dan 
substansial, faktor-faktor yang menyebabkan frekuensi praktek nikah siri tersebut 
cenderung meningkat dan respons mayarakat terhadap itsbat nikah terhadap nikah 
siri itu sendiri, serta prosedur itsbat nikah terhadap nikah siri tersebut dalam 
regulasi hukum tertulis di Indonesia ditinjau menurut kajian legalitas maqashid 
as-syaria‟ah. 
F. Batasan Istilah 
Untuk menjelaskan istilah-istilah yang dideskripsikan dalam judul 
penelitian ini, maka penulis akan menerangkan batasan istilah-istilah mengenai 






1. Itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah24 
2. Nikah siri adalah pernikahan di bawah tangan; kawin sirri, kawin 
syar‟i, kawin modin, kawin kiai.
25
 Pernikahan di bawah tangan adalah 
pernikahan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) . 
Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN (Pegawai 
Pencatat Nikah) dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai 
kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang 





adalah pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam, 
tetapi tidak dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama). 
3. Hukum adalah undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur 
pergaulan hidup masyarakat.
28
 Hukum positif di Indonesia berarti 
hukum yang berdasarkan aturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh pemerintah (penguasa) di Indonesia. 
4. Maqashid as-syariah, secara bahasa maqashid syari‟ah terdiri dari dua 
kata yaitu maqashid dan syari‟ah. Maqashid berarti kesengajaan atau 
tujuan, maqashid merupakan bentuk jama‟ dari maqsud yang berasal 
dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. 
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Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.
29
 
Sedangkan Syari‟ah secara bahasa berarti  اىَ٘اػغ رؾذس اىٜ اىَبءartinya 
Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan 





istilah adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar 
dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di 
akhirat. Maka dengan demikian, maqâshid syarî‟ah adalah tujuan-
tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum yang 
terkandung dalam setiap aturannya. 
G. Kajian Terdahulu 
Penelitian tentang itsbat nikah dan nikah siri telah banyak diteliti oleh para 
akademisi dan praktisi hukum dalam ragam perspektif, khususnya sebagai bahan 
hukum primer dan sekunder, namun berbeda dengan beberapa penelitian dan 
tulisan tersebut, penelitian ini difokuskan kepada kajian legalitas itsbat nikah 
terhadap nikah siri di Provisinsi Sumatera Utara menurut hukum tertulis di 
Indonesia dalam tinjauan maqashid as-syariah. Oleh karena itu, keaslian 
penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademis dan 
terbuka untuk dikritisi secara konstruktif. Apabila pernah dilakukan penelitian 
yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian 
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sebelumnya. Dalam kaitan dengan disertasi ini, penulis menemukan beberapa 
hasil kajian terdahulu, antara lain: 
1. Suwarti, (2018), melalui penelitian dalam Disertasi Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: “Legalitas 
Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah dalam Upaya Pembaruan 
Hukum Perkawinan di Indonesia”, mengkaji kedudukan perkawinan 
sirri dalam system perundang-undangan di Indonesia dan apa yang 
menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama melegalitasi 
perkawinan sirri melalui itsbat nikah setelah berlakunya UUP Nomor 1 
Tahun 1974 dan upaya pembaruan pengaturan pencatatan perkawinan 
dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa, perkawinan sirri yang memenuhi rukun dan 
syarat perkawinan sebelum berlakunya UUP Nomor 1 Tahun 1974 
diberikan peluang untuk disahkan melalui sidang itsbat nikah dengan 
pertimbangan hakim berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan 
kemaslahatan, sedangkan yang tidak memenuhi rukun dan syarat 
perkawinan tidak dapat  disahkan, bahkan bisa dipidana. 
2. Mahmud Huda, Noriyatul Azmi, (2020), melalui penelitian dalam 
Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi 
Darul Ulum Jombang-Indonesia: “Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam 
Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Dan Hukum Islam Melalui Isbat Nikah”. bahwa “pernikahan yang 






adalah sah pula menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomr 1 
Tahun 1974. Akan tetapi perkawinan yang sah menurut agama 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan 
di KUA. Sehingga pernikahan yang belum dicatatkan di KUA perlu 
dilegalisasi (legalkan) ke Pengadilan Agama yang disebut dengan 
istilah isbat nikah. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku 
nikah siri yang mengajukan permohonan isbat nikah adalah pernikahan 
siri yang terjadi dengan alasan : (1) Pernikahan diluar negeri. Majelis 
Hakim pada Pengadilan Agama Kangean melegalkan pernikahan siri 
melalui isbat nikah, (2) Nasib masa depan anak dari hasil pernikahan 
siri. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan 
hukum dalam isbat nikah adalah mengumumkan permohonan isbat 
nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan 
serta kepentingan yang jelas diantaranya untuk mendapatkan buku 
nikah, untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta anak, dan untuk 
pemenuhan hak-hak dasar dan administrasi negara. 
3. Siska Dwi Novitasari, (2020), melalui penelitian dalam Jurnal Imiah 
Hukum:” Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum 
Islam”, yang mengkaji bahwa di era globalisasi zaman sekarang masih 
banyak masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah Pedesaan 
yang tingkat pendidikannya masih rendah dan belum mengetahui lebih 






masyarakat perlu memahami bagaimana prosedur pelaksanaan dan 
akibat hukum dari itsbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam. Hasil penelitiannya 
adalah bahwa prosedur pelaksanaan itsbat nikah yaitu membuat surat 
permohonan, mendaftarkan surat permohonan ke loket pendaftaran 
agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, pemanggilan para pihak 
pemohon, persidangan, dan pembacaan putusan. Akibat hukum yang 
ditimbulkan dari itsbat nikah adalah perkawinan dianggap sah oleh 
Negara. 
4. Riswan Munthe, Sri Hidayani, (2017), melalui penelitian dalam Jurnal 
Imiah Hukum DINAMIKA:”Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah 
Pada Pengadilan Agama Medan”, yang mengkaji tentang pengaturan 
hukum tentang Itsbat nikah dan pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menetapkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang 
sudah disahkan oleh Pengadilan Agama. Hasil penelitiannya adalah 
sebagai berikut: 
a. Bahwa ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-
undangan Indonesia, merupakan sebuah amanah dalam peraturan 
pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 






b. Bahwa tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada 
Pengadilan Agama Medan yaitu pertama, membuat surat 
permohonan, kedua pendaftaran atau memasukkan surat 
permohonan ke Loket II atau Loket III agar ditentukan SKUM 
biaya panjar perkara;ketiga pemanggilan para pihak Pemohon, 
keempat persidangan dan kelima pembacaan putusan atau 
penetapan; 
c. Bahwa kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan 
Agama yaitu permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami 
dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan 
Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan yang 
dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. 
5. Ahmad Cholid Fauzi, (2018), melalui penelitian dalam Jurnal Imiah 
Hukum USM Law Review ISSN 2621-4105 Magister Hukum 
Universitas Semarang:”Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami 
Sirri”, yang mengkaji kedudukan hukum Itsbat nikah poligami sirri, 
yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan mengenai 
sahnya pernikahan kedua dan seterusnya yang dilakukan secara sirri  
tidak dicatatkan sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum. 
Hasil penelitian menunjukan dikabulkannya permohonan itsbat nikah 
poligami sirri dalam putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 
445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. Putusan tersebut tergolong hukum materiil 






menjadi yurisprudensi, melalui itsbat nikah poligami sirri dari 
Pengadilan Agama Magetan, perkawinan tersebut telah mempunyai 
kekuatan dan kepastian hukum. Adapun solusi terhadap putusan 
tersebut yaitu perlu adanya payung hukum terhadap kebolehan itsbat 
nikah poligami sirri, adanya penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya 
pencatatan nikah (nikah resmi) dan prosedur izin poligami. 
6. Rajab Lestaluhu, (2019), melalui penelitian dalam Jurnal JUSTISI 
Fakultas hukum Muhammadiyah Sorong –ISSN 1979-
7532:”Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong”, yang 
mengkaji dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan  penetapan 
mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong. Hasil penelitian 
mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu secara 
keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum Acara 
Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan 
prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di 
Pengadilan Agama Sorong dapat dikelompokkan menjadi (5) lima 
yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sorong, membayar 
panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, 
menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. 
7. Ahmad Arif Masdar Hilmy, Faby Toriqirrama, (2020), melalui 






Islam  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:”Isbat Nikah Terpadu 
Perspektif Maqasid Syariah”, yang mengkaji pelaksanaan sidang isbat 
nikah terpadu. Bedasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 
tahun 2015, pelaksanaan isbat nikah terpadu melibatkan dua institusi, 
yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) 
tempat dilaksanakannya sidang isbat nikah tersebut. Hasil 
penelitiannya bahwa dari persepektif maqāṣid al-sharī‟ah, pelaksanaan 
isbat nikah terpadu dapat dianggap sebagai usaha Pemerintah untuk 
mewujudkan kemaslahatan umum sebagai inti dari maqāṣid al-sharī‟ah 
dalam bidang perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan 
isbat nikah terpadu dapat dikategorikan sebagai usaha nyata 
Pemerintah dalam menjaga agama (ḥifdh al-din), jiwa (ḥifdh al-nafs), 
akal (ḥifdh al-‟aql), keturunan (ḥifdh al-nasl), dan harta (ḥifdh al-māl). 
8. Rika Nur Laili, Lukman Santoso, (2021), melalui penelitian dalam 
jurnal AL-MANHAJ Jurnal Hukum dan Pranata Sosial IAIN Sunan 
Giri Ponorogo P-ISSN 2686-1607:”Analisis Penolakan Isbat Nikah 
Perspektif Studi Hukum Kritis”, yang mengkaji problem permohonan 
isbat nikah karena menikah siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama 
Ponorogo melalui Penetapan dengan nomor perkara 402/Pdt.P 
/2018/PA.Po. Hasil penelitiannya, pertama, Interpretasi hukum yang 
digunakan majelis hakim dalam penetapan ini adalah Interpretasi 
sistematis. Sedangkan metode yang digunakan majelis hakim dalam 






dari dasar pertimbangan hukum hakim menolak permohonan isbat 
nikah adalah hadis Rasulullah tentang harus adanya wali nikah yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Pasal 20 dan Pasal 23 KHI, Pasal 1 
ayat (2) PMA No 30 Tahun 2005,  Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan. Kedua, Dilihat dari perspektif studi hukum 
kritis, majelis hakim menggunakan paradigma posivistik yaitu tidak 
melakukan terobosan hukum. Hal ini terjadi karena undang-undang 
dianggap telah mampu menjawab kasus, hakim kemudian tidak 
mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai 
kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. 
Keputusan hakim ini berseberangan dengan teori prioritas baku Gustav 
Radbruch yang dengan urutan prioritas pertama keadilan, kedua 
manfaat dan ketiga kepastian hukum. 
9. Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Erie Hariyanto, 
(2019), melalui penelitian dalam jurnal AL-MANHAJ Journal of 
Islamic Law P-ISSN 2714-5522: “Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan 
Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan”, yang 
mengkaji pada pasangan yang menikah dibawah umur memilih 
melangsungkan pernikahannya secara siri atau tidak dengan 
mengajukan dispensasi nikah. Hasil penelitian adalah: Pertama, isbat 
nikah dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur dianggap 
penting dan sangat berguna, sebab dengan jalan tersebut mereka bisa 






akta kelahiran anaknya, penentu status kewarisan mereka, pembuatan 
paspor dan lain-lain. Kedua, adapun pendapat Hakim Pengadilan 
Agama Pamekasan tentang permohonan pengajuan isbat nikah yang 
dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur menyatakan 
bahwa terdapat dua pelanggaran atas permohonan tersebut dan 
dinyatakan menyatakan bahwa seharusnya mereka (pasangan yang 
menikah di bawah umur) dulu sewaktu menikah mengajukan 
dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga pernikahannya 
tercatat sejak awal mereka menikah. 
10. Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, Mursyid Djawas, (2021), melalui 
penelitian dalam jurnal Media Syari‟ah Wahana Kajian Hukum Islam 
dan Pranata Sosial P-ISSN 1411-2353:”Isbat Nikah Siri dalam Putusan 
Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan”, yang mengkaji bahwa 
Hukum positif hanya membatasi isbat nikah pada perkawinan yang 
terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 karena belum ada aturan 
mewajibkan pencatatan. Sedangkan nikah siri yang terjadi setelah 
aturan itu tidak dapat melakukan isbat nikah, karena Undang-Undang 
hanya membatasi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Namun 
Kompilasi Hukum Islam memberi ruang sebagaimana Pasal 7 ayat (3) 
huruf e yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 
tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 
1974. Pasal 7 ini telah memberikan kompetensi absolut yang sangat 






Peraturan Perundang-Undangan. Hakim diberikan keluasan untuk 
berijtihad demi kemaslahatan semua pihak. Pasal inilah menjadi dasar 
pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Syar‟iyah Lhoksukon dalam  
mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri, yaitu 
nomor: 131/Pdt.P/2019/MS.Lsk. nomor: 313/Pdt.P/2019/MS.Lsk. 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa pertimbangan hakim  Mahkamah 
Syar‟iyah Lhoksukon dalam kasus isbat nikah bagi pasangan nikah siri 
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hakim juga tidak 
kaku dalam berijtihad tetapi mempertimbangkan aspek sosiologis dan 
masalahat. 
H. Kerangka Teori 
 
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, 




 Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 1 
ayat (3) UUD1945, yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa dalam suatu Negara Hukum, berlaku prinsip persamaan 
dalam hukum (equality before the law), di mana semua orang harus tunduk 
kepada hukum, dan tidak seorangpun yang berada diatas hukum (above the law).  
 Karena itu, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem 
kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang 
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tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik 
yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, 
sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda 
diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang 
perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan 
kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, 
sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-




Adapun pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Legal System 
oleh Lawrence  M. Friedman dan teori Maqashid asy-Syari‟ah. 
1. Legal System oleh Lawrence  M Friedmen 
 Menurut Lawrence  M Friedmen 
34
Bahwa hukum tersusun dari sub sistem 
hukum yang berupa substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. Unsur 
sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan 
dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek 
pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih 
menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu 
hukum sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya. 
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 Sehingga, penulis berpandangan bahwa teori Legal System oleh Lawrence  
M Friedmen dijadikan pisau analisis mengenai pengaturan dan pelaksanan itsbat 
nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, dengan stressing point pada 
substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum, yang mempengaruhi faktor 
penyebab maraknya nikah siri sebagai budaya hukum masyarakat, substansi 
hukum mengenai sarana dan prasana yang mempengaruhi nikah siri, serta struktur 
hukum yang melihat lembaga Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberikan 
atribusi kewenangan oleh pemerintah untuk melasanakan istbat nikah terhadap 
nikah siri, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diberikan atribusi 
kewenangan mencatat pencatatan perkawinan. 
2. Teori Maqashid Asy-Syari’ah 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori maqashid asy-
Syari‟ah yang dikemukakan kalangan fuqaha untuk menjelaskan penegakan 
hukum Islam, yaitu sebagai berikut: 
2. 1. Teori  Maqashid Asy-Syari’ah Imam Haramain al-Juwainy, 
yaitu: 
 
نحن نقسمها خمسة : وقد قسم اإلمامُة الجوٌنً أصولَة الشرٌعة إلى خمسة أقسام بقوله
 :أقسام
ما ٌعقل معناه وهو أصل، وٌأول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري ال : القسم األول
بد منه، مع تقرٌر غاٌة اإلٌالة الكلٌة والسٌاسة العامة، وهذا بمنزلة قضاء الشرع بوجوب 
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القصاص فً أوانه، وهو معلل بتحقٌق العصمة فً الدماء المحقونة والزجر عن التهجم 
 . علٌها
ما ٌتعلق بالحاجة العامة، وال ٌنتهً إلى حد الضرورة، وهذا مثل  : القسم الثانً
تصحٌح اال جا رة، فانها مبنٌة على مسٌس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن 
 .تملكها
ة: القسم الثالث ة)وال  (حاقة)ماال ٌتعلقبضرورّة عامة، ولكنه ٌلوح  فٌه غرض فً   (حاجّةًّ
جلبمكرمة اؤ فً نفً نقٌض لها،وٌجوز ان ٌلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث وإزالة 
 .الخبث
ماال ٌستند الً حاجة و ضرورة، ؤ تحصٌل المقصود فٌه مندوب الٌه :القسم الرابع
 ؤ قد مثلناها ...تصرٌحا ابتداء، ؤ فً المسلك الثالث فً تحصٌل خروج عن قٌاس كلً 
بوضع الشرع النكاح علً تحصٌىن الزوجٌن 
ٍبال ٝي٘ػ فٞٔ ىيَسزْجؾ ٍؼْٚ أطاًل ٗال ٍقزؼٚ ٍِ ػشٗسح أٗ ؽبعخ : اىقسٌ اىخبٍس
ا، فأّ اٍزْغ اسزْجبؽ ٍؼْٚ عضئٜ فال  أٗ اسزؾضبس ػيٚ ٍنشٍخ، ٕٗزا ْٝذس رظ٘ٝشٓ عذّةً
َٝزْغ رخٞئ ميّٞةًب، ٍٗضبه ٕزا اىقسٌ اىؼجبداد اىجذّٞخ اىَؾؼخ، فأّ ال ٝزؼيق ثٖب أغشاع 
 . ٗمزىل أػذاد اىشمؼبد ٍٗب فٜ ٍؼْبٕب...دفؼٞخ ٗال ّفؼٞخ،
Imam al-Juwaini membagi prinsip-prinsip syariah (maqashid as-
syaria‟ah) ke dalam lima bagian, yaitu secara garis besarnya sebagai berikut: 
1. Prinsip-prinsip yang pengertian rasionalnya diinterpretasikan kepadahal 
penting yang menjadi fondasi kehidupan, seperti prinsipperlindungan 
terhadap jiwa dan larangan penyerangan terhadapnya. Inimenjadi dasar 






2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidupyang 
umum, namun tidak sampai kepada batasan darurat. Prinsip inimenjadi 
„illat bagi transaksi yang legal. 
3. Prinsip-prinsip yang tidak sampai kepada kategori primer 
(daruriyyat)atau kebutuhan (hajiyyat, sekunder), namun ia masuk ke 
dalamspesifikasi makrumat dan penjauhan dari kekurangan-
kekurangan. 
4. Prinsip-prinsip yang tidak berhubungan dengan yang primer(daruriyyat) 
dan sekunder (hajiyyat), namun masuk ke dalam kategorimandub (yang 
direkomendasikan). 
5. Prinsip yang maknanya tidak kelihatan dan jarang 
ilustrasinya.Maksudnya adalah bahwa yang mendasar dari hukum-
hukum syariatadalah rasionalitas maknanya, entah itu yang berkaitan 




 bahwa metode yang digunakan al-Juwayni dalam 
merumuskan lima prinsip di atas adalah melalui metode istiqra‟ (induktif), yaitu 
meneliti hukum-hukum syari„at dalam masalah-masalah ibadah dan mu„amalah, 
lalu menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip ini tidak melebihi dari lima. Tujuan dari 
pembagian lima prinsip ini adalah untuk menjelaskan mana yang boleh 
diberlakukan qiyas di dalamnya, dan mana yang tidak. Lima prinsip ini 
merepresentasikan maqasid al-shari„ah yang tidak tertulis. Menurut al-Juwayni, 
maqasid al-shari„ah dibedakan ke dalam “maqasid yang tidak tertulis” (ghayr al-
mansus „alayha), yaitu lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya yang cara 
penetapannya melalui istiqra‟, dan “maqasid yang tertulis” (al-mansus „alayha), 
yang cara penetapannya melalui qarinah (koherensi). Qarinah ini dibagi oleh al-
Juwayni ke dalam qarinah haliyyah (koherensi kontekstual), misalnya, merahnya 
wajah berhubungan secara kontekstual dengan rasa malu, namun demikian ia tetap 
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tidak berlaku umum, karena boleh jadi muka merah tidak berhubungan dengan 
rasa malu; dan qarinah maqaliyyah (koherensi perkataan), yang bisa dibedakan ke 
dalam dua macam, yaitu pengecualian (istithsna‟) dan pengkhususan(takhsīs). 
Adapun menurut Nawir Yuslem
37
bahwa pembagian al-juwayni tentang 
maslahah kepada lima kategori tersebut adalah merupakan kontribusinya yang 
sangat besar dan orisinil, terhadap konsep maslahah yang belum terformulasi 
secara jelas pada masa sebelumnya. Menurut definisi al-Juwayni tersebut, 
pertimbangan berdasarkan masalih berarti penerapan umum yang terkandung di 
dalam Syari‟ah. Signifikansi dari konsep maslahah al-Juwayni ini terutama 
terletak pada perannya dalam merumuskan hukum bagi kasus-kasus yang tidak 
ada nass-nya atau tidak terdapat indikasi di dalam nass, tanpa merusak Syari‟ah 
itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa al-Juwayni merumuskan bahwa 
maslalah tersebut sejalan dengan prinsip dasar dari tujuan Syari‟ah (maqasid al-
Syari‟ah), yang secara sistematis dibaginya kedalam lima kategori. 
2.2.Teori Maqashid Asy-Syari’ah Imam Al-Ghazaly, menyatakan 




حٍة  ٍباىَظيؾخ شَّر ٍُةؼَة غِة 
فْة دَة ْٗة خٍة اَة ْْةفَةؼَة ٍَة يْةتِة  ِْة عَة وِة ػَة َةطْة حٌة فِٜة االْة جَةبسَة َٜة ػِة ِٖة ىِةل,فَة ِٔة  رَة ِْٚة ثِة َْةب َّةؼْة َٗة ىَةسْة َُّر ,   فَةبِة
يْةقِة  اىخَة ذُة قَةبطِة ٍَة حِة  شَّر َُةؼَة فْةغَة اىْة دَة َٗة خٍة  ْْةفَةؼَة ََة يتَة اىِة ٌْة ,عَة ِٕة ذِة قَةبطِة ٍَة ْٞةوِة   ظِة ِٜة رَةؾْة قِة فِة
يْة الَةػَة اىْةخَة طَة َٗة ِْٜة .   ىَةنِةَّْرب َّةؼْة
عٍة  دِة اىشَّرشْة ْ٘ة قْةظُة ٍَة َٜة  ي بفَةظَةخِة ػَة ؾَة َُة يَٚة اى خِة ػَة يَةؾَة ََةظْة
خٌة .ثِةب ىْة سَة َْة يْةقِة خَة َِة اىخَة ٍِة عِة  شْة اىشَة ٘دُة ظُة
قْة ُْة : ٗ ٍَة اَة َ٘ة ْٕة َٗة
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ٌْة  ُة َْٖٝة ٌْة دِة ِٖة ْٞة يَة فَةعَة ػَة ٌْة ,َٝةؾْة ُٖة َٗة َّةفْةسَة ٌْة ,   ُة قْةيَٖة ػَة ٌْة ,  َٗة َة يِٖة َّةسْة ٌْة , َٗة ُة ب ىَٖة ٍَة هِة .َٗة ْ٘ة ُةطُة ِٓة االْة فْةعَة َٕةزِة ُِة ؽِة ََّر ب َٝةزَةؼَة ٍَة  فَةنُةوُّ 
خٌة  يَةؾَة ٍَةظْة َٖةب  فْةؼُة دَة َٗة حٌة  ذَة فْةسَة ٍَة َٚة  ِٖة هَة  فَة ْ٘ة ُةطُة ِٓة االْة دُة َٕةزِة ْ٘ة ب َٝةفُة ٍَة مُةوُّ  َٗة خٌة  يَةؾَة ٍَةظْة َٜة  ِٖة خِة فَة سَة َْة  اىْةخَة
Artinya: 
 “Dalam pengertian yang esensial (ashl), ia (maslahah) merupakan suatu 
ekpresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaatdan untuk menghilangkan sesuatu 
yang merugikan (mudharat), Namun ini bukanlah yang kami maksudkan, karena 
mencari manfaat dan menghilangkan mudharat merupakan tujuan maqashid yang 
dimaksud oleh makhluk. Dan kebaikan dari makhluk terdapat dalam 
merealisasikan tujuan-tujuan mereka. Apa yang kita maksud dengan maslahah 
adalah pemeliharaan terhadap maksud (obyektif) hukum syara‟ yang terdiriatas 
lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa saja 
yang menjamin kelima prinsip itu merupakan maslahah, dan kelalaian apa saja 
yang terjadi dalam pemeliharaan lima hal tersebut merupakan mafsadat, dan 
memeliharanya adalah maslahat”. 




َّٝربِةدِة  سِة ْٗة شُة َٜة اىؼَة ي ب فَةظَةخِة  ػَة ذْة   ىِةيْةَؾَة ؼَة ػِة ُٗة خَة  ْٝةؼَة َُّر اىشَّرشِة يَٜة اَة يَةوِة ػَة بئٍةشُة اْةىَِة خُة ثَةوْة سَة ٍَّر ُة  فَةقَةذِة ارَّرفَةقَةذِة االْة
قْةوُة  ِٗةاىؼَة بهُة  ََة اىْة َٗة وُة  اىَّْرسْة َٗة فْةسُة  اىَّْر َٗة ُِة  ْٝة َٜة اىذِّ ِٕة َٗة سِة  َْة اْةىخَة
 “Seluruh umat telah sepakat, bahkan seluruh agama menyepakati bahwa 
syari‟at itu ditetapkan untuk memelihara 5 (lima) kepentingan, yaitu agama, jiwa, 
keturunan, harta dan akal.” 
Dengan kerangka teori diatas, maka penulis beranjak melakukan pisau 
analisis penelitian ini untuk mengeksaminasi stereotip pada masyarakat mengenai 
pemahaman tentang nikah dakam konteks legalitas secara agama dan negara. 
Sebagaimana pada Pasal 4 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  
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Kompilasi Hukum Islam yang menguatkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: 
”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 
Pasal 2 ayat (1)Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”,  
Dan pada  Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  
Kompilasi Hukum Islam memperkokoh interpretasi koherensif yang 
mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan 
tertibnya pernikahan, yaitu: 
”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat”.  
Pada Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa,“pencatatan perkawinan dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur  dalam Undang-undang 
No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. 
Bahkan pada Pasal 6 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  
Kompilasi Hukum Islammerangkul interpretasi koherensif, yang redaksinya 
menegaskan bahwa, 
“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
tidak mempunyai  kekuatan hukum”. 
Kemudian, dalam konteks maqashid as-yariah bahwa pencatatan itu pada 






keterkaitan yang signifikan dengan kepentingan-kepentingan lainnya dalam hal 
bermasyarakat dan bernegara, seperti pilkada, akte lahir, KTP dan lain 
sebagainya. 
Hal tersebut diatas selaras dengan konsep panca jiwa tujuan syariat yang 
terhimpun dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Sebagaimana Teori Maslahat para yuris Islam, seperti Al-Ghazali, Al-Juwaini dan 
As-Syaitibi. 
I. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering 
disebut dengan penelitian naturalistik, etnografik, studi kasus atau fenomenologi. 
Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata atau prilaku 
yang diamati. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam 
bentuk angka
40
. Penelitian hukum kualitatif dalam penelitian ini adalah normatif-
empiris
41
 yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan–
ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa 
hukum  (in concreto). Dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi 
undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isbat nikah terhadap nikah siri di 
Provinsi Sumatera Utara untuk ditelaah dan dikaji, sehingga membuka 
kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan sinkronisasi kajian legalitas antara 
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undang-undang dengan regulasi lainnya dan undang-undang dasar, yang ditinjau 
dalam perspektif maqasid as-syariah. Sehingga penerapan ketentuan normatif 
pada isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utaramerupakan 
kegiatan analisis untuk memastikan apakah ketentuan normatif mengenai isbat 
nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara benar-benar telah diterapkan 
sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 
relevansinya dengan dinamika fenomena masyarakat yang terus tumbuh dan 
berkembang secara dinamis, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 
zaman yang semakin signifikan pada era globalisasi dan tekhnologi saat ini. 
Sehingga memerlukan suatu perubahan hukum, penemuan hukum dan reformulasi 
hukum terkait dengan isbat nikah terhadap nikah siri. 
Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu fenomena atau gejala, baik 
pada tataran hukum positif maupun empiris, namun bermaksuduntuk memberikan 
pengaturan yang seharusnya (das sollen) dan menganalisis hukum yang berkaitan 
isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah preskriptif
42
, yang bertujuan untuk memberi 
illustrasi mengenai fakta-fakta dan analisis yang akurat mengenai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku tentang isbat nikah terhadap nikah siri di 
Provinsi Sumatera Utara dikorelasi dengan teori-teori hukum konvensional dan 
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hukum Islam serta dinamika fenomena praktek pernikahan mayarakat Islam di 
Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya. akan mengementari dan memberikan 
rekomendasi untuk mencari solusi penyelesaiannya. 
3. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian hukum normatif-empiris dalam disertasi ini 
menggunakan judisial case study
43
, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena 
konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). Berkaitan 
dengan isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, maka ditinjau 
pada perkara yang bersifat voluntair dan kontestius. Selanjutnya Pendekatan 
diartikan
44
 sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 
hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai 
pengertian tentang masalah penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach)
45
yaitu merupakan pendekatan yang 
digunakan untuk mengkaji dan menganalisis; 
1. Semua undang-undang; dan 
2. Pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani. 
 Pada penelitian ini dikaitkan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 
jo Undang-undang No. 32 thun 1954 tentang Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk, 
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Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden No. 1 
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 
20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Selanjutnya pendekatan konseptual 
(conseptualitical approach)
46
 yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan 
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini 
penulis mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, asas-asas hukum di 
dalam ilmu hukum, dan konsep-konsep tentang maqashid as-syariah dari para 
yuris Islam. Sehingga penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan 
dengan istbat nikah dan nikah siri. 
4. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel 
4.1 Lokasi penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera 
Utara, namun peneliti hanya fokus meneliti pada 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu 
Kotamadya Medan, Kotamadaya Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar dan 
Kabupaten Langkat, dikarenakan 4 (empat) lokasi penelitian tersebut merupakan 
refrensentatif dari masyarakat yang heterogen di Provinsi Sumatera Utara. 
 Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai isbat nikah terhadap nikah siri 
di Provinsi Sumatera Utara tersebut sesuai dengan perumusan masalah dalam 
penelitian ini, maka penulis akan meneliti masyarakat yang heterogen di wilayah 
lokasi penelitian tersebut terkait dengan fenomena nikah siri. Selanjutnya peneliti 
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akan mendata jumlah itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama pada 
lokasi penelitian tersebut. 
4.2. Populasi 
Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang 
sama. Populasi dapat berupa himpunanan orang, kejadian, kasus-kasus, dengan 
sifat dan ciri yang sama.
47
 Populasi dalam penelitian ini adalah sekumpulan orang, 
benda atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel yang berkaitan dengan 




Pemilihan informan dalam penelitian ini penulis 
mulai dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling)
49
 
dengan tekhnik ini, dipilih informan yang dinilai mampu memberikan pandangan 
dan pemahamannya mengenai permasalahan penelitian. Pemilihan informan 
penelitian selanjutnya dilakukan dengan teknik sampel bola salju (snowball 
sampling),
50
 yang didasarkan pada data dan informasi yang berkembang 
dariinforman yang diambil berdasarkan teknik purposive samplingtersebut diatas. 
Teknik bola salju ini digunakan dengan cara merekrut sebanyak mungkin 
informasi dari berbagai sumber. tidak menjadi persoalan dari mana atau dari siapa 
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penulis memulai menggali data, yang didalam konteks ini peneliti memulainya 
dari beberapa informan yang dipandang benar-benar memahami permasalahan 
penelitian ini, satu demi satu semakin lama semakin banyak informan yang 
dilibatkan. Sampel dari penelitian ini adalahpenetapan dan putusan mengenai 
itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Kota Medan, Pengadilan 
Agama Kota Tanjung Balai, Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar dan 
Pengadilan Agama Kabupaten Langkat pada tahun 2010 -2015, dan 
pararesponden untuk diwawancarai terdiri dari hakim, panitera, pengacara, 
akademisi, penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan 
masyarakat yang berada di lokasi penelitian. 
. 4.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif empiris ini meliputi 
data primer dan data sekunder
51
. Adapun teknik pengumpalan data primer terdiri 
dari: 
4.4.1. Wawancara52yaitu menggunakan wawancara mendalam 
(depth interview) dengan para responden. Pada penelitian ini, 
para respondennya adalah responden yang berkompeten 
mengenai permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari hakim di 
Pengadilan Agama, panitera di Pengadilan Agama, pengacara, 
akademisi, Kepala KUA Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia 
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(MUI) Tk. Provinsi dan Tk. Kabuputen/Kota, pelaku itsbat 
nikah dari  nikah siri, tokoh agama dan masyarakat yang berada 
di lokasi penelitian, Hal ini dilakukan untuk memporeloh 
informasi yang akurat. 
4.4.2. Observasi53yaitu melakukan pengamatan secara langsung 
terhadap subyek penelitian.Pada penelitian ini, observasi ini 
dimaksudkan untuk lebih memahami setting penelitian 
sekaligus sebagai salah satu cara mengeksaminasi data yang 
diterima melalui wawancara (tanya-jawab) yang mendalam 
(depth interview). 
4.4.3. Kuesioner54 yaitu instrumen penelitian yang terdiri atas 
serangkaian pertanyaan tertulis agar mendapatkan tanggapan 
dari kelompok yang terpilih melalui wawancara pribadi, pos, 
serta instrument digital seperti Whats Up.Pada penelitian ini, 
kuesioner yang digunakan  untuk mengumpulkan data dengan 
menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang terstruktur kepada 
narasumber dan responden yang berkompeten mengenai 
permasalahan yang diteliti, hal ini dilakukan untuk memperoleh 
illustrasi yang komprehensif dari penelitian ini. 
Selanjutnya, teknik pengumpulan data sekunder terdiri dari:
55
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4.4.4. Bahan hukum primer (primary law material), sumbernya 
perundang-undangan, naskah hukum, dokumen hukum, dan 
arsip hukum.
56
 Pada penelitian ini sumbernya adalah: 
1. Nash-nash Al-Qur‟an al-Karim dan Al-Hadits; 
2. Undang-undang Dasar 1945 
3. Peraturan perundang-undangan; 
4. Putusan pengadilan atau yurisprudensi; 
4.4.5. Bahan hukum sekunder (secondary law material), 
sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian 
hukum, laporan penelitian hukum, laporan media hukum cetak 
atau media elektronik.
57
 Pada penelitian ini sumbernya adalah 
bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer tersebut diatas, seperti buku literatur hukum, jurnal 
penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan media 
hukum media cetak atau media elektronik,monografi ilmu 
hukum,dankarangan ilmiah para yuris Islam terkait penelitian 
ini, antara lain sebagai berikut: 
1. Bidang Tafsir, diantara kitab yang menjadi rujukan adalah 
Tafsir Jami al-bayan „an Ta‟wil l-Qur‟an karya at-Tabary 
(w. 310 H), Tafsir al-Jami li Ahkam al-Qur‟an karya al-
Qurtuby (w. 671 H),Tafsir al-Qur‟an al-Azhim karya Ibn 
Katsir (w. 774 H), , dan lain-lain. 










2. Bidang Ushul Fikih, diantara kitab yang menjadi rujukan 
adalah kitab al-Mustashfa fi „Ilm al-Usul karya al-Gazali, 
kitab al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya al-Juwaini, kitab al-
Muwafaqat karya as-Syaitiby tahqiq Mahyuddin Abdul 
Hamid, kitab „Ilm Ushul al-Fiqh karya Abdul Wahab 
Khallaf, dan lain-lain 
3. Bidang Fikih, diantara kitab yang menjadi rujukan adalah 
kitab al-Fiqh „ala al-Mazhahib al-Arba‟ah karya 
abdurrahman al-Jaziri, kitab al-Fiqh wa Adillatuhu karya 
wahbah az-Zuhaili, dan lain-lain 
4. Sumber-sumber lain yang relevan, diantara kitab yang 
menjadi rujukan adalahal-Mu‟zham li Mufradat Alfazh al-
Quran al-Karim karya ar-Raghib al-Ashfahani, Mu‟zham 
al-Mufahras Li Alfazh al-Qur‟an al-Karim karya 
Muhammaad Fuad Abdul al-Baqi, Fathul Al-Bari karya 
Ibnu Hajar al-Asqolani, Mizan al-„Itidalkarya azh-Zhahabi, 
dan lain-lain 
4.4.6. Bahan hukum tertier (tertiary law material), 
sumbernya adalah rancangan undang-undang, kamus 
hukum dan eksiklopedia.
58
Pada penelitian ini 
sumbernya adalah bahan hukum penunjang yang 
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 








hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 
kamus , majalah hukum , ensiklopedi dan lainnya. 
5. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis 
kualitatif. Pendekatan kualitatif landasannya menekankan pada pola tingkah laku 
manusia yang dilihat dari “Frame of Refrance” si pelaku itu sendiri, jadi individu 
sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis seta 
menempatkannya sebagian dari suatu keseluruhan (holistik).
59
 
Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu 
metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik emprisitas 
dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan 
sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-




Analisis data dalam penelitian ini, akan dilakukan pengkajian  terhadap 
data yang diperoleh dari  bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap nikah siri dan ketentuan-
ketentuan hukum Islam dalam konteksmaqashid as-syari‟ah,dan juga bahan 
hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum konvensional dan hukum Islam 
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mengenai  itsbat nikah dan nikah siri kemudian disusun secara sistematis, dan 
dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan feedback mengenai regulasi atau 
aturan-aturan mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri, khususnya kajian legalitas 
itsbat nikah terhadap nikah siri dalam tinjauan maqashid as-syariah`. 
Selanjutnya, data yang berupa penelitian tersebut akan dianalisis secara 
deduktif agar sampai pada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua 
pokok permasalahan dalam penelitian ini. 
6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian 
sebagai berikut: 
Bab I, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, 
perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian, 
batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
Bab II, Landasan filosofi itsbat nikah dalam hukum Islam, membahas 
tentang pengertian itsbat nikah, dasar hukum itsbat nikah, dan itsbat nikah 
perspektif maqashid as-syari‟ah. 
Bab III, Pengaturan itsbat nikah di Indonesia, membahas itsbat nikah Itsbat 
Nikah Perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang No. 32 Tahun 
1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 






Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, itsbat nikah perspektif Undang-
undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undng-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, itsbat nikah perspektif Instruksi Presiden No. 1 Tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dalam penetapan/putusan  
Pengadilan Agama. 
Bab IV, Pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama 
pada Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Pengadilan Agama Medan, 
Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan Pengadilan 
Agama Tanjung Balai. 
Bab V, Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang 
Pengaturan Dan Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Perspektif Hukum 
Positif Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syari‟ah, membahas pengaturan itsbat 
nikah terhadap nikah siri dalam perspektif Undang-undang No. 16 tahun 2019 
Tentang Perubahan Atas Undang-unang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
menurut hukum positif dan maqashid as-syari‟ah, dan membahas pelaksanaan 
itsbat nikah terhadap nikah siri pada lembaga Pengadilan Agama menurut hukum 
positif dan maqashid as-syari‟ah, serta analisis gagasan. 





B A B II 
LANDASAN FILOSOFI ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Itsbat Nikah 
Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata itsbat dan 
nikah. Itsbat  merupakan masdar atau derivatif dari  عؼئ صبثزب: اصجذ ٗ صجذ  yang 
artinya adalah menetapkan, mengekalkan, dan mengukuhkan.
61
 Sedangkan kata “ 
nikah” juga merupakan masdar atau derivatif dari  :رضٗط  yang artinya ّنؼ ْٝنؼ ّنبؽب 
adalah menikahi ataupun mengawini.
62
 Sehingga itsbat nikah adalah penetapan 
tentang kebenaran (keabsahan) nikah
63
 
Definisi lain mengatakan bahwa itsbat nikah adalah suatu penetapan, 
penentuan, pembuktian, atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang 
telah dilakukan karena alasan-alasan tertentu.
64
 
Untuk mengelaborasi tentang makna nikah,, maka dalam pembahasan 
pada penelitian ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli sebagai berikut: 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
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 Yayan Sofyan, Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah diberlakukan 






1. Ar-Raghib al-„Asfahani menyatakan bahwa makna asli nikah adalah 




2. Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa makna nikah terbagi kepada 
tiga macam; makna lughawi, makna ushuli atau syara‟ dan makna 
fikih. Makna nikah secara lughawi adalah bersetebuh (al-wath) dan 
berkumpul (adh-Dhomm). Dan makna nikah secara syara‟ (ushul) 
terbagi kepada tiga macam, yaitu:pertama nikah berarti bersetebuh (al-
wath), kedua nikah adalah akad (al-aqdu), ketiga nikah berarti 
bersetebuh (al-wath) dan akad (al-aqdu). Sedangkan makna nikah 
secara fikih adalah sebagai berikut: 
A. Hanafiyyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang memberikan 
hak kepada suami untuk memiliki isterinya untuk tujuan kenikmatan 
atau bersenang-senang; 
B. Syafi‟iyyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang mengandung 
kebolehan untuk bersetebuh (al-wath) dengan lafazh inkah 
(menikahkan) atau tazwij (mengawinkan); 
C. Malikiyyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang tak lebih hanya 
untuk bersenang-senang dalam syahwat (taladzudz) saja; 
D. Hanabilah menyatakan bahwa nikah adalah akad dengan lafadz inkah 
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Berdasarkan pendapat para ulama‟ ahli fiqh dari empat mazhab tersebut 
diatas, walaupun berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara general 
dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara‟, 
bahwa seorang suami dapat memanfaatkan (intifa‟) isterinya dan bersenang-




1. Menurut Yusuf Qordhawy bahwa pernikahan adalah:68 
اىضٗاط ٕ٘ ػٖذ ٗصٞق سثؾ هللا ثٔ ثِٞ سعو ٗ اٍشاح      
Artinya: 
”Perkawinan adalah  perjanjian kokoh yang diikat oleh Allah SWT antara 
seorang laki-laki dan wanita”. 
2. Adapun menurut Wahbah az-Zuhaily bahwa pernikahan adalah:69 
 اىؼٌ ٗ اىغَغ اٗ ػجبسح ػِ اى٘ؽء ٗاىؼقذ عَٞؼب: اىْنبػ ىغخ:اىضٗاط      
ػقذ ٝزؼَِ اثبؽخ االسزَْبع ثبىَشاح :  ٗفٜ اىششع   
Artinya: 
”Perkawinan sinonim dengan pernikahan, yang secara bahasa adalah 
becampur dan berkumpul ataupun yang berarti bersenggama dan akad sekaligus”. 
Dan perkawinan secara syara‟ adalah akad yang membolehkan bersenang-senang 
(bersetebuh) dengan seorang wanita”. 
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1. Mahmud Yunus: Perkawinan adalah akad antara calon suami-isteri 
untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syaria‟at; 
2. Sayuti Thalib: Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan; 
3. M. Idris Ramulyo: Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat 
dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun 
menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal; 
Selanjutnya, dikarenakan itsbat nikah dalam penelitian ini stressing 
pointnya adalah terhadap nikah siri, maka penulis akan menjelaskan akan maksud 
dari nikah siri, antara lain: 
Menurut Mahmudin Benyamindan Agus Hermanto bahwa ada dua 
pemahaman tentang makna nikah sirri di kalangan masyarakat Indonesia. 
Pertama, nikah sirri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatat di 
Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum 
Islam. Kedua, nikah sirri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa 
wali nikah yang sah dari pihak perempuan
71
Nikah sirri artinya nikah rahasia atau 
disebut juga dengan nikah di bawah tangan. Nikah sirri adalah pernikahan yang 
dilakukan oleh Iaki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya 
yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar 
menurut hukum Islam. Hanya pihak orangtua dari kedua belah pihak tidak diberi 
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tahu, dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orangtua
72
Nikah di 
bawah tangan adalah nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang 
laki-laki tanpa lalui proses yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. 
Nikah di bawah tangan merupakan nikah illegal, tetapi menurut hukum Islam, 
akad pernikahannya sah.Apabila dilihat dalam perspektif Undang-Undang  Nomor 
1 tahun 1974, pernikahan di bawah tangan dinyatakan sebagai "belum terjadi 
perkawinan” dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan di bawah tangan jika 
dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, dapat 
dilaporkan langsung ke pegawai pencatat nikah untuk dibuatkan akta nikahnya.
73
 
Penulis dalam penelitian ini, akan mengelaborasi mengenai itsbat nikah 
terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan prosedur dan 
mekanisme tata cara permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadian 
Agama. Sehingga goal dan out put dari hasil  penelitian dan pembahasan dalam 
penelitian ini, akan terlihat keunggulan dan kelemahan mengenai itsbat nikah 
terhadap nikah siri itu perspektif hukum positif dan maqashid asy-syari‟ah. 
B. Dasar Hukum Itsbat Nikah 
Bahwa nikah menurut hukum positif sebagaimana diatur pada Pasal 1 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang No. 
16 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 










sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
74
 
Selanjutnya, ekspektasi dari elaborasi tentang definisi mengenai nikah dari 
perspektif hukum normatif dikolaborasikan dengan banyaknya definisi dari nikah 
menurut perspektif  para yuris Islam dari fikih klasik sampai dengan kontemporer 
sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan tentang pengertian nikah 
tersebut diatas. Tentulah penting untuk dipahami landasan filosofi itsbat nikah 
tersebut dalam hukum Islam. Sehingga, secara filosofis dapat diketahui urgensi 
itsbat nikah tersebut secara komprehensif. 
Selanjutnya, secara landasan filosofi
75
 dalam hukum Islam bahwa itsbat 
nikah itu bertujuan untuk menetapkan keabsahan dan kebenaran nikah siri yang 
telah terjadi antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri yang 
dilaksanakan sesuai dengan syari‟at Islam, namun tidak didaftarkan ke Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk dicatatkan, dan yang paling filosois 
adalah untuk memberikan hak kepada pasangan suami isteri tersebut memperoleh 
buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, berdasarkan penetapan 
Pengadilan Agama. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama itu secara normatif  
wajiblah mencatatkannya. Sehingga dengan terbitnya buku nikah, maka 
pernikahannya sudah menjadi sah  
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Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. 
Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan 
ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) 
Kecamatan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).  
Menurut Roihan A. Rasyid 
76
bahwa pengertian penetapan itu adalah 
disebut al-Isbat (Arab) atau beschiking (Belanda), yaitu produk Pengadlan Agama 
dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan 
jurisdictio voluntaria. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di 
dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang 
sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul 
sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawan, maka 
diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya 
bersifat menyatakan (declaratoire) atau menciptakan (constitutoire). 
Senada dengan hal diatas, menurut Mukti Artobahwa Itsbat (penetapan) 
nikah, merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang 
sesungguhnya dan diistilahkan dengan jurisdictio voluntair. Dikatakan bukan 
pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, 
yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara 
voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat 
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sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak 
dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.
77
 




1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk 
melakukan tindakan hukum; 
2.  Penetapan pengangkatan wali; 
3.  Penetapan pengangkatan anak; 
4.  Penetapan nikah (Itsbat Nikah); 
5.  Penetapan wali adhol; 
Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya 
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan 
pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak 
dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. 
Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah 
diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum 
berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang 
menyebutkan: 
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“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan 
menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”
79
 
 Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-Kewajiban 
Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan 
Peraturan Perundang-Undagan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam dalam 
pasal 39 ayat 4 menyebutkan: 
“Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena 
catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, 




Bahwa putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu: (1) kekuatan mengikat 




Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan 
bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in 
kracht) . Suatu putusan dikatakan in kracht ialah apabila upaya hukum seperti 
verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah 
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habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya 
hukum terhadap putusan yang telah in kracht tidak ada lagi, kecuali permohonan 




Putusan yang sudah in kracht, sekalipun ada dimohonkan peninjauan 
kembali ke Mahkamah Agung, tidak terhalang untuk dieksekusi, itulah yang 
dikatakan kekuatan eksekusi. Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan 
bukti, misalnya putusan cerai. Sebagai bukti otentik terjadinya cerai
83
 
Adapun asas yang melekat pada penetapan, yaitu pertama asas kebenaran 
yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”. Kebenaran yang 
terkandung didalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, 
kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, 
yakni kekuatan mengikat, penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli 
warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat 
siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. menetapkan 
adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau 
putusan Pengadilan Agama. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan 
penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. 
Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. 
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Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak 
mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.
84
 
Mempertegas dasar hukum itsbat nikah terhadap nikah siri, menurut 
penulis dapat dilihat pada ketentuan Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yang 
dipertegas pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang-undang Nomor. 32 
Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 
Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh 
Daerah Luar Jawa dan Madura, yang menyatakan sebagai berikut: 
Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan: 
(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang 
perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) 
pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh 
rupiah). 
(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 
1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah). 
Pada Pasal 4, dinyatakan sebagai pelanggaran, yaitu: 
“Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai 
pelanggaran” 
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Berdasarkan ketentuan pada Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yang 
dipertegas pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang-undang Nomor. 32 
Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 
Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh 
Daerah Luar Jawa dan Madura tersebut diatas, maka bahwa nikah siri itu secara 
implisit dan eksplisit adalah sebagai pelanggaran. Tentulah itsbat nikah terhadap 
nikah siri adalah solusi hukum yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk 
memperjelas peran negara memberikan pelindungan hukum terhadap rakyatnya. 
C. Itsbat Nikah Perspektif Mqashid asy-Syari’ah 
Secara bahasa, “maqshid” (jamaknya maqashid) berarti tujuan, prinsip, 
maksud, dan akhir. “Maqashid” hukum Islam berarti tujuan di balik keputusan-
keputusan atau hukum secara Islami.
85 Jadi maqashid al-syariah adalah tujuan 
dibalik ditetapkannnya hukum-hukum Islam. Sehingga “maqashid” di sini bisa 
diartikan sebagai sebuah “hikmah” di balik ditetapkannya hukum Islam. 
Itsbat nikah  dalam tinjauan maqashid asy-Syari‟ah,  sesungguhnya dapat 
dielaborasi secara komprehensif. Pada penelitian ini, peneliti mengelaborasi itsbat 
nikah dalam tinjauan perspektif maqashid asy-Syari‟ah dengan beberapa aspek 
sebagai berikut: 
1. Dasar hukum itsbat nikah  dalam tinjauan al-Qur’an 
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Legalitas itsbat nikah  dalam tinjauan al-Qur‟an ini dapat diketahui dengan 
ditetapkannya pernikahan sebelum Islam sebagai pernikahan yang sah. 
Indikatornya adalah pengakuan Islam terhadap status pernikahan Asyiah binti 
Muzahim sebagai isteri Fir‟aun dan juga Arwa binti Harb sebagai isteri Abu 
Lahab, sebagaimana firman Allah SWT, yaitu: 
 ٌَ  َوقَانَِج اْيَس َُث فِْسَ ْى
 
Artinya: 
 “dan istri Fir‟aun berkata.” (QS. Al-Qashash:9) 
 
 ِ انَتَ اْنَذطَ ًَّم  َواْيَس َحُ ُ َد
 
Artinya:  
“dan istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar.” (QS. Al-Lahab: 4) 
Di dalam kedua ayat tersebut Allah menyebut istri Fir‟aun dan Abu Lahab 
sebagai “istri”. Bila pernikahan kedua pasangan tersebut dianggap tidak sah maka 
tentunya kedua perempuan itu tidak disebut sebagai “istri” dalam dua ayat 
tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum Islam 
dianggap  sah oleh Islam, sehingga penyebutan sebagai isteri tersebut dalam 









2. Dasar hukum itsbat nikah  dalam tinjauan al-Hadits 
 
Legalitas itsbat nikah  dalam tinjauan al-Hadits, diketahui dalam kisah 
sahabat Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi
86
 dan lainnya yang ketika masuk Islam 
mereka memiliki istri lebih dari empat orang. Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi 
masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. 
Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk tetap memegang empat orang 
istri dan menceraikan lainnya. Pada saat bersamaan Rasulullah juga tidak 
menanyakan perihal persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk 
Islam. Ini semua menunjukkan bahwa Rasulullah mengakui keabsahan pernikahan 
yang telah terjadi sebelum masuk Islam. Sebagaimana dideskripsikan dalam hadis 
Nabi SAW, yaitu: 
َُّر  شَة أَة ََة ِِة ػُة ِْة اثْة ِة ػَة جْةذِة هللاَّر ِِة ػَة ٌِة ثْة بىِة ِْة سَة ِّٛ ػَة ْٕةشِة ِْة اىضُّ شٍة ػَة ََة ؼْة ٍَة ِْة  ٗثَةخَة ػَة شُة ثِٜة ػَة
ِِة أَة ٞذِة ثْة ؼِة ِْة سَة حُة ػَة جْةذَة َةب ػَة صَْة ذَّر َّربدٌة ؽَة َةب َْٕة صَْة ذَّر ؽَة
ُْة  ٌَة أَة يَّر سَة َٗة ِٔة  ْٞة يَة ُة ػَة يَّٚر هللاَّر ُّٜ طَة ُٓة اىَّْرجِة شَة ٍَة ُٔة فَةأَة ؼَة ٍَة َِة  َْة يَة َّرخِة فَةأَةسْة يِٞة ِٕة ب حٍة فِٜة اىْةغَة َ٘ة شُة ِّةسْة شْة ُة ػَة ىَٔة َٗة ٌَة  يَة َّٜر أَةسْة خَة اىضَّرقَةفِة ََة يَة َِة سَة َُة ثْة ْٞةالَة غَة
َِة  ذَة ثْة ََّر ؾَة ٍُة ذ  ؼْة َِة ِٔة قَةبهَة ٗ سَة ِْة أَةثِٞة ٌٍة ػَة بىِة ِْة سَة ِّٛ ػَة ْٕةشِة ِْة اىضُّ شٌة ػَة ََة ؼْة ٍَة آُة  َٗة ا سَة زَة ٞسَةٚ َٕةنَة ثُ٘ة ػِة
َِّر قَةبهَة أَة ْْةُٖة ٍِة ثَةًؼب  َّٞرشَة أَةسْة َٝةزَةخَة
ِّٛ قَةبهَة  ْٕةشِة ِْة اىضُّ ُٓة ػَة ْٞةشُة غَة َٗة حَة  ضَة َْة ثِٜة ؽَة
ُِة أَة ْٞةتُة ثْة ٙ شُةؼَة َٗة ب سَة ٍَة ٞؼُة  ؾِة اىظَّر َٗة ظٍة  فُ٘ة ؾْة ٍَة ْٞةشُة  ذِةٝشٌة غَة ا ؽَة هُة َٕةزَة ٞوَة َٝةقُ٘ة ؼِة ََة ئِةسْة
 ِّٛ ْٕةشِة ذِةٝشُة اىضُّ ب ؽَة ََة َّر ئِّة َٗة ذٌة  ََّر ؾَة ٍُة حٍة قَةبهَة  َ٘ة شُة ِّةسْة شْة ُٓة ػَة ْْةذَة ػِة َٗة ٌَة  يَة سْة
خَة أَة ََة يَة َِة سَة َُة ثْة ْٞةالَة َُّر غَة ِّٜ أَة ْٝةذٍة اىضَّرقَةفِة َ٘ة ِِة سُة ذِة ثْة ََّر ؾَة ٍُة ِْة  صْةذُة ػَة ذِّ ؽُة
ٌَة  عِة ب سُة ََة كَة مَة َِّر قَةجْةشَة ََة عُة َةسْة ْٗة ألَة كَة أَة بءَة َِّر ِّةسَة ؼَة اعِة شُة ىَةزُةشَة ََة ُة ػُة ُٓة فَةقَةبهَة ىَٔة بءَة فٍة ؽَةيَّرقَة ِّةسَة ِْة صَةقِٞة ٍِة اًل  عُة َُّر سَة ِٔة أَة ِْة أَةثِٞة ٌٍة ػَة بىِة ِْة سَة ػَة
ذُة  ََة أَةؽْة َٗة  ُّٜ بفِةؼِة ٌْة اىشَّر ْْةُٖة ٍِة َةب  بثِْة ؾَة ْْةذَة أَةطْة خَة ػِة ََة يَة ِِة سَة َُة ثْة ْٞةالَة ذِةٝشِة غَة يَٚة ؽَة وُة ػَة ََة اىْةؼَة َٗة ٞسَةٚ  بهٍة قَةبهَة أَةثُ٘ة ػِة ثِٜة سِةغَة
قَةجْةشُة أَة
قُة  ؾَة ئِةسْة  َٗة
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 Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Hannad], telah menceritakan 
kepada kami ['Abdah] dari [Sa'id bin Abu 'Arubah] dari [Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Salim bin Abdullah] dari [Ibnu Umar] bahwa Ghailan bin Salamah Ats 
Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa 
Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyuruhnya agar memilih empat dari mereka. Abu Isa berkata; "Demikian yang 
diriwayatkan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya" (Abu Isa At Tirmidzi) 
berkata; "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; hadits ini tidak 
mahfuzh. Yang sahih adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan 
yang lainnya dari Az Zuhri, berkata; saya telah menceritakannya dari Muhammad 
bin Suwaid Ats Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu 
memiliki sepuluh istri. Muhammad berkata; "Hadits Az Zuhri dari Salim dari 
Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah menceraikan isterinya. Umar 
berkata kepadanya; 'Rujuklah pada para isterimu atau akan saya rajam kuburanmu 
sebagaimana kuburan Abu Righal". Abu Isa berkata; "Hadits ghailan bin Salamah 
diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq." 
3. Dasar hukum itsbat nikah  dalam tinjauan ijtihad ulama 
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ا  ًَ ُُْه ٌَ ِي ْسََلَو إَِذا َكا ٌَّم اْْلِ ْسََلُو، فَإََِّمُهُى احَّمفَقُىا َ هًَ  َ ْسََلِو، ثُىَّم طََس َ َ هَْيَها اْْلِ ََْعقََدْث قَْبَم اْْلِ َِْكَذتُ انَّمخِي ا ا اْْلَ َو َيَّم
ْوَجِت :  َْ ُِي- َيًعا  ْوِج َوانزَّم ٍَ انزَّم ٌَّم -ِي ْسََلِو  َ ٍْ يَِصخُّ اْبخَِداًء اْنَعْقُد َ هَْيَها فِي اْْلِ ٌَ َ ْقُد انَُِّكاِح َ هًَ َي ، َوقَْد َكا
 َ ُخ َذنِ ْسََلَو يَُصذِّ  اْْلِ
Artinya: 
 “Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang 
pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada 
keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad 
nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, 
maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.”  
Inilah yang dimaksud Ibnu Rusyd dengan kalimat “akad nikah yang terjadi 
dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam” sebagaimana kutipan 
di atas. 
Sementara di dalam kitab Al-Mausû‟ah Al-Fiqhiyyah disebutkan: 
ُهىُز اْنفُقََهاِء  ًْ انِِكيَّمِت - فََرَهَ  ُج ًَ َُْد اْن ِذيِخ َواْنَذَُابِهَتُ َوقَْىٌل ِ  افِِعيَّمتُ َ هًَ انصَّم ٌَّم ََِكاَح - اْنَذَُفِيَّمتُ َوانشَّم إِنًَ  َ
ٍ َصِذيخٌ  ٍَ بَْعِ ِهْى نِبَْع ي ْسحَدِّ ًُ  اْنُكفَّماِز َ ْيِس اْن
Artinya:  
“Jumhur fuqaha ulama Hanafiyah, ulama Syafi‟iyah menurut pendapat 
yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama 
Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang 
yang murtad adalah sah”. 
Sedangkan, Muhammad Syatha al- Dimyathi
90
 menyatakan bahwa untuk 
mensahkan penetapan ataupun  pengakuan nikah itu, maka diperlukan beberapa 
persyaratan, yaitu:  
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ٍِ ُ ُدْول ِى َونٍِي َوَشاِهَدْي َّذْ  ٍْ خَ ُ َوُشُسْوطَ ُ ِي  َوفِي انّدْ َىي بَُِِكاٍح َ هَي اْيَساٍَة َذَكَس ِصذَّم
Artinya: “Dalam pengesahan nikah seorang perempuan, harus 
dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti: wali, dan 
dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil”. 
Berdasarkan uraian diatas, maka tentang syarat itsbat nikah ini tidak 
dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat 
nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Sebagaimana yang 
disyaratkan oleh  Muhammad Syatha al- Dimyathi tersebut diatas.  
Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah 
penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan  dengan sah 
yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum 
dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). 
Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan 
terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. 
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B A B III 
PENGATURAN ITSBAT NIKAH DI INDONESIA 
B. Itsbat Nikah Perpektif Hukum Positif di Indonesia  
Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman 
yang independen dan imparsial, yang kemudian independensi dan imparsialitas 
tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai 
pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparsialitas tersebut 
diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan.
91
Sebagaimana diatur pada Pasal 24 
Undang-undang Dasar 1945, yaitu:
92
 
A. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; 
B. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi; 
C. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
diatur dalam undang-undang; 
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Kemudian, pada Pasal 10 Undang-undang N0. 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
93
 




d.Peradilan Tata Usaha Negara. 
(2)Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. 
(3)Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh 
Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta 
kepada Mahkamah Agung. 
(4)Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan 
Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang. 
Sebagaimana juga diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 
menyatakan: 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
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lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” 
Sehingga, dengan adanya badan peradilan yang teroganisir berdasarkan 
kekuatan Undang-undang. Secara konstitusional dan teoritis, maka itsbat nikah 
terhadap nikah siri melalui kanal peradilan agama ini telah terpenuhi. 
Sebagaimana amanat dari Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan 
bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang 
mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki 
(adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang
94
, sebagai berikut : 
“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 
diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-
Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 
memyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.” 
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Adapun penjelasannya adalah: 
“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-badan 
Peradilan mengadung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan 
dengan jurisdiksi voluntair.” 
 Penelitian ini memposisikan hukum positif sebagai perspektif dalam 
mengelaborasi peraturan perundang-undangan, yaitu terkait dengan peran negara 
dalam perlindungan perkawinan  ummat Islam di Indonesia, untuk mendapatkan 
pencatatan perkawinan, agar supaya menarik asas-asas hukumnya.
95
Peraturan 
perundang-undangan tersebut seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang-undang 
Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 
November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah, Talak, dan 
Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-undang No. Undang-
undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
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 Dalam ilmu hukum yang obyeknya adalah norma (hukum), penelitian hukum 
dilakukan untuk membuktikan beberapa hal berikut: (1). Apakah bentuk penormaan yang 
dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai atau 
merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan. (2). Jika suatu ketentuan 
hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah  ia merupakan konkretisasi 
dari filsafat hukum? (3). Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum 
yang ada? (4) Apakah gagasan mengenai peraturan hukum akan suatu perbuatan hukum tertentu 
dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum? Johnny Ibrahim, Teori dan 






Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
Tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 
Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan 
Perkawinan. Di samping itu, penulis melakukan deskripsi dan analisis terhadap 
beberapa penetapan/putusan Pengadilan Agama mengenai itsbat nikah, seperti 
pada Penetapan/putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 24/Pdt.P/2017/PA. 
Mdn; Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor; 1504/Pdt.G/ PA.Stb; Penetapan 
Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst; Penetapan 
Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor:: 59/Pdt.P/2019/PA.Tba. 
 Untuk mempertegas dan mendukung data sekunder, penulis menggunakan 
data primer dengan menggunakan metode penelitian empiris
96
, Penulis melakukan 
wawancara secara informal terhadap orang-orang yang terlibat langsung terhadap 
aspek-aspek itsbat nikah terhadap nikah siri untuk mendapatkan buku nikah 
sebagai akta autentik membuktikan sahnya perkawinan secara normatif. 
Diantaranya melakukan wawancara secara mendalam (indepth interview) kepada 
Erpi Desriana Hasibuan (Hakim Pengadilan Agama Medan), Azizon (Ketua 
Pengadilan Agama Pematangsiantar), Muhammad Nuh Nasution (Wakil Ketua 
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 Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan 
studi mengenai system norma saja. Hukum yang ada pada kenyataannya dibuat dan diterapkan 
oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum terhadap tidak bisa 
dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta prilaku manusia. Lihat: Mukti Fajar dan Yulianto 
Achmad, Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris. (Yogyakarta; Rajagrapindo Perkasa, 






Pengadilan Agama Stabat), Badaruddin Munthe (Hakim Pengadilan Agama 
Tanjungbalai). 
C. Itsbat Nikah menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Atas No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Bahwa kewenangan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama awalnya 
adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan 
sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. 
Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan 
diperluas berdasarkan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) pada Pasal 7 (ayat) 2 dan (ayat) 3, pada Pasal 7 ayat (2) 
Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
disebutkan: 
“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, 
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”
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Pada pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam berbunyi:  
Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai 
hal-hal yang berkenaan dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
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b. Hilangnya Akta Nikah 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 
1974 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974
98
 
Merujuk pada uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 Instruksi Presiden No 1 
tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  tersebut, berarti bahwa instrumen 
hukum melalui Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam  itu, telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-
undang, baik oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun 
Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut 
pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan 
perundang-undangan; Instruksi Presiden tidaklah termasuk dalam tata urutan 
perundang-undangan Republik Indonesia. 
Pasal 2 (ayat) 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan 
bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang 
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mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki 
(adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang
99
, sebagai berikut : 
“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 
diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-
Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 
memyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.” 
Adapun penjelasannya adalah: 
“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-
badanPeradilan mengadung pengertian di dalamnya penyelesaian 
yangbersangkutan dengan jurisdiksi voluntair.” 
Pengaturan tentang itsbat nikah ini, diatur pada Peraturan Menteri Agama 
No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja 
Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan 
Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, pada Pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa 
jika Kantor Urusan Agama tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena 
catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan 
adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam 
arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan 
yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bukan 
terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya. 
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Atribusi kewenangan mengenai  itsbat nikah terhada nikah siri adalah 
perkara voluntair yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
diatur oleh hukum yang berlaku, bilamana peraturan perundang-undangan belum 
ada yang memberikan atribusi kewenangan, maka pengadilan agama tidak 
memiliki kewenanan sehubungan asas legalitas yang belum diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Bilamana nikah siri terjadi setelah berlakunya 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka solusinya adalah agar supaya 
melakukan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama dengan bermohon itsbat 
nikah, walaupun berakibat rawannya secara sosiologis semakin maraknya terjadi 
nikah siri di masyarakat. 
Bilamana diperhatikan secara komprehensif, maka ketentuan pasal 7 (ayat) 
2 Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah 
memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa 
batasan dan pengecualian, padahal hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya 
mengatur istsbat nikah setelah berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Apalagi pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat 
mengandung permasalahan akibat bilamana pemohon/penggugat itsbat nikah 
sekaligus perceraian, ketika mencabut permohonan/gugatan perkara perceraian, 
atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali 
sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah siri itu. 
Pada Pasal 7 (ayat) 3 huruf (b) Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bilamana akta nikah hilang, maka 






selanjutnya agar suapaya menghindari hilangnya akta nikah yang asli, maka pasal 
13 (ayat) 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta 
nik\h itu harus dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Agama di lokasi wilayah 
Kantor urusan Agama (KUA) itu mencatatkan duplikat buku nikah itu. 
Pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah 
satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk 
dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara terhadap itsbat nikah, sebab 
umumnya yang melakukan nikah sirin pastilah telah sah dan sesuai dengan 
perspektif fikih. Ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Intruksi Presiden Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka 
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pasal ini yang amat luas interpretasinya 
yang harus diatur sesuai aturan hukum agar tidak bias meluas seperti contohnya 
pada kawin mut‟ah, poligami liar dan lain sebagainya. 
D. Itsbat Nikah Perpektif Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang 
Kompilasi Hukum Islam 
Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam 
memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 sebagai berikut. 
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 






(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang  No. 
22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. 
 
Pada Pasal Pasal 5 (ayat) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
TentangKompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan keharusan “pencatatan 
perkawinan” yang selanjutnya diberikan alat bukti berupa Akta Perkawinan. 
Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan: 
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapandan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah. 
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Selanjutnya pada Pasal 7 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang 
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan; 
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah; 
2.  Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat 
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; 
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai 
hal-hal yang berkenaan dengan : 






b.  Hilangnya Akta Nikah. 
c.  Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan. 
d.  Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 
UndangUndang No.1 Tahun 1974 dan 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 
4. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, 
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan 
perkawinan itu. 
Penulis berpandangan, bahwa pada Pasal 7 (ayat) 3 huruf e Intruksi 
Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, inilah yang 
menjadi dasar pengaturan untuk itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengdilan 
Agama, yang berdasarkan putusan/penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama 
terebut, kemudian diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, 
agar supaya dicatatkan pencatatan perkawinan dalam buku nikah sebagai akta 
autentik yang diakui negara. 
Dengan buku nikah itu, maka dapat pula untuk membuktikan keturunan 
sah yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan tersebut untuk memperoleh hak-






Oleh karena masih adanya oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya, 
dikarenakan faham fikih sentries, ataupun memang perkawinannya bermasalah 
seperti berpoligami liar, perkawinan yang masih dibawah umur karena berbagai 
alasan seperti kawin hami akibat sex bebas, akibat perkosaan, dan sebagainya. 
Sehingga itsbat nikah terhadap nikah siri ini, ke depan lebih solutif untuk 
menyelesaikan permasalahan nika siri. 
E. Itsbat Nikah Dalam Penetapan/Putusan Pengadilan Agama 
Itsbat nikah dalam putusan/penetapan Pengadilan Agama menerapkan 
pengaturan dan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri, sesuai yang diatur 
oleh ketentuan hukum, sebagai berikut: 
1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 16 tahun 2019 Perubahan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2. Pasal  7 ayat (2) dan (3) huruf e Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
Tentang Kompilasi Hukum Islam,  
3. Pasal 34 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan‟ 
4. Aturan teknis pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia 






5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam 
Pelayanan Terpadu; 
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam Rangka Penerbitan 
Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran; 
Penulis, berpandangan bahwa pengaturan hukum mengenai  itsbat nikah 
terhadap nikah siri yang menjadi dasar dan konsideran Majelis Hakim pada 
Pengadilan Agama dalam putusan/penetapannya, ternyata sebagai pintu masuk 
untuk melakukan pencatatn perkawinan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan 
(PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana diatur mengenai 
pengesahan nikah pada Pasal 25 Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 
2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, yaitu: 
(1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat 
nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan 
Pengadilan Agama; 
(2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA 
Kecamatan tertentu untuk mencatat isbat nikah, pencatatan dilakukan atas dasar: 
a. surat permohonan pencatatan isbat; dan 







(3) Dalam hal isbat nikah dilakukan dikantor perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN. 
 Berdarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini,  
berpandangan bahwa pencatatan perkawinan nikah siri yang berdasarkan 
penetapan/putusan itsbat nikah dari Pengadilan Agama itu, hendaknya bersinergi 
dengan Penghulu/PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan, dengan cara mendudukkan Penghulu/ PPN (Pegawai Pencatat Nikah) 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Ahli, yang dimintakan 
argumentasi dan keterangan sesuai kompetensi keahliannya pada setiap sidang 
itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama, agar supaya mendukung 
kekuatan pembuktian yang sempurna ((volledig bewijs kracht). 
Penggunaan kata saksi ahli sudah menjadi kebiasaan di dalam praktik 
peradilan. Perlu diketahui bahwa penyebutan saksi ahli akan lebih tepat 
penyebutannya hanya ahli tanpa menggunakan kata “saksi”. Hal ini dikarenakan 
berdasarkan Pasal 154 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) maupun Pasal 215-
229 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) tidak menyebutkan saksi ahli di dalam 
pengaturannya melainkan hanya kata ahli. Selain itu, penyebutan saksi ahli 
dianggap rancu karena tidak terdapat satu pasal pun yang menyebutkan saksi ahli 
di dalam peraturan perundang-undangan.
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 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan , 






Apabila dilihat dari segi hukum, maka seseorang dapat dikatakan sebagai 
ahli bila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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1. Seseorang yang memiliki pengetahuan khusus di dalam bidang ilmu 
pengetahuan tertentu sehingga orang tersebut memiliki kompeten di 
bidang ilmu pengetahuan tersebut; 
2. Seseorang dikatakan memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu 
tertentu bisa dalam bentuk keterampilan karena hasil latihan dan 
pengalaman; dan 
3. Keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli dapat 
membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan 
umum orang biasa yang tentunya disesuaikan dengan spesialisasi 
pengetahuan, kecakapan, latihan, serta pengalaman. 
Sehingga tidak terjadi kesan, bahwa prilaku masyarakat yang melakukan 
nikah siri adalah peristiwa hukum yang biasa-biasa saja, dengan ringannya denda 
dan singkatnya hukuman pidana kurungan penjara, sebagaimana diatur pada pada 
Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, yaitu: 
  (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maka: 
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a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 
10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman 
denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); 
b. Pegawai Pencatatan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 
6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum 
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau 
denda setinggi tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan 
pelanggaran; 
Dengan terobosan hukum sebagaimana pandangan penulis dalam 
penelitian ini, dengan cara mendudukkan Penghulu/ PPN (Pegawai Pencatat 
Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Ahli pada sidang itsbat 
nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan 
sesuai kompetensi keahliannya, agar supaya hasil penetapan/putusan itsbat nikah 
terhadap nikah siri semakin kuat dalam kekuatan pembuktian yang sempurna 
(volledig bewijs kracht) 
Sehingga, bahwa nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan 
sebelum berlakunya Undang-undang No 16 tahun 2019 Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan peluang untuk 
disahkan melalui sidang itsbat nikah dengan pertimbangan hakim berdasarkan 
keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, sedangkan yang tidak memenuhi 






pelaku nikah siri itu dapat dipidana perpektif ilmu hukum pidana, apabila telah 
memenuhi syarat-syarat tentang pemidanaan. Syarat-syarat dimaksud adalah 
berhubungan dengan penilaian terhadap segi perbuatan (actus reus) dan penilaian 
terhadap sikap batin pelakunya (mens rea). Pada sisi actus reus mensyaratkan 
bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan 
pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Dengan demikian 
maka sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur mutlak dari suatu delik 






B A B IV 
PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI PADA 
PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI SUMATERA UTARA 
 Sebagaimana pada uraian pada pembahasan bab terdahulu dalam 
penelitian ini, bahwa data jumlah peristiwa nikah di bawah tangan (nikah siri) di 
Sumatera Utara, mencapai angka cukup signifiksn. Berdasarkan observasi 
lapangan (grand tour) penulis pada 4 (empat) Pengadilan Agama di Provinsi 
Sumatera Utara , yaitu; Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Stabat, 
Pengadilan Agama Tanjungbalai, dan Pengadilan Agama Pematangsiantar. 
 Termasuk juga dari  berbagai  informasi  yang diperoleh, peristiwa nikah 
di bawah tangan yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara mencapai 
angka ribuan, sehingga  banyak pasangan yang telah menikah dan sudah 
melahirkan beberapa orang anak namun tidak memiliki buku nikah. Salah satu 
contohnya adalah Pemerintah Daerah Labuhan Batu  telah menawarkan agar 
Pengadilan Agama Rantauprapat  melayani isbat nikah. Diperkirakan sekitar 
10.000 pasangan  yang telah menikah di Labuhan Batu tidak memiliki buku nikah. 
Demikian juga dengan Walikota Binjai yang telah menganggarkan untuk 
keperluan itu dalam APBD 2013. Hal yang sama juga dilakukan oleh  Bupati 
Asahan. Menurut Ketua PTA Medan, banyaknya kasus pernikahan yang tidak 
tercatat (nikah Siri) bukan semata-mata kesalahan atau kelalaian masyarakat, tapi 
juga disebabkan kelemahan aparatur yang berwenang dalam memberikan 
informasi kepada masyarakat. Sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki 





jauh dari pusat informasi. Ada pula di antara mereka sebenarnya melakukan 
pernikahan di depan P3NTR, tapi karena berbagai hal pihak petugas lalai 
melakukan pencatatan. Pada tahun 2013 diperkirakan tidak kurang dari 8000 s/d 




 Sehingga urgensi buku nikah sangat pentingdimiliki, apalagi terhadap 
kaum para wanita sebagai isteri dan anak-anaknya, sebagai garansi akan 
perlindungan hukum,  contohnya adalah kepentingan untuk menuntut hak-hak 
mereka,bilamana terjadi pertikaian terhadap hak-hak pasangan suami isteri itu, 
sekaligus sebagai kepastian hukum dalam bentuk pengakuan negara terhadap 
kehidupan perkawinan kedua orang tersebut yang memiliki kekuatan hukum. 
 Perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum agama dan 
negara, memberikan perlindungan hak serta kepastian hukum bagi para pihak, 
khususnya pihak istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, misalnya 
untuk pembagian warisan, mengurus akta kelahiran anak, antisipasi jika terjadi 
perceraian, dan lain sebagainya. Disebabkan, konsekuensi pernikahan siri itu 
menyebabkan hak-hak tidak akan terlindungi oleh perlindungan hukum. Pihak 
perempuan akan sulit memperjuangkan hak atas harta gono-gini jika terjadi 
perceraian, karena secara hukum perkawinannya tidak dapat dibuktikan. Kesulitan 
memperjuangkan hak atas nafkah dan warisan dari suami, jika suami meninggal 
dunia.  Termasuk juga pernikahan siri menyebabkan  kerugian bagi anak, antara 
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lain statusnya tidak mempunyai kepastian hukum karena dengan tidak adanya 
buku nikah maka tidak akan dapat diterbitkan akta kelahiran anak, atau kerugian 
lain yang berkaitan dengan adminstrasi pendidikan dan kependudukan. 
 Pada akhirnya, Bahwa pengadilan agama adalah pintu masuk untuk 
membantu menyelesaikan permasalahan nikah siri melalui penetapan dan 
keputusannya agar selanjutnya dapat dicatatkan pencatatan nikah siri tersebut 
pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka. segala prosesnya sudah 
seharusnya disikapi dengan kemudahan pelayanan  bagi setiap pengadilan agama 
sehingga peran pengadilan sebagai lembaga pelayanan terasa nyata membantu 
bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah akibat dari belum tercatat pada 
Kantor Urusan Agama. Maka dalam penelitian ini, penulis akan mengelaborasi 
proses Isbat nikah terhadap nikah siri tersebut pada beberapa pengadilan agama di 
Provinsi Sumatera Utara, yaitu; Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama 
Stabat, Pengadilan Agama Tanjung Balai, dan Pengadilan Agama 
Pematangsiantar. 
A. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Medan 
Kompetensi absolut terhadap independensi kekuasaan lembaga pengadilan agama 
sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama, yang sebelumnya Undang-undang  No. 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka 





Umum, Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Sehingga kewenangan 
Pengadilan Agama semakin absolut dan tentunya ruang lingkup bertambah 
dengan domain menyelesaikan sengketa ekonomi syari‟ah.    
 Kompetensi absolut Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan 
bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi 
kekuasaan Peradilan Umum.   
 Itsbat nikah terhadap nikah siri merupakan perkara voluntair
103
, bilamana 
pihak yang bermohon adalah pasangan suami isteri secara bersama-sama, 
dikarenakan tidak ada sengketa, namun bilamana salah satu dari pasangan suami 
isteritelah meninggal, ataupun pihak lain  yang dibenarkan oleh aturan hukum; 
yaitu ahli waris dari pasangan suami istri dan pihak yang berkepentingan dengan 
pernikahan tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Intruksi 
Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 
Pihak yang bisa mengajukan Itsbat nikah adalah : 
1. Suami; 
2. Istri; 
3. Ahli waris dari pasangan suami istri; 
4. Pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut 
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Maka dari itu pihak yang mengajukan adalah penggugat, dikarenakan 
perkaranya menjadi kontestius.
104
. Sebagian besar pemohon dalam itsbat nikah ini 
adalah pasangan suami-istri. Selain itudari suami dan istri, pihak lain yang bisa 
mengajukan itsbat nikah adalah anak-anak dari pasangan suami istri atau pihak 
lain yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.   
 Itsbat Nikah terhadap nikah siri merupakan suatu permohonan dan gugatan  
untuk legalitas lembaga perkawinan di hadapan Pengadilan Agama. Sehubungan 
pembuktian yang membuktikan terjadinya perkawinan dengan pencatatan akta 
nikah tidak tercatat dalam bentuk Buku Nikah, maka dapat mengajukan 
permohonan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan 
Agama. Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-
hat tertentu, adapun syarat permohonan Itsbat Nikah terdapat di dalam Pasal 7 
Selanjutnya pada Kompilasi Hukum Islam
105
, yaitu: 
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; 
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : 
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a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
b. Hilangnya Akta Nikah. 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan. 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 
UndangUndang No.1 Tahun 1974 dan 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 
1974. 
4. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, 
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan 
perkawinan itu. 
 Selanjutnya, menurut Muhammad Yasir Nasution selaku Panitera 
Pengadilan Agama Medan, bahwa tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan 
itsbat nikah terhadap nikah siri ke Pengadilan Agama Medan, bahwa “Pihak-pihak 
yang mengajukan itsbat nikah yaitu pihak yang berkaitan langsung seperti suami 
istri atau ayah ibu kedua belah pihak, kemudian pihak keturunannya yaitu anak. 
hanya itu aja; yang bersangkutan, ayah- ibu kedua belah pihak dengan anaknya.
106
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 Prosedur mekanisme permohonan Itsbat nikah terhadap  nikah siri adalah 
sama dengan prosedur gugatan, diproses di Kepaniteraan Permohonan. Adapun 
prosedur atau mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan itsbat nikah 
terhadap nikah siri  ke Pengadilan Agama berdasarkan prosedur pengajuan 
perkara di Pengadilan Agama Medan dapat diketahui secara alur per alur tahaan 
dalam bagan  gambar sebagai berikut : 






.  Selanjutnya, prosedur mekanisme untuk bemohon prihal Itsbat nikah 
terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Medan adalah sebagai berikut :
107
 
1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Medan; 
2.  Mendatangi kantor pengadilan Pengadilan Agama Medan; 
3. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat 
dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka 
pemohon meminta bantuan kepada pos bakum (pos bantuan hukum) 
yang ada pada pengadilan agama Medan  secara cuma-cuma 
(prodeo);Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan 
tujuan yaitu: 
a. Surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai; 
b. Surat permohonan itsbat nikah; 
4. Memfoto copy formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 8 (delapan) 
rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang 
telah lengkap. 7 (tujuh) rangkap formulir permohonan diserahkan 
kepada petugas pengadilan agama Medan, satu foto copy disimpan 
oleh pemohon. 
5.  Melampirkan surat – surat yang diperlukan, antara lain surat 
keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA)  bahwa pernikahannya 
tidak tercatat. 
6.  Membayar panjar perkara; Membayar biaya perkara. 
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a.  Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, 
maka pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara 
secara cuma-cuma (prodeo); 
b. Apabila mendapat fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan 
dengan perkara dipengadilan menjadi tanggung jawab pengadilan 
kecuali baya transportasi dari rumah pemohon ke pengadilan 
agama Medan. Apabila biaya tersebut pemohon masih tidak 
mampu, maka pemohon dapat mengajukan sidang keliling. Rincian 
informasi tentang sidang keliling dapat dilihat di panduan sidang 
keliling; 
c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta 
bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar 
perkara; 
7. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan agama Medan:Pengadilan 
akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat 
sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang 
tertera dalam surat permohonan. 
8. Menghadiri persidangan di pengadilan agama Medan; 
a. Datang ke pengadilan agama Medansesuai dengan tanggal dan 
waktu yang tertera dalam surat panggilan dengan menunjukkan 
surat relaas panggilan kepada petugas di pengadilan agama Medan; 
b.  Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti surat relaas 





diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas 
para pihak misalnya Kartu TandaPenduduk (KTP) atau kartu 
identitas lainnya yang asli, dan hakim akan melakukan 
pemeriksaan isi permohonan; 
c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada 
pemohon/termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan 
waktu sidang berikutnya. Bagi pemohon/termohon yang tidak hadir 
dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan 
pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat 
panggilan; 
d.  Untuk sidang kedua dan seterusnya, pemohon harus 
mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan 
hakim, dan pemohon agar menghadirkan saksi – saksi yaitu orang 
yang mengetahui pernikahan tersebut, di antaranya wali nikah dan 
saksi nikah, atau orang – orang dekat yang mengetahui pernikahan 
itu. 
9. Putusan/penetapan pengadilan  agama Medan;  
a. Jika permohonan dikabulkan oleh hakim, maka pengadilan 
agama Medan akan mengeluarkanputusan/penetapan itsbat 
nikah; 
b. Penetapan/putusan  Itsbat nikah akan selesai diterbitkan dalam 






10. Penetapan/putusan Itsbat nikah dapat diambil secara langsung oleh 
pemohon kekantor pengadilan agama Medan atau pemohon 
mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa; 
11. Setelah pemohon menerima penetapan/putusan itsbat nikahpengadilan 
agama Medan, maka selanjutnya pemohon bermohon kepada kepala  
Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan setempat untuk mencatatkan 
pernikahan dalam Buku NIkah, dengan menyerahkan penetapan/ 
putusan dari pengadilan agama Medan; 
Menurut data Pengadilan Agama Medan tercatat permohonan perkara 
itsbat nikah dari tahun 2010 s/d 2015 sebanyak 337 kasus yang diterima, dan 
diputus sebanyak 330 kasus dengan rincian perkara yang dicabut 15, dikabulkan 
288, ditolak 1, dibatalkan 8, digugurkan 16, NO 5, serta sisa 4 kasus belum 
diputus. Sedangkan data itsbat nikah di Pengadilan Agama Langkat tercatat 
permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2012 s/d 2016 sebanyak 271 kasus,, 
dan data itsbat nikah di Pengadilan Agama Siantar tercatat permohonan perkara 
itsbat nikah dari tahun 2012 s/d 2017 sebanyak 16 kasus.  
Data itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan tersebut diatas, dapat 
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1 Januari 4 5 1 2 3 2 
2 Februari 2 0 2 4 24 76 
3 Maret 1 4 1 6 21 21 
4 April 2 1 2 5 22 2 
5 Mei 1 4 1 7 9 0 
6 Juni 1 2 2 2 10 0 
7 Juli 4 1 2 2 0 0 
8 Agustus 2 3 2 0 1 2 
9 September 2 22 0 2 1 2 
10 Oktober 6 2 2 3 1 2 
11 November 4 2 2 16 3 2 
12 Desember 1 2 3 1 2 3 
13 Total 30 28 20 50 97 112 






Data itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan tersebut diatas, dapat 




LAPORAN TENTANG ITSBAT NIKAH YANG DITERIMA DAN 
DIPUTUSTAHUN 2010-2015 
 
Pengadilan Agama Medan Kelas I A 
Jalan SM.Raja KM. 8,8  No. 198 Medan 
 
  
Berdasarkan data perkara itsbat nikah tersebut diatas dapat diketahui 
bahwa di Kota Medan setiap tahun selalu terdapat pengajuan permohon itsbat 
nikah terhadap nikah siri di Pengdilan Agama Medan. 
Menurut Zakian,
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bahwa itsbat nikah terhadap nikah siri itu sangat-sangat 
penting. Disebabkan dinamika masyarakat yang modren membutuhkan tertib 
administrasi yang akurat, seperti kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas 
diri dalam syarat administratif untuk kepentingan dan keperluan pemilihan kepala 




Zakian, Hakim di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan tanggal 22 Mei 
2017. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 Isbat Nikah Tahun 2010 1 4 2 1 2 1 1 4 2 2 6 4 1 30 31 4 1 3 1 1 1 2 4 1 5 4 2 29 0 28 0 0 1 0 2
2 Isbat Nikah Tahun 2011 2 5 0 4 1 4 2 1 3 22 2 2 2 28 30 4 3 1 4 1 4 1 2 3 1 3 1 28 0 27 0 0 0 1 2
3 Isbat Nikah Tahun 2012 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0 2 2 3 20 22 2 2 2 1 2 0 3 2 1 0 2 2 19 1 17 0 0 1 0 3
4 Isbat Nikah Tahun 2013 3 2 4 6 5 7 2 2 0 2 3 16 1 50 53 3 3 2 7 7 4 3 2 1 2 2 15 51 1 43 0 1 5 1 2
5 Isbat Nikah Tahun 2014 2 3 24 21 22 9 10 0 1 1 1 3 2 97 99 3 1 42 3 31 11 0 1 0 1 2 3 98 9 83 1 2 3 0 1














































































































































































































daerah (PILKADA), akte lahir, pasport, dan lain sebagainya. Bahkan itsbat nikah 
terhadap nikah siri itu sudah menjadi program nasional Pengadilan Agama di 
bawah Mahkamah Agung. Sehingga hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat 
dibenarkan melaksanakan itsbat nikah di Luar Negeri seperti Malaisya di 
Kinabangun, dan juga di Saudi Arabia. Malahan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) menggunakan konsep “Justice For The Poor”` (Keadilan Bagi Orang 
Miskin) program Pengadilan Agama tersebut dalam program-program 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengentaskan kemiskinan. Di 
Kecamatan Medan Belawan, menurut Zakian adalah lokasi yang rawan 
melaksanakan praktek nikah siri, sehubungan mayoritas masyarakat sebagai 
nelayan, merekapun cenderung memiliki anak yang banyak, semisal satu keluarga 
memiliki 5 (lima) orang anak, bilamana pernikahan tersebut tidak diitsbatkan di 
pengadilan Agama, maka anak-anak tersebut tidak akan memiliki administrasi 
yang legal, seperti akte lahir dan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS). 
Selanjutnya, perlu dibuka komunikasi dengan para pihak sebagai donatur untuk 
menyelenggarakan itsbat nikah massal, seperti di provinsi Nagroe Aceh 
Darussalam (NAD) menurutnya menyiapkan dana hibah 100 (seratus) juta/tahun 
dari pemerintah daerah (PEMDA) untuk digunakan kemaslahatan pernikahan. 
Mereview keunggulan dan kekurangan pelayanan Pengadilan Agama 
Medan dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan itsabat nikah 
terhadap nikah siri, maka penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang 





Menurut William Sulian bin Hasan Sulian
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bahwa sewaktu proses untuk 
mengajukan permohonan itsbat nukahnya, memohon bantuan kepada pihak 
petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia agar mendampinginya 
untuk mendaftarkan permohonan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Medan. 
Sehubungan ketidakpahamannya prihal pengurusan itbat nikah tersebut. Sehingga 
harus mengeluarkan sejumlah biaya diluar biaya yang dibayarkan di pengadilan 
agama Medan. Hal ini disebabkan bahwa dirinya ingin proses mendapatkan buku 
nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia cepat selesai, 
dikarenakan mendapat pendampingan. Sehingga setiap prosesnya dapat dilalui 
dengan tepat. Bahkan untuk alamat lokasi Pengadilan Agama Medan saja bila 
tidak didampingi, maka dirinya pastilah kebingungan, sehubungan tidak tahu 
alamat lokasi Pengadilan Agama Medan berada. 
Berdasarkan keterangan dari William Sulian bin Hasan Sulian tersebut, 
maka dapat diketahui bahwa Pengailan Agama Medan harus gencar dan rutin 
secara terjadwal mensosialisasikan prihal Tata cara proses pengajuan permohonan 
itsbat nikah terhadap nikah siri, baik melalui media massa, media elektronik 
bahkan menggunakan jejaring media sosial seperti situs situs di internet. 
Harapannya adalah agar akses untuk proses pengajuan permohonan itsbat nikah 
terhadap nikah siri bagi masyarakat  semakin ramah tekhnologi. Sehingga 
informasi lebih gampang diakses masyarakat luas. Sehingga stereotype 
(prasangka) masyarakat bahwa segala urusan di Pengadilan Agama Medan adalah 
rumit dan sulit menjadi hilang berganti dengan kepuasan masyarakat bahwa 
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pelayanan untuk pengajuan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di 
Pengadilan Agama Medan adalah gampang dan prima. 
Selanjutnya, penulis dalam penelitian ini menampilkan beberapa hasil 
penetapan itsbat nikah terhadap nikah siri, baik yang bermohon perkaranya secara 
cuma-cuma (prodeo) ataupun berbayar, sebagai berikut: 
1. Dibawah ini untuk perkara yang berbayar, yaitu  penetapan Nomor 
24/Pdt.P/2017/PA.Mdn 
P E N E T A P A N 
Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan 
Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara 
yang diajukan oleh: 
William Sulian bin Hasan Sulian, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan 
SMA pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Amal Luhur LK. II No. 27 
Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon I. 
Happy Liana Tarabinti Radiansyah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan 
SMA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Amal Luhur Gg. 
Sejahtera Lk.II NO. 43-C Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, 
Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. 
Pengadilan Agama tersebut  





Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II  dan saksi-saksi di muka 
sidang. 
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini. 
DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya 
tertanggal 29 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Medan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn, tanggal 29 Maret 2017mengajukan 
permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan 
sebagai berikut : 
1.  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 
hari Jum‟at tanggal 02 November 2013 di Jl. Gagak Hitam Gg.  Mesjid 
Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan 
wali nikah ayah kandung  Pemohon II bernama Radiansyah bin 
Syahruddin S dengan mahar berupa Sebentuk Cincin Emas dibayar Tunai 
dan yang menjadi munakih (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N) 
adalah Drs. Hertin Chaniago dengan saksi nikah bernama  Saleh dan 
Mayasir. 
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada 
Kantor Urusan Agama setempat. 
3.  Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 
tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun. 
4.  Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I 
dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah 
tersebut. 
5.  Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 
yang bernama:  
RadiAlvinsyahSulian bin William Sulian, Laki-laki, lahir di Medan, 
tanggal 24 November 2014. 
Radi Al-RozakSulian bin William Sulian, Laki-laki, lahir di Medan, 
tanggal 4 November 2015. 
6.  Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut 
untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para 
Pemohon; 
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram 
maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang 
tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II 
beragama Islam); 
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan 





No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para 
Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada 
KUA Medan Helvetia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk 
itu; 
9.  Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar 
Ketua Pengadilan Agama Medan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, 
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
PRIMAIR : 
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. 
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (William Sulian bin Hasan 
Sulian.) dan Pemohon II ( Happy Liana Tara binti Radiansyah)  yang 
dilangsungkan pada tanggal 02 November 2013  di Jl. Gagak Hitam Gg. 
Mesjid Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan 
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini 
kepada KUA Kecamatan Medan Helvetia untuk dicatat dalam daftar yang 
disediakan itu. 
4.   Membebankan biaya perkara sesuai hukum. 
SUBSIDAIR: 
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-
adilnya. 
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  para Pemohon 
telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan 
penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu 
dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh 
Pemohon. 
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah 
mengajukan bukti-bukti surat berupa : 
Surat Keterangan Untuk Menikah an. William Sulian ( Pemohon I ), 
Nomor : 472.21/230/2016, tanggal 02 Desember 2016 dari Lurah 
Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Alat bukti tersebut 
oleh Mejelis Hakim diperiksa dan ternyata bermaterai cukup dan dicap 
pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan 
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh 





Surat Keterangan Untuk Menikah an. Happy LianaTara ( Pemohon II ), 
Nomor : 472.21/231/2016 tanggal 02 Desember 2016 dari Lurah Dwikora, 
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.Alat bukti tersebut oleh Mejelis 
Hakim diperiksa dan ternyata bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya 
telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya 
ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua 
Majelis dan diberi kode (Bukti P.2). 
    Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon   mengajukan 
saksi-saksi  sebagai berikut : 
Saksi I : Mohd. Nasir bin Madjizat, telahmemberikan keterangan dibawah 
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 
Bahwa saksi kenal  dengan para Pemohon, sebabsaksiadalahsahabat orang 
tua Pemohon II. 
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal  di Jl. Amal 
Luhur LK. II No. 27 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, 
Kota Medan. 
Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami 
isteri yang menikah menikah secara syariat Islam di di Jl. Gagak Hitam 
Gg.  Mesjid KelurahanTegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal. 
Bahwa yang menjadi walinya adalah orang tua kandung Pemohon II 
sendiri yang bernama Radiansyah bin Syahruddin S dan saksinya waktu 
itu dua orang yang bernama Saleh dan Mayasir. 
Bahwa, maharnya berupa berupa sebentuk cincin emas dibayar tunai. 
Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II 
berstatus gadis. 
Bahwa selama Pemohon I dan Permohon berumah tangga sejak waktu 
menikah sampai sekarang ini tidak ada anggota masyarakat yang 
mempermasalahkan mereka sebagai suami suami isteri. 
Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri baik-
baik dan rukun-rukun saja. 
Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan 
juga dihadiri oleh petugas Kantor Urusan Agama setempat. 
Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi waktu itu juga ikut menghadiri 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.  
Bahwa tujuanPemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat 
Nikah ini adalah untuk keperluan kejelasan administrasi  status Hukum 
pernikahan Pemohon I danPemohon II serta anak-anaknya. 
Saksi II : Radiansyah bin Syahruddin, dihadapan sidang saksi tersebut 
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 
Bahwa saksi kenal  dengan para Pemohon, sebab saksi adalah orang tua 





Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal  di Jl. Amal 
Luhur LK. II No. 27 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, 
Kota Medan. 
Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami 
isteri yang menikah menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 
November 2013 di Jl. Gagak Hitam Gg.  Mesjid KelurahanTegal Rejo 
Kecamatan Medan Sunggal. 
Bahwa yang menjadi walinya adalah saksi sendiri sebagai orang tua 
kandung Pemohon II dan saksinya waktu itu dua orang yang bernama 
Saleh dan Mayasir. 
Bahwa, maharnya berupa berupa sebentuk cincin emas dibayar tunai. 
Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II 
berstatus gadis. 
Bahwa, selama Pemohon I dan Permohon berumah tangga sejak waktu 
menikah sampai sekarang ini tidak ada anggota masyarakat yang 
mempermasalahkan mereka sebagai suami suami isteri. 
Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri baik-
baik dan rukun-rukun saja. 
Bahwa, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan 
juga dihadiri oleh petugas pembantu P3N Kantor Urusan Agama setempat. 
Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat 
Nikah ini adalah untuk keperluan kejelasan administrasi  status Hukum 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anaknya. 
Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan 
sesuatu apapun dan mohon penetapan. 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan  ini, maka ditunjuk 
segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan 
perkara ini. 
PERTIMBANGAN  HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada 
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas. 
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1)  huruf a  Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989  juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1989 juncto pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, permohonan Itsbat Nikah adalah merupakan kewenangan absolut 
Pengadilan Agama. 
Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang 
pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal tanggal 02 November 2013yang 
dilaksanakan berdasarkan Agama Islam, dan perkawinan tersebut bukanlah 
perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan 





1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di walayah Pengadilan Agama 
Medan, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir  (e) 
Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan 
Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis 
menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II  dengan wali ayah 
Kandung Pemohon II yang  bernamaRadiansyah bin Syahruddin yang disaksikan 
oleh  dua orang saksi, masing-masing bernama, Saleh dan Mayasir dengan mahar 
sebentuk cincin emas.  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta 
saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan, majelis telah 
menemukan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :  
BahwaPemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan saat ini tinggal  di 
di Jl. Amal Luhur LK. II No. 27 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan 
Helvetia, Kota Medan. 
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan 
pernikahan secara Syariat Islam di Jl. Gagak Hitam Gg.  Mesjid Kelurahan 
Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 02 November 2013. 
Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus 
gadis,  keduanya tidak ada halangan menikah baik berdasarkan Syariat Islam 
maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah  ayah  
kandung Pemohon II sendiri yang bernama Radiansyah bin Syahruddin. 
Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 orang saksi 
yaitu Saleh dan Mayasir, dengan mahar berupa sebentuk cincin emas 
dibayar tunai. 
          Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
terbukti  bahwa perkawinan  Pemohon I dengan Pemohon II tersebut  telah 
dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 
Kompilasi Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan 
Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka 
dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ketentuan Hukum Islam 
sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan 
para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal pada 
tanggal 02 November 2013supaya ditetapkan keabsahannya patut diterima dan 
dikabulkan. 
Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan ketentusan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 





di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan 
pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan 
Hukum, maka demi rasa keadilan Majelis menilai patut ditetapkan dan disahkan 
pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan 
Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan 
dengan status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. 
Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa 
Hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi : 
 الّنبػ اال ث٘ىٚ ٗشبٕذٙ ػذه                                                           
" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang 
saksi yang adil", dan dalil fikih dalam kitab :I‟anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 
308. 
  ٝـقجو ئقشاس اىجبىغ اىؼبقـو ثـْنبػ اٍشأح ئُ طذقزـٔ مـؼنسـٔ                                               .
 “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal 
ataspernikahannya dengan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan 
pengakuan tersebut”, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis.   
Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka 
permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan 
karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan, dengan 
menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (William Sulian bin Hasan Sulian 
dengan Pemohon II bernama (Happy Liana Tarabinti Radiansyah), yang 
dilaksanakan di Jl. Gagak Hitam Gg.  Mesjid Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan 
Medan Sunggal pada tanggal 02 November 2013. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 
1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum 
Islam, maka dipandang perlu memperintahkan para Pemohon untuk mencatatkan 
penetapan pengesahan perkawinan ini   pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan. 
 Menimbang, bahwa  perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka  
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah 
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 
Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini 
dibebankan kepada para Pemohon. 
    Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
hukum Islam yang berkatan dengan  perkara ini. 
MENETAPKAN 





Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (William Sulian bin Hasan 
Suliandengan Pemohon II (Happy Liana Tarabinti Radiansyah), yang 
dilaksanakan di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan  
pada tanggal 02 November 2013. 
Memperintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan 
perkawinan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan yang berkaitan. 
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara 
ini  sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Demikian dijatuhkan penetapan ini di Medan,  pada hari Kamis  tanggal 20 April 
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah dalam 
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang terdiri dari Drs. 
H. Rusli, SH., MH sebagai  Ketua Majelis serta Auzar Nawawi. S.Ag., SH dan 
Drs. Anwar Jakfar, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, diucapkan oleh 
Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum 
didampingi para Hakim Anggota,  dibantu Jumrik, SH sebagai Panitera Pengganti 
dan dihadiri oleh  Pemohon I dan Pemohon II. 
Ketua Majelis 
Ttd. 
Drs. H. Rusli, SH., MH 
Hakim Anggota 
          ttd. 
Auzar Nawawi. S.Ag., SH 
Hakim Anggota 
         ttd. 




Perincian Biaya . 
1. Biaya Pendaftaran = Rp   30.000,00 
2. Biaya Proses = Rp   50.000,00 





4. Biaya Redaksi = Rp     5.000,00 
5. Biaya Materai = Rp     6.000,00 
   Rp 291.000,00 
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)  
 
UNTUK SALINAN 
SESUAI DENGAN BUNYI ASLINYA 
Salinan Penetapan ini diiberikan atas permohonan Pemohon       
Medan, 25 April 2017 
PANITERA PENGADILAN AGAMA MEDAN, 
Drs. ABD. KHALIK, SH., MH.    
 
2. Dibawah ini untuk perkara yang cuma-Cuma (prodeo)  penetapanNomor 
152/Pdt.P/2017/PA.Mdn, yaitu: 
Nomor 152/Pdt.P/2017/PA.Mdn 
Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada 
tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Medan, 
pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 dalam perkara Istbat Nikah antara:  
Rudianto (Mhd Yusuf) bin Alm.Lie Kie Seng, umur 34 tahun, agama Islam, 
pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, pendidikan SLTA, tempat 
kediaman di Jalan Link,19 Pekan Labuhan,Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan 
Medan Marelan, Kota Medan, sebagai Pemohon I;  
Siti Rahma Sinaga binti Abd.Jalil, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu 
Rumah Tangga, warganegara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan 
Link,19 Pekan Labuhan,Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Marelan, 
Kota Medan, sebagai Pemohon II; 





1. Drs. Ahmad Riva'i, SH sebagai Ketua Majelis; 
2 Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti; 
 
Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, 
maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan; 
Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan; 
Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan; 
Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, ternyata 
telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon; 
Kemudian Hakim menyatakan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam 
mengajukan perkara ini bermohon supaya diizinkan berperkara secara prodeo, 
maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan terlebih dahulu diperiksa 
permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang berperkara secara prodeo, dan 
atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan 
sebagai berikut:  
Apakahsaudara tidak  mempunyai    
biaya untuk berperkara di 
Pengadilan? 
 
 Saya tidak mempunyai biaya dalam 
mengajukan  perkara ini, mohon untuk 
diizinkan untuk berperkara secara cuma-
cuma; 
Apakah  saudara  ada  membawa 
Surat Keterangan dari Lurah yang   
menyatakan      bahwa     saudara  
termasuk orang yang tidak mampu? 
 
 Saya ada membawa Surat Keterangan dari 
Kelurahan Pekan Labuhan yang diketahui 
Camat  Kecamatan Medan  Labuhan Kota 
Medan; 
 
Atas perintah Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan Surat:Keterangan 
Nomor: 470/3314/PL-ML/XI/2017 tanggal  17 Nopember 2017 yang dikeluarkan 
oleh Lurah Pekan Labuhan yang diketahui Camat Kecamatan Medan  Labuhan 







Selanjutnya Hakim memeriksa kelengkapan dari permohonanPemohon I 
dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma dan oleh  Hakim dinyatakan 
dapat diterima; 
Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk mempertimbangkan 
permohononan para Pemohon, lalu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan 
untuk meninggalkan ruang persidangan, setelah Hakim selesai 
mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II 
dipanggil kembali memasuki ruang persidangan, lalu Hakim membacakan 




Nomor  152/Pdt.P/2017/PA Mdn. 
 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada 
tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Sela, 
dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :  
Rudianto (Mhd Yusuf) bin Alm.Lie Kie Seng, umur 34 tahun, agama Islam, 
pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, pendidikan SLTA, tempat 
kediaman di Jalan Link,19 Pekan Labuhan,Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan 
Medan Marelan, Kota Medan, sebagai Pemohon I;  
Siti Rahma Sinaga binti Abd.Jalil, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu 
Rumah Tangga, warganegara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan 
Link,19 Pekan Labuhan,Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Marelan, 
Kota Medan, sebagai Pemohon II; 
Pengadilan Agama tersebut; 
Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan  permohonan 
secara tertulis dengan surat  permohonannya tanggal 21 Oktober  2017 yang   
telah    terdaftar   di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register 
nomor 152/Pdt.P/ 2017/PA Mdn. tanggal 23 Nopember  2017; 
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak yang 





mana Pemohon I dan Pemohon II secara inperson telah datang menghadap di 
persidangan; 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat  permohonannya 
telah bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan 
membebaskanPemohon I dan Pemohon II dari pembebanan biaya perkara; 
Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis hakim terlebih 
dahulu memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara 
secara prodeo; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon 
II mengajukan Surat Keterangan Nomor: 470/3314/PL-ML/XI/2017 tanggal  17 
Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Labuhan yang diketahui 
Camat Kecamatan Medan  Labuhan Kota Medan, yang menerangkan bahwa 
Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga kurang mampu; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim 
cukup menunjuk berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan; 
TENTANG HUKUMNYA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II 
adalah sebagai tersebut diatas; 
Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang 
menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak mampu dan telah dibuktikan 
dengan surat keterangan  Keterangan Nomor Nomor : 470/3314/PL-ML/XI/2017 
tanggal  17 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Labuhan yang 
diketahui Camat Kecamatan Medan  Labuhan Kota Medan yang menerangkan 
bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga kurang mampu, 
dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan 
ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg; 
Menimbang, bahwa dari bukti tersebut di atas, telah ditemui fakta-fakta sebagai 
berikut : 
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah, akan tetapi ia tidak 
mampu membayar biaya Perkara; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim 
berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah berhasil 
membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, yang menyatakan bahwa 
Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dalam bidang 
ekonomi (miskin) dan dengan demikian sesuai dengan Pasal 275 R.Bg 
permohonan para Pemohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma 
(Prodeo) dipandang cukup beralasan sehingga patut dikabulkan; 
Mengingat, bunyi Pasal 273 sampai dengan Pasal 275 R.Bg serta  Pasal-Pasal dari 






Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon IIuntuk berperkara secara prodeo; 
Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara; 
Demikian Penetapan Sela ini dijatuhkan di Medan pada hari  Rabu tanggal 15 
Desember 2017 Masehi   bertepatan   dengan  tanggal 26 Rabiul Awal 1439   
Hijriyah,  oleh   kamiDrs. Ahmad Rivai, SH sebagai Hakim dibantu oleh Hj. Sri 
Handayani, S. Ag., MH sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana diucapkan 
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh 
Pemohon I dan Pemohon II. 
 Panitera Pengganti             Ketua Majelis 
 
 
Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH                  Drs. Ahmad Rivai, SH 
   
Setelah Hakim mengucapkan Putusan Sela, selanjutnya atas petanyaan Hakim, 
Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan 
Pemohon II belum tercatat di KUA sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak 
memperoleh surat nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar 
disahkan pernikahannya;  
Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II 
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan  dengan Register 
Nomor 152/Pdt.P/2017/PA Mdn. tanggal  23 Nopember 2017 dan seterusnya 
Hakim mempertegas surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II  dengan 
melanjutkan pemeriksaan sebagai berikut : 
Kepada Pemohon I dan Pemohon II 
Apakah ada perbaikan atau 
tambahan dalam surat permohonan 
saudara? 
 
 Tidak ada, sudah cukup; 
Siapa yang menjadi wali dari 
Pemohon II pada saat pernikahan ? 
 
 Wali nasab bernama Mulyadi Sinaga yang 
merupakan adik kandung Pemohon II; 





saat pernikahan saudara? 
 Saksi-saksinya bernama Muhammad 
Hidayat dan Ramliudin; 
Berapa anak dari pernikahan 
saudara? 
 
 Ada 4 orang anak masing-masing bernama 
Malvin, laki-laki, lahir tanggal 13 April 
2009, Allin Nasya, perempuan, lahir 
tanggal 20 Maret 2011, Aliyah Azzahra, 
perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2014 
dan Muhammad Alim Rasya, laki-laki, 
lahir tanggal 01 Februari 2017; 
 
Setelah Pemohon I dan Pemohon II selesai memberikan keterangan, kemudian 
Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan acara pembuktian, lalu atas pertanyaan 
Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap dengan bukti-bukti yang 
akan diajukan yaitu bukti surat dan 2 orang saksi pada persidangan hari ini; 
Untuk pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu mengajukan alat 
bukti surat dengan memberikan keterangan bahwa anak para Pemohon yang 
bernama Muhammad Alim Rasya, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2017, tidak 
masuk dalam kartu keluarga karena pada saat kartu keluarga dibuat/diterbitkan 
tanggal 07 Desember 2016, anak tersebut belum lahir, kemudian para Pemohon  
memperlihatkan surat aslinya dan menyerahkannya kepada Majelis berupa: 
Foto kopi Kartu Keluarga No.1271130212160007 atas nama kepala 
keluarga Rudianto, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil tanggal 07 Desember 2016, setelah diperiksa oleh Hakim 
ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan 
surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim 






Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pertama Pemohon I dan 
Pemohon II di persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama 
Syahril bin Abdul Wahab, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 
Nelayan, tempat tinggal di Jalan YP. Hijau Lingkungan 6 Kelurahan Labuhan 
Deli Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan; 
Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon 
II karena saksi adalah  tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan saksi bersedia 
bersumpah; 
Saksi lalu bersumpah sesuai tatacara agama Islam, dalam sumpahnya dinyatakan 
bahwa, ia akan menyampaikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari 
yang sebenarnya; 
Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi menyampaikan keterangannya sebagai 
berikut : 
Kepada saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II:   
Apa hubungan antara Pemohon I dan 
Pemohon II? 
 
 Hubungan Pemohon I dan Pemohon II 
adalah suami istri; 
Kapan Pemohon I dan Pemohon II 
menikah? 
 
 Pemohon I dan Pemohon II menikah 
tahun 2007; 
Dimana Pemohon I dan Pemohon II 
menikah? 
 
 Di Kecamatan Medan Labuhan Kota 
Medan; 
Apakah saudara hadir pada saat 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon 
II? 
 
 Saya hadir pada saat pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II ; 
Bagaimana pelaksanaan pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II? 
 
 Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 





Siapa wali dari Pemohon II saat 
menikah dengan Pemohon I? 
 
 Wali Pemohon II adalah adik kandung 
Pemohon II bernama Mulyadi Sinaga; 
Siapa yang menjadi saksi-saksi pada 
pernikahan tersebut?  
 
 Yang menjadi saksi pada saat 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 
bernama  Ramliudin  dan Muhammad 
Hidayat; 
Apa mahar yang diberikan Pemohon I 
kepada Pemohon II? 
 
 
 Maharnya berupa uang sebesar 
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 
Apa status Pemohon I dan Pemohon II 
saat menikah? 
 
 Pemohon I berstatus lajang dan 
Pemohon II berstatus gadis; 
Apakah ada halangan  bagi Pemohon I 
dan Pemohon II untuk menikah? 
 
 Sepengetahuan saya tidak ada 
halangan apapun bagi Pemohon I dan 
Pemohon II untuk menikah baik dari 
segi undang-undang maupun hukum 
Islam; 
Bagaimana tanggapan  orang di sekitar 
lingkungan tempat kediaman Pemohon 
I dan Pemohon II tentang pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II? 
 
 Sepengetahuan saya selama ini tidak 
ada orang yang mempermasalahkan 
status pernikahan dan rumah tangga 
Pemohon I dan Pemohon II; 
Apakah  selama  masa  pernikahan 







 Pemohon I dan Pemohon II telah 
dikaruniai 4 orang anak tetapi saya 
idak ingat nama-namanya; 
Apakah Pemohon I dan Pemohon II 
pernah bercerai? 
 
 Sepengetahuan saya, Pemohon I dan 
Pemohon II belum pernah bercerai; 
Apakah saudara mengetahui untuk 
keperluan apa Pemohon I dan 
Pemohon II mengurus isbat nikah? 
 
 Sepengetahuan saya isbat nikah ini 
untuk keperluan mendapatkan buku 
nikah karena pernikahan Pemohon I 
dan Pemohon II belum pernah 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama; 
 
Setelah saksi Pemohon I dan Pemohon II selesai memberikan keterangan, lalu atas 
pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan 
pertanyaan apapun kepada saksi; 
 Kemudian dipanggil masuk saksi kedua dari Pemohon I dan Pemohon II ke 
dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama 
Ramdani bin Sabaruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 
Wiraswasta,  tempat kediaman di Jalan YP. Hijau Lingkungan 7 Kelurahan 
Labuhan Deli Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan; 
Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon 
II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II  dan saksi bersedia 
bersumpah; 
Saksi lalu bersumpah sesuai tatacara agama Islam, dalam sumpahnya dinyatakan 
bahwa, ia akan menyampaikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari 
yang sebenarnya; 
Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi menyampaikan keterangannya sebagai 
berikut : 
 





Apa hubungan antara Pemohon I dan 
Pemohon II? 
 
 Hubungan Pemohon I dan Pemohon II 
adalah suami istri; 
Kapan Pemohon I dan Pemohon II 
menikah? 
 
 Pemohon I dan Pemohon II menikah 
tahun 2007; 
Dimana Pemohon I dan Pemohon II 
menikah? 
 
 Di Kecamatan Medan Labuhan Kota 
Medan; 
Apakah saudara hadir pada saat 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon 
II? 
 
 Saya hadir pada saat pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II ; 
Bagaimana pelaksanaan pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II? 
 
 Pernikahan Pemohon I dan Pemohon 
II dilaksanakan secara agama Islam; 
Apa status Pemohon I dan Pemohon II 
saat menikah? 
 
 Pemohon I berstatus lajang dan 
Pemohon II berstatus gadis; 
Siapa wali dari Pemohon II saat 
menikah dengan Pemohon I? 
 
 Wali Pemohon II adalah adik kandung 
Pemohon II bernama Mulyadi Sinaga; 
Siapa yang menjadi saksi-saksi pada 
pernikahan tersebut?  
 
 Yang menjadi saksi pada saat 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon 






Apa mahar yang diberikan Pemohon I 
kepada Pemohon II? 
 
 Maharnya berupa uang sebesar 
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 
Apakah ada halangan  bagi Pemohon I 
dan Pemohon II untuk menikah? 
 
 Sepengetahuan saya tidak ada 
halangan apapun bagi Pemohon I dan 
Pemohon II untuk menikah baik dari 
segi undang-undang maupun hukum 
Islam; 
Bagaimana tanggapan  orang di 
sekitar lingkungan tempat kediaman 
Pemohon I dan Pemohon II tentang 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon 
II? 
 
 Sepengetahuan saya selama ini tidak 
ada orang yang mempermasalahkan 
status pernikahan dan rumah tangga 
Pemohon I dan Pemohon II; 
Apakah  selama  masa  pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II telah 
dikaruniai anak? 
 
 Pemohon I dan Pemohon II telah 
dikaruniai 4 orang anak tetapi saya 
idak ingat nama-namanya; 
Apakah Pemohon I dan Pemohon II 
pernah bercerai? 
 
 Sepengetahuan saya, Pemohon I dan 
Pemohon II belum pernah bercerai; 
Apakah saudara mengetahui untuk 
keperluan apa Pemohon I dan 
Pemohon II mengurus isbat nikah? 
 
 Sepengetahuan saya isbat nikah ini 
untuk keperluan mendapatkan buku 
nikah karena pernikahan Pemohon I 





dicatatkan di Kantor Urusan Agama; 
 
 Setelah saksi Pemohon I dan Pemohon II selesai memberikan keterangan, lalu 
atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada 
mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi; 
 Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada  kedua saksi untuk meninggalkan 
ruang sidang. Dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II 
menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;  
Setelah pemeriksaan terhadap bukti-bukti  yang diajukan oleh Pemohon I dan 
Pemohon II tersebut  selesai, kemudian Hakim menyatakan terhadap pemeriksaan 
perkara ini  dilanjutkan dengan acara kesimpulan;  
Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan 
kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II 
tetap dengan permohonannya dan mohon dapat diberi putusan dengan 
mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
Setelah Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya, lalu Hakim 
menyatakan sidang diskors untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon 
dan kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk meninggalkan ruang 
persidangan; 
Kemudian setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan permohonan para 
Pemohon, skors dicabut kembali dan diperintahkan kepada Pemohon I dan 
Pemohon II untuk memasuki ruang persidangan, lalu  Hakim menyatakan sidang 
terbuka untuk umum dan membacakan Penetapan Pengadilan Agama Medan 
Nomor 152/Pdt.P/2017/PA Mdn. tanggal 15 Desember 2017 yang bunyi amarnya 
sebagai berikut : 
MENETAPKAN 
Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
Meyatakan sah perkawinan antara  Pemohon I (Rudianto alias Mhd. Yusuf 
bin Lie Kie Seng) dengan Pemohon II (Siti Rahma Sinaga binti Abd. Jalil) 
yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2017 di Kecamatan Medan 
Labuhan Kota Medan; 
Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; 





Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh  Hakim dan Panitera 
Pengganti. 
       Panitera Pengganti                  Ketua Majelis 
 
Hj.Sri Handayani, S.Ag., M.H.             Drs. Ahmad Rivai, SH  
 
B. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Stabat 
 Menurut Saiful Alamsyah
112
, Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa 
itsbat nikah terhadap nikah siri itu adalah solusi untuk menyelesaikan perkara 
perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, 
dikarenakan adanya adagium hukum yang menyatakan” Hukum tidak pernah 
balas dendam kepada pelanggarnya”. Sehingga dengan terbitnya 
penetapan/putusan itsbat nikah, maka selesai pula masalah yang berkaitan dengan 
status perkawinan nikah siri, dikarenakan pihak yang tidak ada buku nikahnya 
selanjutnya menyerahkan penetapan/putusan itsbat nikah dari pengadilan agama 
tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan agar supaya diterbitkan 
buku nikahnya. 
 Sehingga, menurut penulis bilamana keterangan dari Saiful Alamsyah 
sebagai Panitera Pengadilan Agama Stabat,dikaitkan dengan adagium hukum 
yang menyatakan bahwasanya “Lex Prospicit, Non Respicit – The law looks 
forward, not backward (hukum melihat kedepan bukan ke belakang),
113
artinya 
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 Saiful Alamsyah, Panitera Pengadilan Agama Stabat, Wawancara pada 11 Oktober 









bahwa itsbat nikah terhadap nikah siri yang dilaksanakan di Pengadilan Agama 
tesebut adalah cerminan bahwa hukum memandang kemaslahatan dan 
kemanfaatan di depan daripada melihat kebelakang, dimana kesalahan dalam 
bentuk tidak mencatatkan perkawinan sebelumnya. 
 Kemudian, menurut Muhammad Nuh Nasution, Hakim di Pengadilan 
Agama Stabat menyatakan 
114
bahwa itsbat nikah terhadap nikah siri berpoligami 
tidak bisa diterima permohonannya, kecuali penyulundupan hukum. Nikah itu 
sejatinya adalah ibadah. Sebagaimana tertib pada rukun wudhu‟, maka pencatatan 
perkawinanpun bilamana dianalogikan ke tertib, akan menjadi hukumnya wajib. 
Dikarenakan nikah siri atau nikah dibawah tangan tidak dilindungi oleh hukum 
bahkan tidak diakui oleh hukum. Seperti harta bersama, harta waris. Faktor 
dikotomi antara nikah cukup sah secara agama saja, dan nikah selain sah secara 
agama harus pula dicatat, agar supaya sah diakui negara. Sehingga dengan asas 
tertib, maka nikah siri itu menurut politik hukum adalah nikah yang tidak sah. 
Dikarenakan nikah siri itu adalah nikah yang salah, ngapain harus dibantu. 
Sehingga peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Fikih Indonesia, bahwa kawin dibawah 
tangan itu tidak diakui oleh negara. Seharusnya masyarakat patuh dan taat kepada 
peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Permohonan istbat nikah 
terhadap nikah siri itu di Pengadilan Agama Stabat yang terdaftar pada 
kepaniteraan setiap tahunnya pasti ada. Inilah yang perlu dianalisis agar solusi 
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Muhammad Nuh Nasution, Hakim dan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat, 





untuk mnyelesaikan permasalahan nikah siri tersebut secara akurat dan tepat. 
Melibatkan beberapa instansi terkait di Kabupaten Langkat, seperti dengan 
melaksanakan Sidang Terpadu Isbat Nikah. 
 Indikator bahwa itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama 
Stabat pada tiap tahunnya mengalami kenaikan fluktuatif, dapat diketahui pada 















1 24 36 114 24 92 115 
2 Total 405 
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Mengenai tahapan proses prosedur mengajukan pendaftaran itsbat nikah di 
Pengadilan Agama Stabat adalah sebagai berikut;
116
 









  Kemudian, persyaratan yang dilengkapi untuk mendaftarkan permohonan 
itsbat nikah terhadap nikah siri dan proses yang diikuti pemohon sampai 




1. Fotokopi Kartu Keluarga; 
2. Membuat Surat Permohonan Itsbat Nikah secara mandiri atau melalui 
Posbakum; 
3. Menaksir biaya panjar perkara pada Meja Kasir; 
4. Menyetor Panjar Biaya Perkara ke nomor rekening yang disediakan oleh 
Pengadilan Agama Stabat; 
5. Mendaftarkan perkara ke Meja Pendaftaran; 
6. Hadir dan mengikuti setiap tahapan persidangan; 
7. Mengambil Salinan Penetapan pada Meja Layanan Pengambilan Produk 
Pengadilan; 
Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun Pengadilan 




Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara isbat nikah (Pengesahan Nikah) di 
Pengadilan Agama Stabat, yaitu:
119
 











a. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,- 
b. Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,- 
c. Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,- 
d. Materai sebesar Rp. 10.000,- 
e. Biaya Panggilan Sidang (2 x Panggilan Pihak); 
f. Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan; 
Bahwa dalam mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di 
Pengasilan Agama Stabat, dalam penelitian ini terdapat perkaranya yang dicabut 
oleh Pemohon, hal ini dapat diketahui pada putusan Nomor 
1504/Pdt.G/2018/PA.Stb, sebagaimana berikut: 





DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadiliperkara 
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan 
putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara IsbatNikah antara: 
Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, 
pekerjaanKepala Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten 
Langkat.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; 
melawan 
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Termohon umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, 
pendidikanSekolah Dasar, tempat tinggal di KabupatenLangkat. Selanjutnya 
disebut sebagai Termohon 
Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas 
perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; 
DUDUK PERKARA 
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis 
dengansurat permohonannya bertanggal 22 Nopember 2018, yang terdaftar 
diKepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register 
Nomor1504/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 22 Nopember 2018 yang isinya 
sebagaiberikut: 
1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari xxx bin xx, menikah pada tanggal 
1Maret 1973 di Dusun xxx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten 
Langkat,secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah 
kandungPemohon yang bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi 
yangbernama xx dan xxx, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,-
(lima ratus rupiah) dibayar tunai; 
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan xx belum pernah didaftarkan di 
KantorUrusan Agama tempat Pemohon dengan xxx menikah sehingga 
sampai dengan sekarang Pemohon dengan xxx belum pernah memperoleh 
buku nikah; 
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan xxx adalah perawan 
sedangkan xxx adalah duda ditinggal mati (cerai mati); 
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan xxx tinggal di rumah orang 
tua Pemohon di Kecamatan xxx selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon 
dengan xxx berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali sekitar 
tahun 1985 Pemohon dengan xxx pindah ke rumah bersama Pemohon 
dengan xxxdi Kecamatan xxx; 
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan xxx telah 
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba‟da dukhul) namun belum 
dikaruniai keturunan: 
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah anak tiri Pemohon 
(xxx dengan isteri pertamanya); 
7. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan 
xxxhidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang 
lainyang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara 
Pemohon dengan xxx belum pernah bercerai; 
8. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang Petani; 
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada hari 






10. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus 
harta peninggalan suami Pemohon yang bernama dan untuk keperluan 
lainnya; 
Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan 
permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon 
dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut: 
1. PRIMAIR 
a. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, 
yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973 di Dusun xxx, Desa xxx, 
Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat; 
c. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 
 
2. SUBSIDAIR : 
Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya; 
Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil 
secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah 
datangsendiri secara inperson ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir 
dipersidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya 
yangsah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak 
adamengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap 
Termohontelah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan 
perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 
bahwaTermohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;Bahwa Pemohon 
di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 11Desember 2018, mencabut 
perkara yang telah diajukannya pada tanggal 22Nopember 2018, yang telah 
terdaftar diregister Kepaniteraan PengadilanAgama Stabat Klas I B dengan 
Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. padatanggal 22 Nopember 2018; 
Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis 
Hakimcukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian 
yangtidak terpisahkan dari penetapan ini; 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 
adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara; 
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)huruf 
(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan 





2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan 
Penggugatmerupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat klas I B; 
Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, 
berdasarkanketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 
ayat (1) dan (2)R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan 
menghadiripersidangan; 
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, 
Pemohon telah datang secara inperson, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak 
pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, 
dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan 
patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis 
Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat; 
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut 
permohonanPemohon secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Desember 2018, 
yangtelah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B 
denganNomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 22 Nopember 2018; 
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, 
maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan 
perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon 
Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. 22 Nopember 2018, dicabut; 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada 
Penggugat, untuk membayarnya; 
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sertahukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; 
M E N G A D I L I 
1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon. 
2. Menyatakan perkara register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb., tanggal 
22 Nopember 2018 dicabut oleh Pemohon. 
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang 
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp491.000,00 





Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB 
dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 
2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi‟ul Awal 1440 Hijriyah, oleh 
kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. 
dan Dra. Siti Masitah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam siding terbuka untuk umum, oleh Dra. 
Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, 
dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan 
dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 
C. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama 
Pematangsiantar 
Data perkara isbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama 
















1 2 2 7 2 3 2 
2 Total 18  
 
Menurut Azizon, Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar,
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bahwa 
ketentuan dalam menangani perkara itsbat nikah terhadap nikah siri, sepanjang 
dipahami sebagai perkawinan yang tidak tercatat ada Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan, maka aturan hukumnya telah diatur dalam Pedoman 
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Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perailan Agama Buku II Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013. 
Bahwa untuk mengetahui aturan hukum tentang itsbat nikah (pengesahan 
nikah) yang telah diatur pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Perailan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat 




Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah: 
a. Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasaradanya 
perkawinan yang dilangsungkan berdasarkanagama atau tidak dicatat oleh 
PPN yang berwenang. 
b. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undangundang Nomor 22 
Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22)penjelasan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 
Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan(4) Kompilasi Hukum Islam. 
c.. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undangNomor 7 Tahun 
1989 sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 3 Tahun 
2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan 
yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya 
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf 
(a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan 
perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau 
sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk 
kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum 
Islam). 
d. Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara 
tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. 
e. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa 
prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati 
dalam menangani permohonan itsbat nikah. 
f. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan 
nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut : 
(1). Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri 
atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain 
yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum 
Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus 
dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit. 
(2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh 
kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. 





suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing 
dapat mengajukan upaya hukum kasasi. 
(3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh 
salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan 
mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan 
permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan 
dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum 
banding dan kasasi. 
(4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam 
angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih 
terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka 
isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika 
Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan 
memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut 
harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
(5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan 
pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan 
mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai 
Termohon. 
(6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau 
suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara 





Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut 
dapat diupayakan banding dan kasasi. 
(7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui 
ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah 
diajukan secara voluntair,produknya berupa penetapan. Apabila 
permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan 
upaya hukum kasasi. 
(8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak 
dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) 
dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada 
penetapan itsbat nikah. 
(9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak 
dalam perkara permohonan itsbat nikah ersebut dalam angka (3), 
(4) dan (5), dapat  mengajukan intervensi kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbatnikah 
tersebut selama perkara belum diputus. 
(10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak 
menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut 
dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah 





mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan 
oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut. 
(11)Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerimaPMH, 
membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusitapengganti untuk 
mengumumkan permohonanpengesahan nikah tersebut 14 (empat 
belas) hariterhitung sejak tanggal pengumuman pada mediamassa 
cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada 
papan pengumuman PengadilanAgama / Mahkamah 
Syar'iyah.(12)Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang 
palinglambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya 
pengumuman.Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis 
Hakimsegera menetapkan hari sidang. 
 (12) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyisebagai 
berikut  
- “Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan ..... 
yang dilaksanakan pada tanggal ..... di .....”. 
 Maka, menurut Azizon, Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar bahwa 
Pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Perailan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 tersebut, menjadikan 





 Menurut Ibrahim Lubis
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, bahwa diluar ketentuan tersebut maka 
Pengadilan Agama Pematangsiantar belum pernah memutus dan menetapkan 
perkara itsbat nikah terhadap nikah siri dengan mengabulkan permohonan 
pemohon, seperti blamana permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri yang usia 
pemohon masih dibawah umur, adapun aturan batas usia menikah adalah 19 tahun 
untuk pihak pria dan 16 tahun untuk pihak wanita, sebagaiamana diatur  pada 
pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
125
. Umumnya 
permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama 
Pematangsiantar dikarenakan alasan untuk pengurusan akta lahir anak, perceraian, 
dan pensiunan janda agar tidak dihapus atau hilang haknya menerima uang 
pensiunan janda dari almarhum suaminya. Uniknya adalah kawin siri itu adalah 
istilah yang diberikan negara, dikarenakan perkawinannya tidak tercatat pada 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, namun proses kawin siri itu wajib  
sesuai dengan hukum Islam, artinya rukun dan syarat kawin siri itu harus sah. 
 Untuk persyaratan mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama 
Pematangsiantar
126
 adalah sebagai berikut; 
1. Surat Permohonan; 
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tanggal 05 Oktober 2018  
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3. Foto Copy KTP (Pemohon); 
4. Foto Copy Kartu Keluarga; 
Kemudian, tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut;
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1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil 
antrian pendaftaran; 
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di 
PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran; 
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada 
PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan; 
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu 
rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak; 
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti 
Pegadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah 
ditentukan; 
Waktu penyelesaian penerimaan pendaftaran perkaran isbat nikah di 
Pengadailan Agama Pematangsiantar estimasinya adalah 10 (sepuluh) menit.
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 Adapun biaya dan tarif  yang dikenakan kepada pemohon itsbat nikah di 
Pengadilan Agama Pematangsiantar adalah sebagai berikut;
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NO Jenis-jenis Biaya    
             Radius I   Radius II Radius III 
  Proses dan PNBP 
             120.000  140.000 160.000  
1 Biaya Pendaftaran 30.000 
2 Biaya Proses  50.000 
3 Biaya Panggilan  
Pemohon I : 2x Panggilan  240.000       280.000          320.000 
4 Biaya Panggilan Pemohon II :240.000       280.000          320.000 
 2x Panggilan 
5 PNBP Relaas   10.000 
Panggilan Pemohon I 
6 PNBP Relaas  
P anggilan Pemohon II10.000 
7 Biaya Redaksi  10.000 
8 Meterai          10.000    
    120.000   480.000       560.000        640.000 
        Selanjutnya, penulis menampilkan perkara itsbat nikah terhadap nikah siri 
di Pengadilan Agama Pematangsiantar yang yelah ditetapkan  dengan penetapan 
Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, sebagai berikut:
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Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 
penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh: 
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Pemohon I, lahir pada tanggal 12 Oktober 1980, Agama Islam, pendidikan 
terakhir SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kota 
Pematangsiantar, sebagai Pemohon I; 
Pemohon II, lahir pada tanggal 14 Agustus 1988, Agama Islam, pendidikan 
terakhir S1, pekerjaan guru les privat, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, 
sebagai Pemohon II; 
Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar 
keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di 







Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 18 
Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Pematangsiantar dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, tanggal 18 Januari 
2021, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasanalasan sebagai 
berikut; 
1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 para Pemohon telah melangsungkan 
pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Bandar, 
Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; 
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 40 
tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun; 
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di kediaman adik Kandung Pemohon 
I di Kerasaan, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungundengan wali nikah 
yaitu saudara sepupu Almarhum ayah Pemohon II yang bernama Ngadimin, 
dan dihadiri saksi saksi lebih dari 2 (dua) orang diantaranya masing masing 
bernama Abadi dan Sutarni dengan Mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 
(enam koma enam) gram, bahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 
dihadiri para keluarga Pemohon I dan Pemohon II; 
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, 
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan 
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan 
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan 
hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang 
anak yang bernama Shawqi Daniyal Amirudi bin Amirudi yanglahir pada 
tanggal 31 Oktober 2020; 
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu 
gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon 
tetap beragama Islam; 
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai sekarang para 
Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para 
Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat 
Kota Pematangsiantar tempat domisili/tempat tinggal para Pemohon saat ini 
dengan alasan Para Pemohon lalai sehingga lupa dalam melengkapi 
persyaratan untuk mengurus Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon 
membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan untuk 





8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim 
untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II 
yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2020 dengan mas kawin berupa cincin 
Emas seberat 6,6 gram; 
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai 
denganketentuan yang berlaku; 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar 
KetuaPengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim memeriksa 
danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang 
amarnyaberbunyi sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan PemohonII 
(Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 5 Januari 2020dengan 
mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 (enam koma enam)gram; 
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et 
bono);Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaandan 
Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145,permohonan 
Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari dipapan 
pengumuman Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan selama masapengumuman 
tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;Bahwa untuk pemeriksaan 
perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telahdipanggil secara resmi dan patut 
untuk menghadap di persidangan, terhadappanggilan tersebut Pemohon I dan 
Pemohon II telah hadir di persidangan;Bahwa majelis telah berusaha memberi 
saran kepada Pemohon I danPemohon II agar mencari upaya lain untuk 
mendapatkan bukti nikahnya, akantetapi tidak berhasil; 
Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I danPemohon II 
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;Bahwa untuk 
menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I danPemohon II telah 
mengajukan alat bukti: 
A. Surat: 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Amirudi,tertanggal 15 
Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah ProvinsiSumatera Utara Kota 
Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) dan serta cocok 






2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama DewiAnjani, tertanggal 
15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara 
Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup danbercap pos (zegelen) dan serta 
cocok dengan aslinya, oleh MajelisHakim diberi paraf, tanggal dan ditandai 
dengan kode P.2; 
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor B015/KUA.02.17.3/Pw.01/I/2021, 
tertanggal 15 Januari 2021, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Siantar Barat, KotaPematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap 
pos (zegelen), olehMajelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan 
kode P.3; 
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tini ErawatiSaragih, 
Nomor 1272022404140003, tertanggal 29 April 2014, diterbitkanoleh Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaPematangsiantar, bermeterai 
cukup dan bercap pos (zegelen) dan sertacocok dengan aslinya, oleh Majelis 
Hakim diberi paraf, tanggal danditandai dengan kode P.4; 
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 145/577/1003-SB/V/2018, 
tertanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KantoUrusan Agama 
Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar,bermeterai cukup dan bercap 
pos (zegelen), oleh Majelis Hakim diberiparaf, tanggal dan ditandai dengan 
kode P.5; 
6. Fotokopi Surat Taukil Wali, tertanggal 05 Desember 2019, yangditandatangani 
oleh atas nama Budi Syahputra, bermeterai cukup danbercap pos (zegelen), 
oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal danditandai dengan kode P.6; 
7. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 05 Januari 2020, yangditandatangani 
oleh Pemohon I (Amirudi) dan Wali nikah (Ngadimin),bermeterai cukup dan 
bercap pos (zegelen), oleh Majelis Hakim diberiparaf, tanggal dan ditandai 
dengan koe p7 
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohonatas nama 
Shawqi Daniyal Amirudi, tertanggal 31 Oktober 2020, yangdikeluarkan oleh 
Klinik Dewi Kota Pematangsiantar, bermeterai cukupdan bercap pos (zegelen) 
dan serta cocok dengan aslinya, oleh MajelisHakim diberi paraf, tanggal dan 
ditandai dengan kode P.8; 
B. Saksi-Saksi: 
1. Saksi Pemohon, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan,tempat tinggal 






- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karenasaksi adalah 
paman Pemohon II;- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 
5Januari 2020 di kediaman adik kandung Pemohon I di Kerasaan,Kecamatan 
Bandar, Kabupaten Simalungun; 
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejakasedangkan Pemohon II 
berstatus perawan; 
- Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayahPemohon II telah 
meninggal dunia; 
- Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalahsaudara laki-laki 
kandung Pemohon II dalam hal ini adalah adikkandung Pemohon II yang 
bernama Budi Syahputra namun yangmenjadi wali nikah Pemohon II bukan 
adik kandung Pemohon IItersebut disebabkan adik kandung Pemohon II 
tersebut tidak bisadatang menjadi wali nikah Pemohon II karena sedang berada 
diJakarta; 
- Bahwa adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputratelah 
mewakilkan yang menjadi wali untuk menikahkan Pemohon IIdengan 
Pemohon I adalah paman Pemohon II yaitu sepupualmarhum ayah Pemohon II 
yang bernama Ngadimin; 
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon II;- Bahwa yang 
menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I danPemohon II adalah saksi 
sendiri dan Bapak Abadi; 
-  Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon Idan Pemohon II 
adalah emas seberat 2 (dua) mayam atau setaradengan berat 6,6 (enam koma 
enam) gram; 
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon IItelah dikaruniai 1 
(satu) orang anak; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,pertalian sesusuan 
serta tidak ada halangan baik menurut syari‟atIslam maupun ketentuan hukum 
yang berlaku dan selama ini tidakada pihak yang berkeberatan terhadap 
pernikahan Pemohon I danPemohon II; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernahmempunyai buku 
nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar di KantorUrusan Agama setempat 
karena saat itu Pemohon I dan Pemohon IIlalai untuk mengurus administrasi 
persyaratan untuk melangsungkanpernikahan; 
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperolehkepastian 





2. Saksi Pemohon II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta,tempat 
tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan 
sebagai berikut; 
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karenaPemohon II adalah 
keponakan saksi; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5Januari 2020 di 
kediaman adik kandung Pemohon I di Kerasaan,Kecamatan Bandar, Kabupaten 
Simalungun; 
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejakasedangkan Pemohon II 
berstatus perawan; 
- Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayahPemohon II telah 
meninggal dunia 
Bahwa yang menjadi wali untuk menikahkan Pemohon II denganPemohon I 
adalah paman Pemohon II yaitu sepupu almarhum ayahPemohon II yang bernama 
Ngadimin; 
- Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalahsaudara laki-laki 
kandung Pemohon II dalam hal ini adalah adikkandung Pemohon II yang bernama 
Budi Syahputra namun yangmenjadi wali nikah Pemohon II bukan adik kandung 
Pemohon IItersebut disebabkan adik kandung Pemohon II tersebut tidak 
bisadatang menjadi wali nikah Pemohon II karena sedang berada diJakarta; 
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon II;- Bahwa yang 
menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I danPemohon II adalah saksi sendiri 
dan Bapak Sutarni; 
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon Idan Pemohon II 
adalah emas seberat 2 (dua) mayam atau setaradengan berat 6,6 (enam koma 
enam) gram; 
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon IItelah dikaruniai 1 
(satu) orang anak; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,pertalian sesusuan 
serta tidak ada halangan baik menurut syari‟atIslam maupun ketentuan hukum 
yang berlaku dan selama ini tidakada pihak yang berkeberatan terhadap 
pernikahan Pemohon I danPemohon II; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernahmempunyai buku 





karena saat itu Pemohon I dan Pemohon IIlalai untuk mengurus administrasi 
persyaratan untuk melangsungkanpernikahan; 
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperolehkepastian 
hukum atas status pernikahan para Pemohon danmengurus akta kelahiran 
anakBahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I 
danPemohon II membenarkannya kemudian menyampaikan kesimpulan yang 
padapokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan 
mohonagar Majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan 
permohonanPemohon I dan Pemohon II. 
Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukup Pengadilanmenunjuk 
kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuanyang tidak 
terpisahkan dari penetapan; 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I danPemohon 
II adalah sebagaimana tersebut di atas; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon IIyang 
mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di KotaPematangsiantar, serta 
permohonan ini diajukan untuk menetapkan sahtidaknya secara hukum suatu 
pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal49 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) 
KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidangperkawinan dan harus 
dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenanganPengadilan Agama Pematangsiantar 
untuk memeriksa dan memutusnya; 
Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon IItelah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PPnomor 9 
tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun1991, 
Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan; 
Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan in casu untuk itsbatnikah dan 
pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukummaupun norma 
hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuaidengan petunjuk 
al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2)Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuanpensyariatan (maqashid al-
tasyriiyyah), untuk tercapainya ketertiban dankeadilan masyarakat dalam bidang 
hukum keluarga, maka Majelis dapatmempertimbangkannya; 
Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh keduasuami 
isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lainyang 
berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalamdaerah 





dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagaipasangan suami 
isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon IIberkapasitas untuk itu 
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi HukumIslam; 
Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkarapengesahan 
pernikahan (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukumpernikahan yang 
dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agamaIslam, sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimanaharus dibuktikan telah 
terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimanadiatur Bab IV Kompilasi 
Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat PerkawinanPasal 14 - 29, dan Bab V 
tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanyalarangan perkawinan 
sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islampada Bab VI tentang 
Larangan Kawin; 
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi HukumIslam, 
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat olehPegawai 
Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akta 
Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya; 
Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) KompilasiHukum 
Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebuthanya 
mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,hilangnya 
Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satusyarat 
perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunyaUndang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak 
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974; 
Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (itsbat) nikahPemohon I dan 
Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I denganPemohon II telah 
memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dantidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telahmenikah pada 
tanggal 5 Januari 2020 di Wilayah Hukum Kantor UrusanAgama Kecamatan 
Bandar, Kabupaten Simalungun, yang menjadi wali nikahPemohon II adalah 
Ngadimin karena adik kandung Pemohon II yang bernamaBudi Syahputra berada 
di Jakarta dan telah menyerahkan ataupun memberikanamanah kepada Ngadimin 
untuk menjadi wali pernikahan Pemohon II denganPemohon I, pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abadi danSutarni dengan mas kawin 
berupa berupa emas seberat 6,6 (enam komaenam) gram. Sewaktu menikah, 
antara Pemohon I dengan Pemohon II tidakada halangan untuk menikah. 
Pemohon I dengan Pemohon II belum pernahmengurus persyaratan administrasi 
di Pegawai Pencatat Nikah setempat.Pemohon I tidak pernah bercerai dengan 





Selama ini tidak ada yang menggugatkeabsahan pernikahan Pemohon I dengan 
Pemohon II; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,Pemohon I 
dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1,sampai P.8, serta 2 
(dua) orang saksi; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alatbukti 
yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut; 
Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8, alat-alat buktitertulis 
tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yangditentukan 
undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yangberwenang, isinya 
berhubungan langsung dengan perkara aquo, tidakbertentangan dengan hukum, 
kesusilaan, agama dan ketertiban umum dansengaja dipergunakan sebagai alat 
bukti (vide: Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata/Pasal 285 R,Bg), 
bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat(1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan 
aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata), sehingga Hakimmenilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi 
persyaratan formil danmateriil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk 
dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, alat-alat bukti tertulis tersebutadalah 
fotokopi dari akta sepihak dibuat dalam bentuk surat yang berisipernyataan atau 
akan menyerahkan sesuatu kepada seseorang tertentu, diberitanggal dan 
ditandatangani oleh pembuat, isinya berhubungan langsungdengan perkara aquo, 
tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agamadan ketertiban umum dan 
sengaja dipergunakan sebagai alat bukti (vide: Pasal1878 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata/Pasal 291 R.Bg), bermeteraicukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, 
Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang 
Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya(vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 
Kitab Undang-Undang HukumPerdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti 
tertulis tersebut telahmemenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus 
dinyatakan dapatditerima untuk dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk PemohonI) serta 
bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bukti 
tersebutmenjelaskan kebenaran identitas Para Pemohon bahwa Pemohon I 
danPemohon II merupakan penduduk kota Pematangsiantar, bukti P.1 dan 
P.2tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai 
kekuatanpembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat 
(bindendebewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti 
bahwaidentitas Para Pemohon adalah penduduk kota Pematangsiantar 
yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dari 





perkarapermohonannya dan sesuai dengan legal standing serta identitas 
suratPermohonan Para Pemohon; 
Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) buktitersebut 
menjelaskan bahwa antara Amirudi dan Dewi Anjani belum 
pernahmelangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar 
Barat,Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan 
materil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig 
bewijskracht)dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka 
harusdinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Amirudi dan Dewi Anjani 
belumpernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, 
KotaPematangsiantar; 
Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama 
KepalaKeluarga Tini Erawati Saragih) bukti tersebut menjelaskan bahwa 
antaraPemohon II dengan Budi Syahputra terdapat ikatan kekeluargaan. 
Buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai 
kekuatanpembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat 
(bindendebewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa 
antaraPemohon II dan Budi Syahputra terdapat ikatan kekeluargaan sebagai 
kakakkandung dan adik kandung; 
Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) buktitersebut 
menjelaskan bahwa Sukiman (ayah kandung) Pemohon II telahmeninggal dunia 
pada tanggal 22 November 2018. Bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan 
materil, serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna (volledig 
bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht).Dengan demikian, maka 
harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandungPemohon II telah meninggal 
dunia;Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Taukil Wali) bukti 
tersebutmenjelaskan bahwa Budi Syahputra (adik kandung laki-laki Pemohon II) 
telahmenyerahkan ataupun memberikan amanah kepada Ngadimin untuk 
menjadiwali pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I. Bukti tersebut telah 
memenuhisyarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 
yangsempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende 
bewijskracht).Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ngadimin 
adalahsah menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I; 
Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Pernyataan) bukti 
tersebutmenjelaskan bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II secara siri 
padatanggal 5 Januari 2020 dengan wali bernama Ngadimin. Bukti tersebut 
telahmemenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan 
pembuktianyang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende 
bewijskracht).Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon 






Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AtasNama hawqi 
Daniyal Amirudi) bukti tersebut menjelaskan bahwa diPematangsiantar, tanggal 
31 Oktober 2020, telah lahir seorang anak berjeniskelamin laki-laki yang diberi 
nama Shawqi Daniyal Amirudi, anak pertama dariPemohon I dan Pemohon II. 
Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril, serta mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledigbewijskracht) dan mengikat 
(bindende bewijskracht). Dengan demikian, makaharus dinyatakan terbukti bahwa 
Shawqi Daniyal Amirudi adalah anak daripara Pemohon yang lahir pada tanggal 
31 Oktober 2020 dan saat ini berusia 3(tiga) bulan; 
Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan olehpara 
Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide:Pasal 172 
ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab UndangUndang Hukum 
Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175R.Bg. juncto Pasal 
1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telahmemberikan keterangan di 
muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg.juncto Pasal 1909 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1(satu) dan saksi 2 (dua) yang 
diajukan oleh para Pemohon telah memenuhisyarat formil; 
Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Idan 
Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksidan 
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, makakedua 
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, 
sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa 
secara materiil dua orang saksi Pemohon I danPemohon II telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya bahwa ayahkandung Pemohon II dan kakek dari 
pihak ayah Pemohon II telah meninggaldan selanjutnya yang berhak menjadi wali 
adalah adik kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Budi Syahputra namun 
adik kandung laki-lakiPemohon II tersebut tidak menghadiri pernikahan Pemohon 
I dan Pemohon IIkarena berada di Jakarta dan telah mewakilkan kepada Ngadimin 
untukmenikahkan Pemohon II dan Pemohon I dan pernikahan tersebut 
disaksikanoleh kedua saksi dan mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I 
danPemohon II yaitu berupa emas seberat 2 (dua) mayam atau setara denganberat 
6,6 (enam koma enam) gram, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai1 (satu) 
orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,pertalian 
sesusuan serta tidak ada halangan baik menurut syari‟at Islammaupun ketentuan 
hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yangberkeberatan terhadap 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka MajelisHakim berpendapat 
keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon IItersebut memiliki nilai 
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalamperkara ini; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh ParaPemohon 
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karenaitu, keterangan 
2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.o. Pasal 1908 Kitab 





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon IIdiperkuat saksi-
saksi ditemukan fakta sebagai berikut: 
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahanmenurut agama 
Islam pada tanggal 5 Januari 2020 di wilayah hukumKecamatan Bandar, 
Kabupaten Simalungun; 
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayahPemohon II telah 
meninggal dunia; 
3. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalahsaudara laki-laki 
kandung Pemohon II dalam hal ini adalah adik kandungPemohon II yang bernama 
Budi Syahputra namun yang menjadi walinikah Pemohon II bukan adik kandung 
Pemohon II tersebut disebabkanadik kandung Pemohon II tersebut tidak bisa 
datang menjadi wali nikahPemohon II karena sedang berada di Jakarta; 
4. Bahwa adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputratelah 
mewakilkan yang menjadi wali untuk menikahkan Pemohon IIdengan Pemohon I 
adalah paman Pemohon II yaitu sepupu almarhumayah Pemohon II yang bernama 
Ngadimin; 
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memilikilarangan 
pernikahan yang diatur oleh ketentuan syari‟at Islam danperaturan perundang-
undangan yang berlaku; 
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkantentang status 
perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; 
7. Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untukmemperoleh 
kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon danmengurus akta 
kelahiran anak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelisberpendapat 
perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan padatanggal 5 Januari 
2020, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam,dan tidaklah 
perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipunperkawinan Pemohon 
I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannyaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, dan tidakdicatatkan; 
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna,maksud, 
tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: ”Sesungguhnya umatkutidak akan 
berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan” (HR. Ibnu Majah); 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebihdahulu 
mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, 





dimanakriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus 
memenuhiketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya 
ketentuantambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas 
kemunkaranatau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa 
ikatan yangsah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,Majelis 
Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon IItelah 
terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyaikepentingan 
hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat(1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal7 ayat (2) dan 
(3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapatmengabulkan 
permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakansahnya perkawinan 
antara Pemohon I dengan Pemohon II; 
Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telahdilaksanakan 
sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapibelum tercatat, 
maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2)Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, Majelis secara ex officiomemerintahkan Pemohon I 
dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnyakepada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I danPemohon II; 
 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan 
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya yang ditimbulkan 
akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Idan Pemohon II; 
Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlakuserta hukum 
syara‟ yang berkaitan dengan perkara ini: 
MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) denganPemohon II 
(Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari2020 di Kecamatan 
Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi SumateraUtara; 
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untukmencatatkan 
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan 





4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untukmembayar biaya 
perkara sejumlah Rp 360000,- ( tiga ratus enam puluhribu rupiah); 
Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalamsidang 
musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 
M,bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Muhammad 
Irfan,S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I dan 
AdeSyafitri, S,Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, 
Putusantersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum 
dandibantu oleh Samsiyanto, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan 
dihadirioleh Pemohon I dan Pemohon II. 
Perincian Biaya: 
1. PNBP   Rp 60.000,00 
2. Biaya Proses  Rp 50.000,00 
3. Panggilan   Rp240.000,00 
4. Meterai   Rp 10.000,00 
 Jumlah   Rp360.000,00  (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 
D. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Tanjungbalai 
Data perkara isbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Tanjung 
balai pada periode tahun 2015 -2018, sebagai berikut;
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2018/per 1 Oktober 2018  
1 99 56 35 31 
2 Total 221 
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Berdasarkan data tersebut, angka perkara itsbat nikah terhadap nikah siri di 
Pengadilan Agama Tanjungbalai semakin tahun semakin menurun dan berkurang. 
Grafik yang mengindikasikan penurunan adalah indikator bahwa masyarakat  kota 
Tanjungbalai semakin memahami urgensi pencatatan nikah, dan menyadari 
dampak negatif dari nikah siri yang menyulitkan pengurusan keperluan 
administrasi, seperti akte lahir dan sebagainya. 
Menurut Badaruddin Munthe
132
bahwa urgensi itsbat nikah terhadap nikah 
siri di Pengadilan Agama Tanjungbalai adalah untuk kemaslahatan. Sepanjang 
tidak bertentangan dengan aturan hukum. Maka sudah sepantasnya pengurusan 
itsbat nikah tersebut dilindungi undang-undang sebagai payung hukum yang kuat. 
Namun tidak semua permohonan dapat dikabulkan, contohnya permohonan itsbat 
nikah untuk isteri kedua (poligami), dan itsbat nikah dibawah umur. Hendaknya 
nasehat perkawinan agar dihidupkan lagi seperti BP-4 di Kantor Urusan Agama 
(KUA) agar supaya pemahaman bahwa agama Islam tidak melarang nikah siri dan 
tidak membatasi usia untuk menikah di masyarakat berangsur-angsur berubah. 
Sehingga praktek nikah siri dan kawin dini di masyarakat dapat berkurang. 
Apalagi biaya untuk menikah sebisa mungkin dapat terjangkau oleh masyarakat, 
dikarenakan faktor ekonomi (biaya mahal), menyebabkan masyarakat yang tidak 
mampu akhirnya melaakukan nikah siri. 
Pengadilan Agama Tanjungbalai bersinergi dengan Kementerian Agama 
(KEMENAG) Tanjungbalai untuk menyelesaikan problematika nikah siri di kota 
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Tanjungbalai melaksanakan itsbat nikah terhadap nikah siri dengan cara 
melakssanakan program bersama yang disebut dengan Pelaksanaan Itsbat Nikah 
Terpadu.  
Hal tersebut diatas dapat diketahui melalui Arsip Berita PA Se-Sumut, 
yang dirilis oleh portal Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai berikut:
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Pengadilan agama Tanjungbalai melaksanakan persidangan itsbat nikah 
terpadu pada hari Kamis, 19 Desember 2019.  Pelaksanaan itsbat nikah terpadu 
tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara Pengadilan agama Tanjungbalai 
dengan Kementerian Agama (KEMENAG) Tanjungbalai setelah sebelumnya 
melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas persiapan kegiatan ini. 
Sebagaimana diketahui bahwa itsbat terpadu ini merujuk pada Peraturan 
Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang 
Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah Dalam 
Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Pada 
dasarnya, Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri 
yang telah menikah secara sah menurut hukum agama islam untuk mendapatkan 
pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya 
beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut 
berkekuatan hukum.Istilah pelayanan terpadu digunakan karena dilakukan 
bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara 










instansi-instansi yang berkaitan sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi 
pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Pelayanan Terpadu bertujuan 
untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, serta membantu 
masyarakat terutama yang tidak mampu untuk kemudian dilakukan secara 
sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bertempat di Aula Kantor  Kementerian 
Agama Tanjungbalai, sekitar pukul 10.00 WIB acara yang dilaksanakan dalam 
rangka Hari Amal Bakti (HAB) ke- 74 KEMENANG Kota Tanjungbalai ini 
dibuka oleh Ka. Kan Kemenag, H. Al Ahyu, MA dan Ketua Pengadilan Agama 
Tanjungbalai, Eldi Harponi, S.Ag, MH serta dihadiri oleh 14 pasangan suami 
isteri yang akan mengikuti persidangan itsbat nikah.Selain itu terlihat pula hadir 
seluruh Kepala KUA se-Kota Tanjungbalai. Sedangkan dari PA Tanjungbalai, 
turut hadir Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H selaku Hakim, Panitera PA Tanjungbalai, 
Armiwati Nasution, S.H, dan Khairul, S.H, M.H, Panmud Gugatan PA 
TanjungbalaiSetelah pembukaan selesai, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan 
persidangan itsbat nikah oleh 2 majelis Hakim Tunggal. Dari 14 perkara yang 
disidangkan, diketahui 11 perkara diputus dengan Kabul, sedang 2 diantaranya 
putus Gugur, dan yang lain putus Ditolak.Kemudian penetapan tersebut langsung 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat langsung diserahkan kepada pihak 
berperkara untuk nanti dibuatkan buku nikah oleh KUA masing-masing 
kecamatan di bawah naungan Kementerian Agama untuk selanjutnya dapat  
mengurus pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak oleh Dinas 
kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai. Untuk penyerahan Buku 





ulang tahun Departemen Agama pada 3 Januari 2020.Untuk keberlanjutan dari 
kegiatan ini, Ketua PA Tanjungbalai, Eldi Harponi, S.Ag, MH mengungkapkan 
akan rutin mengadakan itsbat nikah terpadu ke tiap Kantor KUA Kota 
Tanjungbalai masing-masing 2 kali setahun yang direncanakan mulai Januari 
2020 mendatang 
Adapun langkah-langkah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah 
terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Tanjungbalai adalah sebagai berikut:
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A. Langkah 1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Setempat; 
1. Datang ke Pengadilan Agama dan menemui bagian pendaftaran perkara; 
2. Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara. Surat permohonan dapat 
dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan 
Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila tidak dapat 
membuatnya, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos 
Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia; 
3. Jika tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan 
secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan ; 
B. Langkah 2. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan; 
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Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal 
dan tempat sidang kepada Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon secara 
langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan; 
C. Langkah 3. Menghadiri Persidangan; 
Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam 
surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat; 
           D. Langkah 5. Proses Persidangan Perkara; 
Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan 
berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya 
putusan pengadilan; 
Selanjutnya, salah satu contoh penetapan itsbat nikah terhadap nikah siri di 
Pengadilan Agama Tanjungbalai, diketahui dengan Nomor : 
59/Pdt.P/2019/PA.Tba, yaitu sebagai berikut:
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA 
Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara 
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah 
menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan 
Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh: 
Nelson Tohang bin Manimbun Tohang, tempat dan tanggal lahir, Sibolga, 
12Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal 
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di Jalan Rel Kereta Api LK. III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung 
Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 
Diana Purba binti Aslen Purba, tempat dan tanggal lahir, Tanjungbalai, 7 
Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, 
tempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api LK. III Kelurahan Perjuangan Kecamatan 
Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ; 
Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan meneliti berkas 
perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi; 
 
DUDUK PERKARA 
 Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat 
permohonannyatertanggal 28 Nopember 2019, yang didaftar di Kepaniteraan 
PengadilanAgama Tanjungbalai dengan register Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Tba 
tanggal 03Desember 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 April2010 
yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KecamatanKualuh Hulu 
Kabupaten Labuhan Batu Utara; 
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai 
dengan syariat islam, yaitu dengan berwalikan wali Hakim yang bernama 
Baktiar Nst dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rudiansyah 
dan Ahmad dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu 
Rupiah); 
3. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Duda, 
dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah Janda; 
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan 
kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan 
Pemohon II; 
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab 
dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan; 
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi 
dihadapan Tuan Kali yang bernama Baktiar Nasution, dan sewaktu menikah 
belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah, karena Belum 
Mampu; 
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah 





8. Bahwa permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi 
dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk keperluan 
pengurusan Akte Kelahiran dan keperluan Administrasi lainnya; 
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II 
bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, kiranya berkenan 
membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari haridan 
tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapanyang 
seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon 
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (NelsonSitohang bin 
Manimbun Tohang) dengan Pemohon II (Diana Purbabinti Aslen Purba) yang 
dilaksanakan pada 7 April 2010 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk 
mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Teluk Nibung.; 
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundangundangan yang 
berlaku; 
5. Dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya; 
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir 
sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan 
nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut; 
Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya 
tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 
Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 
bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut: 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Pemohon I, NIK 1209131206660002, 
yang telah dinazageling dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya 
ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan diparaf; 
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Pemohon II, NIK 1274044701720002, 
yang telah dinazageling dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya 
ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2 dan diparaf; 
Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksisaksi 
sebagai berikut : 
1. Hakimuddin bin Sarbaini, tempat dan tanggal lahir, Teluk Nibung 24 Pebruari 
1985, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api 
Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota 





- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I/Pemohon II; 
pasangan suami isteri; 
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan 
pada tanggal 7 April 2010; 
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan 
pernikahan; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang 
tua Pemohon II di Jalan Rel Kereta Api Lk. III Kelurahan Perjuangan Kota 
Tanjungbalai; 
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan dilangsungkan adalah orang tua 
(ayah) kandung Pemohon II yang bernama Aslen Purba: 
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 
Rudiansyah dan Ahmad; 
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang 
sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; 
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda; 
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada 
mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara 
peraturan perundang-undangan berlaku; 
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah; 
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor 
KUA setempat karena keterbatasan ekonomi; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak; 
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini. 
Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengitsbatkan 
pernikahan mereka, agar pernikahan mereka dapat dicatatkan; 
2. Amir Hasan bin Dahlan, tempat dan tanggal lahir, teluk Nibung 31 Desember 
1966, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api 
Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota 
Tanjungbalai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I/Pemohon II; 





- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan 
pada tanggal 7 April 2010; 
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan 
pernikahan; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang 
tua Pemohon II di Jalan Rel Kereta Api Lk. III Kelurahan Perjuangan Kota 
Tanjungbalai; 
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan dilangsungkan adalah orang tua 
(ayah) kandung Pemohon II yang bernama Aslen Purba: 
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 
Rudiansyah dan Ahmad; 
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang 
sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; 
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda; 
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada 
mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara 
peraturan perundang-undangan berlaku; 
Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah; 
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor 
KUA setempat karena keterbatasan ekonomi; 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak;  
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini. 
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengitsbatkan 
pernikahan mereka, agar pernikahan mereka dapat dicatatkan; 
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu 
apapun dan mohon penetapan ; 
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal 
ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ; 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada 





Menimbang bahwa pelaksanaan Sidang Terpadu ini dilakukan denganpersidangan 
Hakim Tunggal berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2015 pasal12 ayat (4) 
tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntairItsbat Nikah dalam 
Pelayanan Terpadu. 
Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, makaberdasarkan 
Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan 
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan 
Agama berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo ; 
Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan ItsbatNikah 
Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui 
PapanPengumuman Pengadilan Agama Tanjungbalai. Bagi pihak-pihak 
yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan 
AgamaTanjungbalai selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, 
ataumengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak 
adapihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana 
sesuaidengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
PeradilanAgama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia 
; 
Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon 
adalahPemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya 
yangterjadi pada tanggal 7 April 2010 yang dilaksanakan di rumah orang 
tuaPemohon II di Jalan Rel Kereta Api Lk. III Kelurahan Perjuangan 
KotaTanjungbalai., dengan maharnya uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh 
RibuRupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh Rudiansyah dan 
Ahmad,adalah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak dan 
keperluanadministrasi lainnya; 
Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon 
tentangpengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 
1974,selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-
undangperkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon 
menyatakanbahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan 
mengurusAkta Kelahiran anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, 
makademi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi 
HukumIslam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam 
makasecara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan 
dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 
dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, 
sebagaimanayang terurai dalam duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti tertulis 
tersebut,dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi 
ketentuansyarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima 





Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah 
pulamenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan 
dibawahsumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk 
perkara ini,dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para 
Pemohon kepersidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi 
ketentuanyang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling 
bersesuaiansatu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, 
olehkarena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan 
dijadikansebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus 
perkaraini; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-
buktitertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut 
diatas,majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada 
pokoknyasebagai berikut : 
- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam denganPemohon II 
yang dilangsungkan pada tanggal 7 April 2010 M. dalamwilayah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Teluk Nibung, Wali Nikahbernama Aslen Purba dengan 
mahar uang sebesar Rp. 50.000 (LimaPuluh Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh 2 
orang saksi, serta belumpernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon 
masih tetapberagama Islam ; 
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I denganPemohon II 
telah dikaruniai seorang anak.- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II 
tersebut tidakada larangan baik menurut agama maupun menurut peraturan 
peraturanperundang-undangan yang berlaku, dan tidak terikat oleh 
suatuperkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain; 
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah iniuntuk 
kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak dan keperluanadministrasi lainnya. 
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebuttelah 
dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut padaPasal 14 
Kompilasi Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan 
Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, 
makadengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
nomor1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana 
tersebutpada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan 
(44)Kompilasi Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam 
KitabI‟anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi : 





Artinya : “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorangperempuan 
harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua 
orang saksi laki-laki yang adil” ; 
Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan 
juga : 
 ػذه ٗشبٕذٛ ٍششذ ٛ ث٘ه ّنؾٖب ىٞق٘ه اىظؾت ػيٜ ا اىطيق اىَٞنف ّنبػ اٗادػٜ
Artinya : “Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut 
pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia 
harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta 
disaksikan oleh dua orang saksi yang adil” 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebutdiatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai 
cukupalasan dan karenanya dapat dikabulkan; 
Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang 
perintahkepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya 
kepadaPegawai Pencatat Nikah, Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2006yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentangAdministrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam 
akanmemerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan 
inikepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I 
danPemohon II; 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka 
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang 
Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang 
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara 
dibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku danhukum syara‟ yang berkaitan dengan perkara ini; 
MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nelson Tohang 
binManimbun Tohang) dengan Pemohon II (Diana Purba binti Aslen Purba)yang 
dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010 di Kecamatan Kualuh HuluKabupaten 
Labuhan Batu Utara; 
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya 
kePegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan TelukNibung 





4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarayang 
timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enambelas ribu 
rupiah). 
Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Tanjungbalai, pada hari 
Kamistanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul 
Akhir1441 H. oleh Eldi Harponi, S.Ag., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan 
AgamaTanjungbalai, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari 
itujuga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu Armiwati Nasution, 
S.H.sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. 
Perincian Biaya : 
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00 
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00 
3. PNBP Panggilan Rp. 20.000,00 
4. Biaya Panggilan Rp 200.000,00 
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00 
6. Biaya Materai Rp 6.000,00 
Jumlah Rp. 316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah) 
Tanjungbalai, 19 Desember 2019 
Atas permintaan para Pemohon, disalinsesuai dengan bunyi aslinya dalam 
keadaantelah berkekuatan hukum tetap 
Panitera, 





B A B V 
HASIL PENELITIAN AN PEMBAHASSAN  
A. Pengaturan pada Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Peubahan 
Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif 
Hukum Positif Dalam Tinjauan Maqashid asy- Syari’ah 
Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2, menyatakan bahwa: 
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu; 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Kemudian, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak 
anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara 
menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 





Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut penulis bahwa penting adanya 
gagasan sebagai terobosan hukum untuk direkomendasikan kepada stakeholders 
(pemangku kepentingan) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar 
supaya pencatatan perkawinan diatur dengan jelas dan komprehensif pada 
peraturan perundang-undangan.  
Mengingat pentingnya kewajiban pencatatan perkawinan, agar supaya 
dapat menyelesaikan permasalahan nikah siri secara holistik, dan agar supaya 
kewajiban pencatatan perkawinan itu tidak menimbulkan dualisme interpretasi, 
sebagaimana dinamika interpretasi pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak diundangkan sampai dengan saat ini 
dengan lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga perkawinannya 
menjadi sah menurut agama dan sah menurut negara. Adalah sangat urgen dan 
penting, apalagi permasalahan aktual terkait ketentuan batas usia yang 
diizinkankan untuk pria dan wanita saat ini adalah dipersamakan harus sama-sama 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perubahan 
batasan usia minimal untuk diizinkan menikah, sebagaimana diatur pada Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan 





pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut 
memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena 
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anakdidefinisikan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:
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"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu 
berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak 
konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak 
sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan 
kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan 
alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan 
diskriminasi." 
Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan:
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Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria 
dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan 
hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) 
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Undang-undang Dasar 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi 
terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika usia 
minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara 
hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga”  
Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi 
memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Perubahan tentang ketentuan batas usia minimal bagi wanita dan pria 
diizinkan untuk melakukan perkawinan apabila sebelumnya ditinjaudari perspektif 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada Pasal 7 ayat 
(1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ada 
perbedaan. Dimana bagi pihak wanita diizinkan untuk melakukan perkawinan, 
apabila sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dan bagi pihak priadiizinkan 
untuk melakukan perkawinan apabila sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) 
tahun.  
Namun, aturan tersebut telah diubah pada Pasal 7 Undang-undang No. 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, dengan dipersamakannya batas minimal umur perkawinan bagi pihak 
wanita danpihak pria diizinkan untuk melakukan perkawinan, apabila sudah sama-








sama telah mencapai usia 19 (sembilan  belas) tahun. Sehingga bagi wanita 
dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 
(sembilan belas) tahun.  
Prakteknya, dikarenakan telah dipersamakannya ketentuan batas usia 
minimal bagi wanita dan pria diizinkan untuk melakukan perkawinan 
dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan apabila sudah sama-sama 
telah mencapai usia 19 (sembilan  belas) tahun, malahan menurut penulis,  
dikhawatikan akan menambah maraknya jumlah masyarakat nikah siri, 
berdasarkan analogi hukum,  bahwa sedangkan pada saat aturan sebelumnya 
mengenai ketentuan batas usia minimal bagi wanita dan pria diizinkan untuk 
melakukan perkawinan yang diizinkan untuk melakukan perkawinan, apabila 
sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dan bagi pihak pria diizinkan untuk 
melakukan perkawinan apabila sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. 
Sebagaimana diatur pada  Pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan,  menurut penulis dalam penelitian ini masih sebagai salah 
satu faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri, apalagi bilamana 
dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dan pria 
apabila sudah sama-sama telah mencapai usia 19 (sembilan  belas) tahun. 
Sebagaimana aturan di Pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Adapun, aturan batas usia minimal bagi wanita dan pria diizinkan untuk 
melakukan perkawinanpada  Pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 





1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 
belas) tahun; 
Pada Pasal 7 (ayat) 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yaitu: 
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
Kemudian, bilamana dilihat pada Pasal 7 (ayat) 1 dan (ayat) 2 Undang-
undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yaitu: 
1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 
umur 19 (sembilan belas) tahun; 
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau 
orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 
dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang 
cukup; 
Bahwa, pentingnya kewajiban untuk mencatat perkawinan harus diatur 
dalam peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia 





asumsi, opini bahkan argumentasi bahwa ada dualisme hukum pada perkawinan di 
Negara Kesatuan Republik Indosesia, yaitu; 
1. Bahwa niksh siri adalah sah diakui Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), sepanjang niksh sirisetelah dilaksanakan menurut 
peraturan  hukum Islam, kemudian nikah sirinya disahkan dengan cara 
itsbat nikah di pengadiladin agama, artinya adalah Nikah siri akan 
diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi sah, 
apabila hanya setelah dikabulkannya itsbat nikah (pengesahan nikah) 
terhadap nikah siri itu, melalui proses persidangan di depan hakim 
melalui putusan/penetapan, agar supaya melalui putusan/penetapan 
dari Pengadailan Agama, nantinya legalitas nikah siri itu dapat 
dicatatkan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan; 
2. Bahwa nikah siri itu adalah tidah sah, dan tidak  diakui oleh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walaupun nikah sirinya telah 
dilaksanakan menurut peraturan  hukum Islam, akan tetapi bilamana 
nikah siri itu tidak disahkan melalaui itsbat nikan (pengesahan nikah) 
di PengadailanAgama, maka nikah siri itu oleh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) menjadi tidak sah dan tidak diakui, 
sehubungan tidak adanya putusan/penetapanitsbat nikah (pengesahan 
nikah) dariPengadailanAgama. Sehingga dengan tidak adanya  
putusan/penetapan dari Pengadailan Agama, maka legalitas nikah siri 





Agama (KUA) Kecamatan, yang pada akhirnya berdampak kepada 
akibat hukum terhadap oknum-oknum yang melaksanakan nikah siri, 
bahkan untuk beberapa kasus tertentu nikah siri seperti tersebut ini.  
telah diproses secara hukum, dikarenakan diklaim oleh hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); sebagai prostitusi (pelacuran), 
perzinaan (kumpul kebo), bahkan perdagangan manusia ( human 
trafficking) yang berkedok (modus) nikah siri; 
Untuk mendukung argumentasi penulis dalam penelitian ini, bahwa ada 
dualisme pengakuan hukum pada nikah siri di Negara Kesatuan Republik 
Indosesia (NKRI), sebagaimana penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis 
dalam penelitian ini mengekemukakan beberapa kasus nikah siri yang tidak diakui 
dan tidak sah, bahkan diklaim sebagai prostitusi (pelacuran) berkedok nikah siri, 
bahkan lebih dahsyat lagi diklaim sebagai  perdagangan manusia (human 
trafficking) berkedok nikah siri. Dan para oknum pelakunya telah diproses secara 
hukum dan terancam hukuman pidana penjara, yaitu  sebagai berikut:  
1. Aris Wahyudi139, pemilik situs lelang perawan bermodus nikah siri di 
Bekasi, Jawa Barat, ternyata memiliki riwayat sakit jiwa alias depresi. 
Sejarah penyakit yang dialami Aris itu diungkapkan istrinya, Rani saat 
ditemui dikediamannya diperumahan TNI AU, Jatikramat, Jatiasih, 
Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, (25,/9).Menurut Rani, suamianya itu 
mengalami depresi pada tahun 2008, penyebabnya Aris Kalah dalam 
pencalonan dipemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi, jawa 
Timur. “ Suami saya mengalami depresi setelah kalah pencalonannya 
dalam Pilkada Banyuwangi 2008 lalu,”kata rani.Rani menuturkan, dia 
tidak mengetahui jika Aris sedang aktif membuat situs bernama 
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nikahsirri.com. Sepengetahuan Rani, selama ini Aris memang sering 
menulis buku-buku yang kontroversi.”Kalau untuk situs malah saya 
belum tahu.Kalau buku yang ditulisnya saya tahu tapi kontroversi,” 
katanya.Atas perbuatan suaminya, Rani meminta maaf kepada seluruh 
warga Indonesia, “Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia atas 
perbuatan suami saya,” ujar Rani sambil menangis. Kini, Rani hanya 
bisa pasrah atas kejadian yang menimpanya. Dia harus berani 
menaggung beban dua anaknya yang masih duduk disekolah 
dasar.Aris Wahyudi, 49, mendadak terkenal setelah membuat situs 
nikahsirri.com. Namun, setelah dibuat pada tanggal  19-September-
2017, Aris langsung ditangkap Polisi pada Minggu 24-September-
2017.Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metra 
Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, polisi belum 
ada rencana memeriksa kejiwaan Aris Wahyudi, pemilik situs 
Nikahsirri.com yang kini berstatus tersangka.Hal itu menyusul 
pernyataan istri Aris, Rani, yang menyebut bahwa suaminya itu punya 
riwayat penyakit jiwa.Argo mengatakan pemeriksaan bisa saja 
dilakukan bila nantinya diperlukan. Meski begitu, menurutnya yang 
terpenting sekarang adalah polisi akan terlebih dulu melakukan 
pemeriksaan kasus penyebaran konten pornografi pada situs tersebut. 
“yang penting kasusnya dulu. Kalau memang memerlukan, ya kami 
lakukan (pemeriksaan kejiwaan).Kalau tidak, ya tidak sah,” uangkap 
dia di Markas Polda Metro Jaya, Senin (25/9). Sedangkan Kepala 
Sub Diroktorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro 
Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Roberto Pasaribu menambahkan, 
Aris dirasa belum menunjukkan adanya gangguan jiwa.Hal itu 
diketahui dari wawancara yang dilakukan terhadap Aris.Selama 
pemeriksaan, Aris menjawab dengan baik dan tak menunjukkan  
indikasi mengalami gangguan jiwa, kata Roberto. “Idenya oke 
(pemeriksaan kejiwaan), nanti kami lihat.Tapi sejauh ini, memberikan 
keterangan tidak ada gelagat aneh.Menjawab dengan baik, belum ada 
indikasi,” tuturnya;  
2. Pengadilan Militer I Medan140mengadili seorang Perwira Menengah 
(Pamen) TNI AD berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dalam dugaan 
kasus perselingkuhan atau perzinahan.bertindak sebagai Hakim Ketua 
Kolonel Heri dan Oditur Militer Tinggi I Medan, Kolonel Laut Budi 
Winarno. Sidang sendiri berjalan tertutup.Kolonel Laut  Budi Winarno 
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menjelaskan perwira TNI AD yang disidangkan adalah Letkol APH 
Dandenzibang Kodam I/BB karena diduga melanggar pasal 284 KUHP 
tentang masalah perizinahan dan atau junto 281 terkait masalah 
asusila. ”Hari ini sidangnya agenda pemeriksaan saksi pelapor yakni 
suami dari LC,” ujar Oditur Militer Tinggi I Medan, Kolonel Laut 
Budi Winarno di Pengadilan Militer I Medan, Jalan Ngumban 
Surbakti, Rabu (15/1).Selanjutnya Kolonel Laut Budi Winarno 
menyebut bahwa kronologis kejadian di Batam. Di mana ketika itu 
saksi  pelapor, AW sekaligus suami LC sedang membangun proyek di 
Batam. “Istrinya (LC) ikut membantu di lapangan, disanamulai terjadi 
hubungan antar istri korban dan terdakwa.” Sebutnya seraya 
mengatakan kasus ini dilaporkan pada 2 Oktober 2019.“Untuk 
ancaman hukuman ke Letkol APH itu 2 tahun 8 bulan. Kita belum tahu 
akan membuktikan yang mana, nanti fakta sidang yang akan bicara. 
Kemungkinan dipecat  bisa, tergantung fakta persidangan,” imbuhnya. 
AW, saksi pelapor menyebut perselingkuhan istrinya LC dengan 
Letnan Kolonel sampai terjadi nikah siri. Akibat peristiwa itu, AW 
mengaku rumah tangga dan pekerjaanya rusak.Untuk itu AW berharap 
APH dihukum seberat-beratnya.Bahkan hingga dilakukan pemecatan 
tidak terhorma, “saya minta supaya pasal yang disangkakan itu 281 
agar bisa PDT (Pemberhentian Tidak Terhormat). Berapa banyak 
korban atas kasus ini, anak-anak saya, karyawan, saya sendiri.Selain ke 
Kodam I/BB kasus ini juga saya laporkan ke Kodam Jaya dab Dendom 
Siliwangi, karena nikah sirinya dilakukan disana,”bebernya; 
 
3. Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise141, 
menentang keras lelang perawan dan kawin kontrak yang belakangan 
beredar melalui situs nikahsirri.com.Dia bahkan menyebut situs itu 
sebagai pelacuran terselubung.Lelang Perawan dan kawin kontrak ini 
adalah salah satu bentuk ekploitasi kaum perempuan. Program ini 
sama halnya dengan pelacuran terselubung yang dibalut dengan 
prosesi lelang perawan dan kawin kontrak dengan modus agama.Saya 
mendesak pihak kepolisian dan Kementrian Kominikasi dan Informasi 
untuk segera menindaklanjuti situs terkait yang menyebarluaskan 
informasi yang menyesatkan masyarakat. Apakah dalam kasus ini 
terbukti adanya unsur eksploitasi sehingga melanggar pidana dan unsur 
pelnggaran normakesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan 
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Transaksi Elektronik, tegas Yohana Yembise di Jakarta. Minggu 
(24/9).Program yang diluncurkan oleh Partai Ponsel ini dimaksud 
untuk mengentaskan kemiskinan dengan melelang perawan kepada 
kaum berduit atau nikah sirri bagi janda. Jadi bila ada perawan atau 
janda tapi miskin yang memerlukan penghasilan hingga ratusan juta 
rupiah bisa mengikuti program tersebut. Dalam kontraknya nanti bisa 
diataur waktunya apa hanya 1,2,3 hari atau mingguan atau juga bisa 
bulanan sesuai kemampuan finansial calon mempelai. Dalam Undang-
Undang tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdangangan orang, 
disebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa 
persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau peraktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
refroduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan 
tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 
keuangan baik materiil maupun immaterial.Yohana menambahkan, 
masih banyak cara untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya 
melalui program pemberdayaan ekonomi, politik dan lain sebagainya 
bagi kaum perempuan. Saya tidak membenarkan program 
mengentaskan kemiskinan melalui melelang keperawanan dan kawin 
kontrak.Program ini sudah merendahkan harkat martabat kaum 
perempuan sebagai manusia.Manusia bukan objek untuk dilelang. 
Kaum perempuan akan sangat dirugikan dalam lelang keperawanan 
ini. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh kaum perempuan agar 
tidak mudah terpedaya atas bujuk rayu dan modus-modus kawain 
kontrak seperti ini.Lindungi diri kita dari praktek prostitusiterselubung 
ini.Jangan pernah terlibat kedalamnya karena hanya merendahkan 
martabat kaum perempuan dan menguntungkan pelaku eksploitasi,” 
pungsas Yohana.Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 
Susanto menegskan kalau program nikah sirri yang di gagas Aris 
Wahyudi sang pemilik situs sebagai bentuk-bentuk deligitimasi 
agama.Nikah sirri adalah bentuk pernikahan secara syar‟i tetapi 
bertentangan dengan UU perkawinan. Belakangan ini, tampaknya 
dalam nikah sirri dalam sejumlah kasus bukan bermotif syar‟i, namun 
justru karena faktor, diantaranya faktor ekonomi, kepuasan seksual, 
wisata bahkan fatalnya, juga ditemukan kasus prostitusi atas nama 
nikah sirri.KPAI mengutuk keras modus seperti ini karena berdampak 
serius bagi tumbuh kembang anak sekaligus mengahancurkan masa 





kami tentang,” kata Susanto.. KPAI sedang mendalami keberadaan 
akun tersebut. Info yang beredar, akun membuka layanan lelang 
keperawanan untuk kawin sirri dan kontrak dengan syarat utama usia 
14 tahun keatas. Usia 14 tahun tentu masih usia anak yang wajib 
mendapatkan proteksi maksimal.”KPAI akan memanggil yang 
bersangkutan untuk meminta klarifikasi atas akun tersebut agar 
diketahui secara komprehensif. Klarilifikasi terhadap pemilik akun 
merupakan langkah awal untuk mengetahui secara benar,”tandas 
Susanto.Perdangangan orang dengan embel-embel apapun termasuk 
atas nama agama merupakan kejahatan yang harus diwaspadai. “Kita 
tidak boleh lengah sedikitpun.Apalagi trafficking adalah tindakan 
pidana yang akan dijerat UU No 21/2007 tentang TPPPO” jelas Ai 
Maryati Solohah M.si yang membidangi Trafficking dan Ekploitasi di 
KPAI.Perkembangn kasus terakhir ini adalah ditangkapnya pemilik 
situs , Aris Wahyudi pada Minggu (24/9) dini hari oleh jajaran Polda 
Metro Jaya. Arisditangkap di rumah kontrakannya di Jalan Manggis 
Jatiasih, Bekasi.Direktur Reaerse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Adi Deriyan menerangkan, meski belum ditetapkan 
sebagai tersangka, aris masih terus dimintai keterangan motif dibalik 
pembuatan situs yang dinilai meresahkan masyarakat; 
 
Adanya fakta peristiwa hukum dari artikel tersebut diatas, maka menurut 
penulis, melalui permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi, agar 
diajukan gagasan sebagai berikut: 
1. Merevisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yangmenyatakan bahwa: 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” 
2. Merekomendasikan kewajiban pencatatan perkawinan yang sah 





Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinansebagai berikut; 
“Tiap-tiap perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya itu wajib dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
Gagasan penulis, untuk merivisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah sebuah gagasan pengaturan pada Undang-undang No. 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menurut perspektif hukum positif ditinjau menurut perspektif 
Maqashid asy- Syari‟ah.  
Bilamana gagasan penulis dalam penelitian ini, mengenai pengaturan pada 
Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau menurut perspektif hukum positif, 
maka kewenangan, atau kekuasaan membuat keputusan untuk merivisi Pasal 2 
ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewenangannya berada pada 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah Negara Kesatuan 







menyatakan bahwa hukum tersusun dari sub 
sistem hukum yang berupa substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. 
Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat 
berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek 
pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih 
menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu 
hukum sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya. 
Karena itu, 3 (tiga) komponen dari legal system itu harus proporsional seimbang 
disosialisasikan kepada masyarakat agar tujuan dari hukum untuk keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. 
Maka, berdasarkan teori legal system oleh Lawrence M Fiedmen, bahwa 
substansi hukum itu menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau 
peraturan perundang-undangan itu sangat terkait dengan  struktur hukum yang 
lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana 
hukum itu hukum sendiri sehingga sangat mempengaruhi budaya hukum terhadap 
perilaku masyarakatnya. 
Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 
diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
143
Terhadap ketiga 
kewenangan tersebut, H.D. Van Wijk/William Konijnenbelt, mendefinisikan 
sebagai berikut: 
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1. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 
undang-undang kepada  organ pemerintahan; 
2. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; 
3. Mandat, terjadi ketiga organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
144
 
Secara, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 




Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
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Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 





6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.146 
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam trias politica dikenal tiga macam 
kekuasaan; kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif 
(pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif atau peradilan (penegak 
undang-undang). Kewenangan judicial review diberikan kepada yudikatif sebagai 
kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berfungsi membuat undang-
undang. 
Permohonan judicial review memiliki syarat yang lebih ketat dibanding 
legislative review. Dalam judicial review, sebuah peraturan perundang-undangan 
hanya bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila memang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan, 
dalam legislative review, setiap orang tentu bisa saja meminta agar lembaga yang 
memiliki fungsi legislasi melakukan revisi terhadap produk hukum yang 
dibuatnya dengan alasan, misalnya, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang sederajat secara horizontal.
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Mengelaborasi gagasan penulis dalam penelitian ini, untuk merivisi Pasal 
2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-










undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang kewajiban mencatatkan 
perkawinan yang sah menurut peratutaran perundang-undangan yang berlaku di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut perspektif hukum positif, 
ternyata dalam pembahasan sebagaimana tersebut diatas, memiliki peluang yang 
dibenarkan oleh aturan hukum positif, maka selanjutnya adalah penulis akan 
mengaitkan gagasan untuk merivisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dalam tinjauan maqashid asy-syaria‟h. 
 Selanjutnya, untuk mengelaborasigagasan penulis mengenai pengaturan 
pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut perspektif hukum positif ditinjau 
menurut perspektif Maqashid asy- Syari‟ah adalah menggunakan teori maqashid 
as-syari‟ah Imam Al-Ghazali, yaitu sebagai berikut148 
حٍة ٍباىَظيؾخ  شَّر ٍُةؼَة غِة 
فْة دَة ْٗة خٍة اَة ْْةفَةؼَة ٍَة يْةتِة  ِْة عَة وِة ػَة َةطْة حٌة فِٜة االْة جَةبسَة َٜة ػِة ِٖة ىِةل,فَة ِٔة  رَة ِْٚة ثِة َْةب َّةؼْة َٗة ىَةسْة َُّر ,   فَةبِة
يْةقِة  اىخَة ذُة قَةبطِة ٍَة حِة  شَّر َُةؼَة فْةغَة اىْة دَة َٗة خٍة  ْْةفَةؼَة ََة يتَة اىِة ٌْة ,عَة ِٕة ذِة قَةبطِة ٍَة ْٞةوِة   ظِة ِٜة رَةؾْة قِة فِة
يْة الَةػَة اىْةخَة طَة َٗة ِْٜة .   ىَةنِةَّْرب َّةؼْة
عٍة  دِة اىشَّرشْة ْ٘ة قْةظُة ٍَة َٜة  ي بفَةظَةخِة ػَة ؾَة َُة يَٚة اى خِة ػَة يَةؾَة ََةظْة
خٌة .ثِةب ىْة سَة َْة يْةقِة خَة َِة اىخَة ٍِة عِة  شْة اىشَة ٘دُة ظُة
قْة ُْة : ٗ ٍَة اَة َ٘ة ْٕة َٗة
ٌْة  ُة َْٖٝة ٌْة دِة ِٖة ْٞة يَة فَةعَة ػَة ٌْة ,َٝةؾْة ُٖة َٗة َّةفْةسَة ٌْة ,  ُة قْةيَٖة ػَة ٌْة ,َٗة َة يِٖة َّةسْة ٌْة ,َٗة ُة بىَٖة ٍَة هِة .َٗة ْ٘ة ُةطُة ِٓة االْة فْةعَة َٕةزِة ُِة ؽِة ََّر ب َٝةزَةؼَة ٍَة  فَةنُةوُّ 
خٌة  يَةؾَة ٍَةظْة َٖةب  فْةؼُة دَة َٗة حٌة  ذَة فْةسَة ٍَة َٚة  ِٖة هَة  فَة ْ٘ة ُةطُة ِٓة االْة دُة َٕةزِة ْ٘ة ب َٝةفُة ٍَة مُةوُّ  َٗة خٌة  يَةؾَة ٍَةظْة َٜة  ِٖة خِة فَة سَة َْة  اىْةخَة
Artinya: 
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“Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat 
dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat 
dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk 
itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud 
dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara”/hukum Islam, dan tujuan syara‟ 
dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada 
yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harts mereka. Setiap yang 
mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setup 
yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut 
maslahat.” 
Dalam konsep maqashid as-syari‟ah diharapkan segala sesuatu yang 
dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan 
manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, segala hal yang bertentangan dengan 
kemaslahatan manusia harus dicegah. Demikian halnya dalam perkawinan ini, 
kemaslahatan yang penting dijaga adalah persyaratan yuridis formal untuk 
kewajiban pencatatan perkawinan, dikarenakan pencatatan perkawinan  adalah 
perbuatan yang tidak bertentangan dengan maqashid as-syari‟ah, bahkan sangat 
bermanfaat kepada semua pihak, terlebih-lebih terhadap legalitas kepastian hukum 
perkawinan tersebut, dan justru akan menguatkan fondasi syari‟at Islam untuk 
menjaga agama, keturunan, jiwa, dan harta. Sehingga itsbat nikah terhadap nikah 






Teori maqashid asy-syari‟ah sebagai teori yang berkembang dari abad ke-




1. Abu al-Ma‟ali al-Juwainy (w. 478 H/1085 M); 
2. Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M); 
3. Al-Izz Ibn „Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M); 
4. Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M); 
5. Syams al-Din Ibn al-Qayyim (w. 748 H/1347 M); 
6. Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M). 
Menurut Jasser Auda
150
bahwa term makasid berasal dari bahasa Arab 
(maqasid), yaitu bentuk jamk kata „maqsid‟, yang bermakna maksud, sasaran, 
prinsip, tujuan, tujuan akhir. Term itu berarti telos (dalam bahasa  Yunani) atau 
finalite (Prancis), Zweck (Jerman). Makasid hukum Islami adalah sasaran-sasaran 
atau maksud-maksud di balik hukum itu. Makasid adalah pernyataan alternatif 
untuk „kemaslahatan‟ (masalih). Sebagaimana Abu al-Ma‟ali al-Juwainy (w. 478 
H/1085 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori Makasid 
menggunakan istilah al-maqasid dan al-masalih al-„ammah (kemaslahatan-
kemaslahatan umum) secara bergantian. Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 
M), mengelaborasi klasifikasi Makasid, yang ia masukkan ke dalam kategori 
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kemaslahatan Mursal (al-masalih al-mursalah), yaitu kemaslahatan yang tidak 
disebut secara langsung oleh nas (teks suci) Islam. 
Menurut Yusuf al-Qaradhawi
151
bahwa Hujjatul Islam Abu Hamid al-
Ghazali  di dalam karyanya”Al-Mustasfha” telah sampai kepada pembentukan 
teori maksud-maksud syariat yang digunkan oleh akal Islam sejak zaman dahulu, 
dan membaginya ke dalam tiga tingkat; adh-haruriyat (primer), al-hajiyyat 
(sekunder), at-tahsiniyyat (tersier). 
Sehingga, berdasarkan uraian diatas, maka gagasan penulis mengenai 
pengaturan pada Pasal 2 ayat (2)Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut 
perspektif hukum positif ditinjau menurut perspektif Maqashid asy- Syari‟ah, 
telah sesuai dengan kanal hukum positif sekaligus maqashid asy- syari‟ah. Yakni 
mengubahnya menjadi kalimat sebagai berikut; 
“Tiap-tiap perkawinan yang sah wajib dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
Maksud frasa “wajib”
152
adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak 
dilaksanakan (ditinggalkan) Sedangkan maksud.perkawinan yang sah adalah 
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Lihat https://kbbi.web.id/wajib, arti wajib/wa·jib/ v 1 adalah harus dilakukan; tidak 





perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Penulis dalam penelitia ini menggunakan frasa”wajib” (obligatory), 
dengan pengertian bahwa wajib dalam hukum Islam termasuk dalam al-hukm al-
taklify. Secara bahasa frasa”wajib” berasal dari bahasa Arab yang juga sudah 
diserap menjadi bahasa Indonesia.  Wajib asal katanya wajaba yang berarti 
sesuatu yang diharuskan atau ditetapkan, lawan katanya adalah haram
153
. 
Merujuk pada uraian tersebut diatas, maka dengan perintah “wajib 
dicatat” pada gagasan penulis sebagai hasil dari  penelitian dan pembahasan 
dalam penelitin itsbat nikah terhadap nikah siri ini, sebagaimana gagasan penulis 
untuk merivisi dan merekomenasikan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 
tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, yang semula tidak mencantumkan frasa “wajib”, agar supaya 
mencatumkan frasa wajib dengan redaksi kalimat. Sehingga menjadi redaksi 
kalimat sesuai gagasan penulis, sebagai berikut: 
“Tiap-tiap perkawinan yang sah menurut masing-masing agama dan 
kepercayyannya itu wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku” 
Maka, pencatatan perkawinan dari tiap-tiap perkawinan yang sah menurut 
masing-masing agama dan kepercayannya itu dari ketentuan pengaturan 
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hukumnya bersifat voluntary (sukarela) berubah menjadi ketentuan hukumnya 
bersifat mandatory (Wajib).  
Ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang bersifat mandatory (Wajib) 
itu dalam tinjauan maqashid asy-syariah sebagaimana teori maqashid asy-syariah 
Imam al-Juwainy, Imam al-Ghazali, dan al-Syatibi sebagai pisau analisis dalam 
penelitian ini telah sesuai, dikarenakan pencatatan perkawinan bertujuan untuk 
kepastian hukum dan kemaslahatan, bersesuaian dengan tujuan maqashid asy-
syariah. Bahwa menjaga dan memelihara eksistensi agama (al-Din), jiwa (al-
nafs), keturunan (al-nasl),  akal (al-Aql) dan harta (al-Mal) itu dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, terkait dengan nikah siri, maka mewajibkan untuk 
mencatatkan pencatatan perkawinan dengan cara itsbat nikah di Pengadilan 
Agama, sangat mendukung peran negara untuk memberikan perlindungan hukum 
terhadap rakyatnya, yang bisa mendatangkan kemaslahatan dalam perkawinan. 
Sehingga terjaminlah ketertiban administrasi kependudukan, hak-hak kewarisan, 
dan asal- usul keturunan (nasab) terkait wali nikah sebagai rukun nikah dalam 
perkawinan. 
Menurut al-Juwayni,154tujuan disyari‟atkannya nikah adalah sebagai 
berikut:  
والحرة محتاجة اُ اىْنبػ ششع ىزؾظِٞ اىضٗعِٞ ٍِ فبؽشخ اىضّب ٗغٞشٓ ٍِ اىَقب طذ 
  .…الً التحصٌن بالمستمتع الحال ل كا لرجل
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 “Pernikahan disyari‟atkan adalah dalam rangka memelihara kedua 
pasangan (suami-isteri) itu dari kejahatan perbuatan zina, dan untuk berbagai 
tujuan (kemaslahatan) lainnya (yang diraih melalui pensyariatan nikah). Seorang 
wanita yang merdeka membutuhkan jaminan keterpeliharaan dirinya bersama 
pasanganyang halal, yaitu suaminya. 
 
Adapun Al-Ghazaly, menyatakan bahwa maslahat itu terangkum dalam 5 
(lima) kategori maqashid as-syari‟ah yaitu:155 
ةٍة اَةوْة  فَةعَة نْة لْةبِة مَة نْة جَة لِة عَة َةصْة ةٌة فِةً االْة ارَة بَة ًَة عِة رةٍة دَة فَةهِة عِة مُةضَة
نِةى بِةهِة ذَة لِةكَة ,فْة عْة نا نَة لبَة , وَة لَةسْة عَة  ا فَةاِةن جَة فْة ةٍة وَة دَة فَةعَة نْة لِةمَة
قَةا صِة ا رةِةمَة الحُة , الخلْةقِة دُةلِةمُةضَة مْة  الخلق وَة صَة هِة دِة قَةا صِة لِة مَة ٌْة صِة ةِة على ال. فًِة تَةحْة لَةحَة صْة نِةً بِةا لمَة عْة نا نَة ة م لَةكِة ا فَةظَة حَة
ودِة     علً م عٍة  اقْةصُة رْة و.لِةشَة ا و َةمقْةصُة  دُة
ةٌة سَة مْة نَة الخلقِة خَة عمِة و: لِةشَةرْة هْة يَة حان يوَة فْةسَة ,نَةهمظَة علٌهم دِة لَةه,هم وَة نَة قْة عَة  مْة  وَة
مْة , لِةهَة سْة ا لَة ,وَة نَة مَة تُة هذه االصولَة .همْة وَة فُةوْة ٌَة ةٌة و كل ما  لَةحَة صْة فْةظَة هذه االصولِة الخمسةِة فهً مَة منُة حِة تَةضَة ٌَة ا   فَةكل مَة
ةٌة  دَة سَة فْة  و دفعها مصلحةٌة . فهى مَة
  “Dalam pengertian yang esensial (ashl), ia (maslahah) merupakan suatu 
ekpresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaatdan untuk menghilangkan sesuatu 
yang merugikan (mudharat), Namun ini bukanlah yang kami maksudkan, karena 
mencari manfaat dan menghilangkan mudharat merupakan tujuan maqashid yang 
dimaksud oleh makhluk. Dan kebaikan dari makhluk terdapat dalam 
merealisasikan tujuan-tujuan mereka. Apa yang kita maksud dengan maslahah 
adalah pemeliharaan terhadap maksud (obyektif) hukum syara‟ yang terdiriatas 
lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa saja 
yang menjamin kelima prinsip itu merupakan maslahah, dan kelalaian apa saja 
yang terjadi dalam pemeliharaan lima hal tersebut merupakan mafsadat, dan 
memeliharanya adalah maslahat” 
  Sedangkan as-Syatiby, menyatakan bahwa :156 
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  فقذ ارفقذ االٍخ ثو سبئش اىَيو ػيٜ اُ اىششٝؼخ ٗػؼذ ىيَؾب فظخ ػيٜ اىؼشٗسٝبد  
 اىخَس ٕٜٗ اىذِٝ  ٗاىْفس ٗاىْسو ٗاىَبه ٗاىؼقو
 “Seluruh umat telah sepakat, bahkan seluruh agama menyepakati bahwa 
syari‟at itu ditetapkan untuk memelihara 5 (lima) kepentingan, yaitu agama, jiwa, 
keturunan, harta dan akal.” 
 
Berdasarkan teroti maqashid as-syariah diatas, maka terkait mengenai 
pencatatan perkawinan setelah melalui itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan 
Agama, maka konsideran kemaslahatan yang perlu dielaborasi adalah agama, 
keturunan, dan harta, karena pencatatan perkawinan berkaitan dengan hukum 
keluarga Islam yang lebih menekankan tiga aspek ini. 
 Dalam konteks inilah, fiqh harus selalu dinamis untuk memenuhi kebutuhan 
kemaslahatan umat. Sebagai produk pemikiran manusia, fiqh bersifat adaptable 
dengan melihat „illat hukum, dan tidak mengikat sebagaimana kaidah “al-hukmu 
yaduru ma‟a „illati wujudan wa adaman”(hukum tergantung kepada ada atau tidak 
adanya illat)dan” tagayyurul ahkam bi taguyyuril azminati wal amkinati wal ahwali” 
(berubahnya hukum itu dengan berubahnya waktu, tempat, dan keadaan). 
Sebagaimana Imam Syafi‟I dengan qaul qadim dan qaul jadid. Fikih kontemporer 
yang menganalisis hukum transfusi darah, transpalansi organ tubuh, ethanasia dan 
lain sebagainya sesuai pertumbuhan dan perkembangan zaman dan tekhnologi umat 
manusia yang dinamis. Termasuk juga mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri 
untuk pencatatan perkawinan ini di Indonesia, harus direkonstruksi sesuai keadaan 





 . Oleh karenanya, maka kiat untuk mengatasi validitas ganda dan ambigiutas 
hukum pencatatan perkawinan di Indonesia tersebut, adalah mengelaborasinya 
dengan maqashid as-syari‟ah yang merupakan solusi yang komprehensif. 
Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa diabaikannya pencatatan 
perkawinan dapat menimbulkan banyak kemudaratan terhadap status isteri, anak, dan 
harta kekayaan.Terutama berkaitan dengan upaya tertib administrasi kependudukan. 
Karena itu, akibat hukum tersebut harus dieliminasi demi kemaslahatan isteri, anak 
dan harta, dengan cara  yang bersifat preventif, kuratif dan antisipatif. 
Sebagai analogi (qiyas) untuk menemukan hukum (istimbath hukum) 
pencatatan perkawinan di Indonesia, menurut pemakalah adalah surah al-Baqarah: 
ayat 282, yang mengindikasikan bahwa pencatatan dalam hutang-piutang 
didahulukan daripada kesaksian; yaitu: 
َةب َٝةب} ُّٖ َِة  أَٝة ٝ ا اىَّرزِة ُْ٘ة ٍَة ا آ ٌْة  ئِةرَة ْْةزُة اَٝة ٍِة  رَةذَة ْٝة وٍة  ئِةىَٚة ثِةذَة ٚ أَةعَة َّةً سَة ُٓة  ٍُة زُةجُ٘ة زُةتْة  فَةبمْة ىْةَٞةنْة ٌْة  َٗة ْٞةَْةنُة برِةتٌة  ثَة  مَة
هِة  ذْة ال ثِةبىْةؼَة ةَة  َٗة
برِةتٌة  َٝةأْة ُْة  مَة زُةتَة  أَة ب َٝةنْة ََة ُٔة  مَة ََة يَّر ُة  ػَة زُةتْة  هللاَّر يِةوِة  فَةيْةَٞةنْة َْة ىْةُٞة ِٔة  اىَّرزِةٛ َٗة ْٞة يَة قُّ  ػَة ىْةَٞةزَّرقِة  اىْةؾَة َة  َٗة ُة  هللاَّر ثَّٔر  سَة
ال سْة  َٗة ْْةُٔة  َٝةجْةخَة ْٞةئًب ٍِة ُْة  شَة َُة  فَةاِة ب ِٔة  اىَّرزِةٛ مَة ْٞة يَة قُّ  ػَة ًٖب اىْةؾَة فِٞة ْٗة  سَة ٞفًب أَة ؼِة ْٗة  ػَة ٞغُة  الَة  أَة زَةطِة ُْة  َٝةسْة وَّر  أَة َِة َ٘ة  ُٝة  ُٕة
يِةوْة  َْة ُُّٔة  فَةيْةُٞة ىِٞة هِة  َٗة ذْة ِٖةذُةٗا ثِةبىْةؼَة زَةشْة اسْة ِِة  َٗة ْٝة ِٖةٞذَة ِْة  شَة ٌْة  ٍِة بىِةنُة ُْة  سِةعَة ٌْة  فَةاِة َّ٘ةب ىَة ِِة  َٝةنُة ْٞة يَة عُة وٌة  سَة عُة ُِة  فَةشَة أَةرَةب شَة ٍْة ا ِْة  َٗة ََّر  ٍِة
َُة  ْ٘ة ػَة َِة  رَةشْة اءِة  ٍِة َٖةذَة ُْة  اىشُّ وَّر  أَة ب رَةؼِة ََة إُة ذَة شَة  ئِةؽْة مِّ ب فَةزُةزَة ََة إُة ذَة ٙ ئِةؽْة شَة ال األخْة ةَة  َٗة
اءُة  َٝةأْة َٖةذَة ا اىشُّ ب ئِةرَة ٘ا ٍَة  دُةػُة
ال ٘ا َٗة ٍُة أَة ُْة  رَةسْة ُٓة  أَة زُةجُ٘ة ًٞشا رَةنْة غِة ْٗة  طَة ًشا أَة جِٞة ِٔة  ئِةىَٚة مَة يِة ٌْة  أَةعَة ىِةنُة ْْةذَة  أَةقْةسَةؾُة  رَة ِة  ػِة ًُة  هللاَّر َ٘ة أَةقْة حِة  َٗة َّٚة ىِةيشَّرَٖةبدَة أَةدْة  أَةال َٗة
ا رَةبثُ٘ة ُْة  ئِةال رَةشْة َُة  أَة ٘ حً  رَةنُة بسَة حً  رِةغَة شَة بػِة َةب ؽَة َّٖٗة ٝشُة ٌْة  رُةذِة ْٞةَْةنُة ْٞةسَة  ثَة ٌْة  فَةيَة ْٞةنُة يَة َْةبػٌة  ػَة َٕةب أَةال عُة زُةجُ٘ة ِٖةذُةٗا رَةنْة أَةشْة ا َٗة  ئِةرَة
ٌْة  زُة ال رَةجَةبَٝةؼْة بسَّر  َٗة برِةتٌة  ُٝةؼَة ال مَة ِٖةٞذٌة  َٗة ُْة  شَة ئِة ا َٗة يُ٘ة ُة  رَةفْةؼَة َّٔر ٌْة  فُةسُة٘وٌة  فَةاِّة ا ثِةنُة ارَّرقُ٘ة َة  َٗة ٌُة  هللاَّر نُة َُة يِّ ُٝةؼَة ُة  َٗة ُة  هللاَّر هللاَّر  ثِةنُةوِّ  َٗة
ءٍة  ْٜة ٌٌة  شَة يِٞة  ( {282 )ػَة
Artinya:  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan 





mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang 
itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika 
yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 
sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan 
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antara kalian). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa, 
maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kalian jemu 
menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian 
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian. (Tulislah muamalah 
kalian itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di 
antara kalian; maka tak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kalian berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 
menyulitkan. Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 
adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajar kalian; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuat”. 
 
Sejalan dengan keharusan pencatatan perkawinan tersebut, Majelis Ulama 
Indonesia dengan fatwanya telah menyatakan keharusan pencatatan perkawinan 
dengan menggunakan metode saddanlidz-dzari‟ah, adapun isi fatwa Majelis 
Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan,  tanggal 
17 September 2008, yaitu:157 
Pertama : Ketentuan Umum,  
Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksuddalam fatwa ini adalah 
“Pernikahan yangterpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh 
(hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan”. 
Kedua : Ketentuan Hukum 
1. Pernikahan Di bawah Tanganhukumnya sah karena telah  
terpenuhisyarat dan rukun nikah, tetapi haramjika terdapat madharrat. 
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2. Pernikahan harus dicatatkan secararesmi pada instansi berwenang, 
sebagailangkah preventif untuk menolakdampak negative/madharrat 
(saddanlidz-dzari‟ah). 
 Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka pencatatan perkawinan 
termasuk itsbat nikah, menurut persfektif maqashid as-syari‟ah adalah wajib, 
sebagai asas maslahat untuk memelihara 3 (tiga) aspek yang fundamental dalam 
maqashid as-syari‟ah, yaitu menjaga agama, keturunan dan harta. Dengan 
motivasi dasarnya adalah ketiga maslahat tersebut, dan metode istimbatnya adalah 
analogi (qiyas) mengenai pencatatan hutang-piutang pada al-Baqarah ayat 282, 
dan juga sadd adz-dzari‟ah. Sehingga konstruksi paradigma mengenai sahnya 
perkawinan di Indonesia, selain rukun nikah yang lima sebagai syarat syara‟, 
maka secara mutatis mutandis ditambah dengan pencatatan perkawinan sebagai 
syarat tawtsiqy, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. 
Sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Nikah Di bawah Tangan, yang mengharuskan pencatatan perkawinan, dan 
juga kaidah “lil wasail hukmul maqashid” (bagi prasarana berlaku hukum tujuan 
yang dimaksud), serta motivasi dasar dari pencatatan perkawinan adalah menjaga 
5 (lima) asas fundamental, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Maka 
wanita itu harus melakukan tahapan-tahapan yang diakomodir oleh pranata hukum 
tertulis di Indonesia, sehingga wanita itu secara sah dapat melangsungkan 






Menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang 
mengatur pernikahan menjadi dua kategori:
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1. Peraturan Syara‟, yaitu peraturan yang menentukan sah tidaknya sebuah 
pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari‟at 
Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku 
fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya 
ijab dan kabul dari masing- masing dua orang yang berakad (wali dan 
calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan 
menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang 
diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan 
untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua 
orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam dimana dua 
orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal 
ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang 
isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah 
dibentangkan dalam kajian Fiqh. Oleh ulama besar ini,  ketentuan-
ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad 
nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat 
Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad 
nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul 
sebagaimana layaknya suami-istri yang sah, dan anak dari hubungan 
suami-istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah. 
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2. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang dimaksud 
agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan 
mamakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang 
berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar 
suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai 
tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa 
dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran 
adanya akad nikah oleh seorang suami dibelakang hari, yang meskipun 
pada dasamya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah 
tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di 
lembaga yang berwenang untuk itu. 
 
Sehingga, pandangan penulis dalam penelitian mempertegas hukum 
mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri itu perspektif maqashid asy-syari‟ah 
adalah wajib.  
B. Pengaturan pada Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 
Hukum Islam perspektif Maqashid asy- Syari’ah 
 
 Menurut Pasal 2 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi 





“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 
yang sangat kuat atau Mitsaaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 
Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan 
kepercayaan masyarakat. Sebagaimana diatur pada Pasal 2 (ayat) 1 Undang-
undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Dan harus mendapat pengakuan dari Negara, yang 
dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yaitu sebagai berikut: 
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu; 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Khusus terhadap warga negara Indoneia, yang beragama Islam, bilamana 
tidak dapat membuktikan bahwa perkawinannya telah dilakukan dengan akta 
nikah, maka dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah (pengesahan nikah) di 
Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 Intruksi Presiden No. 1 
Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut: 
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pegawai 





2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 
di ajukan Itsbat nikahnya ke pengadilan Agama; 
3.  Itsbat nikah yang dapat diajukan kepengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan : 
a.  Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
b.  Hilangnya akta nikah; 
c.  Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sarat 
perkawinan; 
d.  Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No 1 tahun 1974, dan 
e.  Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974. 
Kemudian, pada Pasal 5 ayat (1)Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
tentang  Kompilasi Hukum Islam memperkokoh interpretasi koherensif yang 
mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan 
tertibnya pernikahan, yaitu: 
”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat”.   
Pada Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  





“Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana yang diatur  dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo 
Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. 
Lebih jelasnya, pada Pasal 6 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
tentang  Kompilasi Hukum Islam merangkul interpretasi koherensif, yang 
redaksinya menegaskan bahwa: 
 “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai  kekuatan hukum”. 
Dikarenakan, bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak 
diatur secara komprehensif. Sehingga maraknya peristiwa perkawinan nikah siri 
pada masyarakat Islam di Indonesia itu, semakin fenomenal dan dinilai sebagai 
dikotomi dalam konteks yuridis normatif, yakni peraturan perundang-undangan 
tentang perkawinan. Dikarenakan konstruksi paradigma tentang sahnya suatu 
perkawinan itu menurut primordialisme adalah sebatas pada rukun nikah saja, 
tanpa mementingkan rangkaian dampak dan akibat hukum yang melekat paska 
terbentuknya perkawinan tersebut, terutama mengenai pencatatan perkawinan, 
yang berimplikasi terhadap paket yang integral dalam institusi perkawinan, yaitu 
status anak, nafkah, harta bersama, dan kewarisan. Sebagai contoh kasus 





 Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan
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, bahwa ada 
beberapa analisis prihal alasan bahwa pencatatan perkawinan tidak diberi 
perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur‟an yang menganjurkan 
untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk 
menulis sesuatu selain al-Qur‟an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang 
dibanding kultur hapalan (oral), Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka 
mereka sangat mengandalkan hapalan (ingatan). Agaknya mengingat peristiwa 
perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit dilakukan. Ketiga, tradisi walimat  al-
„urusy walaupun dengan seekor kambing neupakan saksi di samping saksi syar‟I 
tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung 
pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. 
Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan isteri 
berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi 
belum dibutuhkan. 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berdasarkan hasil 
penelitian an pembahasan dalam penelitian ini, akan memberikan gagasan pada 
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum Islam, sebagai 
berikut: 
1. Memberlakukan kewajiban pencatatan perkawinan dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan tujuan memperkuat 
peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Penghulu; 
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2. Memperkuat peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan itsbat 
nikah terhadap nikah siri, dengan cara Pengadilan Agama diperkuat 
bersinergi dengan Kementerian Agama, dan Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk intensif mengadakan Sidang 
Itsbat Nikah Terpadu. Sebagaimana diatur pada Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam 
Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang 
Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, 
dan Akta Kelahiran, dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan 
Perkawinan; 
 Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam 
Pelayanan Terpadu, bertanggal 13 Maret 2014 itu, Ketua Mahkamah Agung  
mengizinkan pemeriksaan perkara isbat nikah dalam pelayanan terpadu dilakukan 
oleh hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung juga membolehkan jurusita 
memanggil para pihak secara kolektif. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan 
Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadutersebut, 
maka penetapan atas permohonan isbat nikah yang dikabulkan langsung memiliki 





 Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam Rangka Penerbitan Akta 




a. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan; 
b. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di 
gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik ekonomi dan 
geografis; 
c. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi 
hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
Dalam pelayanan tersebut tentunya memerlukan biaya, dengan komponen biaya 
Pelayanan Terpadu terdiri dari biaya perkara dan biaya perjalanan dan operasional 
untuk layanan sidang keliling. Biaya perkara dibebankan kepada penerima 
manfaat Pelayanan Terpadu.biaya perjalanan dan operasional dibebankan kepada 
APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat 
dan biaya ringan. Bagi para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak 
mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, jika 









mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat 
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak 
mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang 
berlaku. Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau 
lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima 
manfaat Pelayanan Terpadu. Syarat-syarat untuk memperoleh jasa Pelayanan 
Terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan 
pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau perkara lainnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Tempat Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan 
Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Tata cara persiapan, 
pelaksanaan, dan penyelesaian Pelayanan Terpadu 
1. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu; 
2. Penyelenggaraan koordinasi tersebut dapat melibatkan pihak lain seperti 
Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil; 
3. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan 





4. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi 
penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai 
ketentuan yang berlaku; 
5. Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan 
dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan; 
6. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan 
diumumkan melalui papan pengumuman atau media laiinya yang dimiliki oleh 
Pengadilan. 
Pengadilan bersama-sama dengan KUA Kecamatan dan/atau Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan 
kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang 
berlaku. Hal tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu. 
Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar 
memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Pengadilan 
bersama-sama dengan KUA Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan 
pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Pihak 
penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat 
Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan. Dalam hal permohonan 
pengesahan perkawinan atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan 





Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan 
kepada KUA Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan 
dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. MEKANISME 
PELAYANAN TERPADU: 
1. Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah 
perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair); 
2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup 
secara pribadi (in person) kecuali ada alasan lain; 
3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan 
pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu; 
4. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman pemohon; 
5. Pemeriksaan permohonan dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal; 
6. Tata cara sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku; 
7. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang 
panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-





8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan 
diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat 
atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan. 
9. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum 
acara dan ketentuan yang berlaku; 
10. Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan: a. Layanan Pos 
Bantuan Hukum; dan/atau b. Sidang regular; 
 Selanjutnya, gagasan untuk memberlakukan wajibnya pencatatan 
perkawinan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan tujuan 
memperkuat peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan juga memperkuat peran 
Pengadilan Agama dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri, dengan 
cara Pengadilan Agama bersinergi dengan Kementerian Agama, dan Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk intensif mengadakan Sidang Itsbat Nikah 
Terpadu. Sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair 
Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam Rangka 
Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan PMA No 20 
Tahun 2019 Tentang pencatatan nikah. 
Penerima manfaat Pelayanan Terpadu; bilamana ditinjau menurut 





berkurang, bahkan estimasinya bisa berakhir, sepanjang penguatan gagasan ini 
dilaksanakan secara holistik.  
Teori maqashid asy-syariah Imam al-Juwainy, Imam al-Ghazali, dan al-
Syatibi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini telah sesuai, dikarenakan 
pencatatan perkawinan nikah siri  melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama 
bertujuan untuk kepastian hukum dan kemaslahatan, bersesuaian dengan tujuan 
maqashid asy-syariah. Bahwa menjaga dan memelihara eksistensi agama (al-
Din), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl),  akal (al-Aql) dan harta (al-Mal) itu dapat 
dilakukan dengan beberapa cara, terkait dengan nikah siri, maka mewajibkan 
untuk mencatatkan pencatatan perkawinan dengan cara itsbat nikah di Pengadilan 
Agama, sangat mendukung peran negara untuk memberikan perlindungan hukum 
terhadap rakyatnya, yang bisa mendatangkan kemaslahatan dalam perkawinan. 
Sehingga dengan penguatan sinergitas Lembaga Pengadilan Agama 
dengan Kementerian Agama cq. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, serta 
Dinas kependudukan dan catatan sipil, maka terjaminlah ketertiban administrasi 
kependudukan, hak-hak kewarisan, dan asal- usul keturunan (nasab) terkait wali 
nikah sebagai rukun nikah dalam perkawinan. 
 Pengaturan hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri pada 
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum Islam dalam 
tinjauan maqashid asy-syari‟ah, sudah visioner fokusnya eksis kepada 
perlindungan hukum, tidak hanya fokus membahas klausul adminstratif ansich. 





tentang  Kompilasi Hukum Islam, terdapat klausul yang menyatakan "agar 
terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam." Ketertiban yang  
memiliki ghayat al-tasyri‟(tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan, 
kemanfaatan, dan keadilan dikarenakan tertibnya administrasi pencatatan 
perkawinan, sebagai asas tertib adminitrasi., Indikator yang kedua terdapat pada 
pasal 6 ayat 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum 
Islam, terdapat klausul yang menyatakan"tidak mempunyai kekuatan hukum.". 
Sehingga dapat dipahami bahwa "tidak mempunyai kekuatan hukum” (no legal 
force), bahwa  perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap 
tidak pernah ada. 
 Pada perinsipnya maqoshid asy-syari‟ah terbagi dalam 3 (tiga) inti pokok, 
yaitu:  
1. Bahwa maqoshid al-dharuriyat, yaitu maqoshid untuk memelihara lima 
unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi memlihara agama, 
jiwa, keturunan, akal dan  harta ;  
2. Bahwa maqoshid al-hajjiyah, yaitu maqoshid untuk menghilangkan 
kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok 





3. Bahwa maqoshid Tahsiniyah, yaitu maqoshid yang dimaksudkan agar 




Dengan demikian, bahwa pencatatan perkawinan dengan itsbat nikah 
terhadap nikah siri di Pengadilan Agama adalah relevan urgensinya dalam 
tinjauan maqoshid asy-syari‟ah, yaitu maqoshid untuk memelihara lima unsur 
pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi memlihara agama, jiwa, 
keturunan, akal dan  harta. 
C. Gagasan Pelaksanaan pada Lembaga Pengadilan Agama Perspektif  
Hukum Positif dan Perspektif Maqashid asy- Syari’ah 
 Ada beberaan peraturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan itsbat 
nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama, sebelum penulis memberukan 
gagasan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Pasal 49 Undang undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang beragama Islam di bidang : 
a. Perkawinan.* 
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h. Shadaqoh, dan* 
i. Ekonomi syari‟ah.*)) 
2. Pasal 7 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), sebagai berikut: 
4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN); 
5. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 
di ajukan Itsbat nikahnya ke pengadilan Agama; 
6.  Itsbat nikah yang dapat diajukan kepengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan : 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
b. Hilangnya akta nikah; 






d.  Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
No 1 tahun 1974, dan 
e. Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974; 
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perailan Agama Buku II 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Agama tahun 2013, yang menyatakan bahwa: 
“Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undangundang Nomor 
22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan 
Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. 
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam 
Pelayanan Terpadu; 
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 
Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan; 
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan 





Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Penerima manfaat 
Pelayanan Terpadu; 
7. PMA No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gagasan-gagasan pelaksanaan 
itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama menurut penulis dalam 
penelitian adalah: 
1. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama harus memperhatikan 
kemampuan pemohon yang mengajukan permohonan itsbat nikah 
terhadap nikah siri yang berlatar belakang pendidikan, pekerjaan, 
tempat tinggal, dan kondisi fisik (seperti; disabilitas, tuna rungu, tuna 
aksara dll), agar supaya menciptakan pelayananan prima; 
2. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama harus memperhatikan 
perkembangan tekhnologi komunikasi dan informasi dengan 
menyiapkan fasilitas dan aplikasi program-program pelayananan  
berbasis tekhnologi digital. Sehingga informasi dapat diakses berbasis 
online menggunakan internet, dan kemudahan mendaftarkan 
permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri dapat dilakukan dengan 
aplikasi electronic court (e-court) lebih optimal; 
3. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama, lebih fokus untuk 
menyelesaikan permasalahan nikar siri yang dilakukan di daerah-
daerah berpenghasilan rendah, dan daerah-daerah yang letak 





4. Pelaksanan itsbat nikah di Pengadilan Agama terhadap nikah siri 
dilaksanakan berdasarkan asas cepat, murah, dan mudah. Sehingga 
dapat dilaksanakan hanya satu kali sidang; 
5. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama terhadap nikah siri, 
harus intensif untuk bersinergi dengan Kementerian Agama dan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terpadu, sebagaimana 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam 
Pelayanan Terpadu dan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang 
Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar‟iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, 
dan Akta Kelahiran, dan PMA N 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan 
Perkawinan. 
D. Analisis Gagasan 
Untuk menganalisis gagasan penulis dalam penelitian ini, sebaiamana 
uraian tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini, mengemukakan 
beberabapa analisis  sebagai berikut: 
1. Analisis gagasan pengaturan pada Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-undangNo. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perspektif 





Bahwa, penulis memberikan gagaan pemikiran terhadap pengaturan itsbat 
nikah terhadap nikah siri tersebut, dengan gagasan pemikiran sebagai berikut: 
1.1.Merevisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang menyatakan bahwa: 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku” 
1.2.Merekomendasikan  kewajiban pencatatan perkawinan yang sah 
pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan  sebagai berikut; 
“Tiap-tiap perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Penulis berpandangan, bahwa jika pengaturan pada Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan 
Undang-undangNo. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (2) 
Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa; 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-





 Maka, sejak diundangkannya pengaturan pencatatan perkawinan sampai 
dengan saat ini, masih debatable,  masih tetap dualisme interpretasi kohesif dan 
interpretasi koherensif. Dikarenakan antara bunyi pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu  apakah masih kesatuan integral untuk 
koherensi yang mengatur sahnya perkawinan sekaligus memiliki satu keterpaduan 
dengan kewajiban untuk pencatatan perkawinan, ataukah hanya sebatas untuk 
menerangkan bahwa sahnya perkawinann saja apabila telah dilakukan sesuai 
menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan saja, tanpa kewajiban 
untuk pencatatan perkawinan, dikarenakan tidak ditegaskan pengaturan yang 
mewajibkan pencatatn perkawinan dari perkawinan yang sah tersebut. Dipahami 
hanya sebagai tekhnis administratif saja. Sehingga lahirlah himbauan untuk 
mencatat pencatatan perkawinan itu, terhadap ummat Islam  agar supaya 
melakukan permohonan itsbat nikah, bilamana perkawinannya, walaupun telah 
sah menurut hukum Islam, akan tetapi menurut Negara belumlah dipandang sah, 
sehubungan keharusan bahwa setiap perkawianan harus dilangsungkan dihadapan 
dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana diatur pada 
Pasal 6 (ayat) 1 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum 
Islam (KHI). Dan dianggap sebagai “perkawinan yang tidak mempunyai hukum 
tetap” . Sebagaimna diatur pada Pasal 6 ayat (2) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah agar terjamin 
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus 





1991Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang berhak melakukan 
pencatatan perkawinan masyarakat Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-
undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.  
Pengaturan tentang itsbat nikah diatur pada  Pasal 7 Intruksi Presiden No. 
1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut: 
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN); 
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di 
ajukan Itsbat nikahnya ke pengadilan Agama; 
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan kepengadilan Agama terbatas mengenai 
hal-hal yang berhubungan dengan : 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
b. Hilangnya akta nikah; 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sarat 
perkawinan;  
d.  Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
No 1 tahun 1974, dan 
e. Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 





Malahan, hanya dengan pengaturan itsbat nikah melalui level Intruksi 
Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) inilah, bahwa 
kemudia istilah nikah siri itu menjadi paradoks hukum yaitu pernyataan yang 
seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, 
tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Maksudnya adalah istilah nikah siri 
menurut pemahaman perspektif fikih itu sah, tetapi menurut Negara nikah siri itu 
harus disahkan dengan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengaadilan Agama 
berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 
Islam (KHI).  
Menurut Malthuf Siroj
162
, bahwa memang, Inpres sebagai instrument 
yuridis Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak atau belum memadai untuk 
kekuatan hukum kepada Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat berlaku dan 
mengikat secara umum dan terus menerus ( dauerhaftig).
163
 
Hal tersebut diatas, mengingat bahwa  hierarki atau tata urutan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:
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Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.165 
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam trias politica dikenal tiga macam 
kekuasaan; kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif 
(pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif atau peradilan (penegak 
undang-undang). Kewenangan judicial review diberikan kepada yudikatif sebagai 
kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berfungsi membuat undang-
undang. 
Terhadap gagasan untuk merevisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dalam peneltian ini, penulis merekomendasikan gagasan dengan 
kalimat sebagai berikut: 
                                                                                                                                                               
15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 







“Tiap-tiap perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku’ 
Sehingga, pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  
menghimbau isbat nikah terhadap nikah siri, dikarenakan keharusan untuk 
pencatatan perkawinan berganti dari himbauan menjadi kewajiban. Pada akhirnya 
dengan perintah Negara melalui revisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan sebagai kewajiban rakyat untuk pencatatan perkawinan itu menjadi 
jelas, terukur dan normatif. Konsep himbauan dan keharusan berubah menjadi 
wajib. 
Gagasan penulis, bilamana dikaitkan dengan kaedah ushul fikih:
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 رظشف اإلٍبً ػيٚ اىشػٞخ ٍْ٘ؽ ثبىَظيؾخ
Artinya:  




, bahwa kaedah ushul fikih tersebut diatas maksudnya 
setiap pemimpin mengemban tugas  memakmurkan dan mensejahterankan 
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rakyatnya, sehingga setiap tindakan yang hendak diambilnya harus sejalan dengan 
kemaslahatan yang dapat diperoleh oleh rakyatnya. Hal ini juga karena pemimpin 
menjadi harapan bagi rakyat, menjadi wakil, dan tugas-tugas lain dalam rangka 
mengurus rakyatnya. 
Memang benar bahwa tindakan hukum yang diambil oleh 
penguasa/pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan, dikarenakan bilamana 
kemaslahatan dapat dirasakan, dan betul-betul diterima oleh masyarakat, maka 
inilah indikator kesuksesan pemerintan dalam memimpin dan mengurus 
rakyatnya. 
Di mana perintah Negara terhadap rakyatnya untuk mencatatkan 
pencatatan perkawinan itu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 
adalah untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri, sebagai perlindungan hukum 
oleh negara terhadap rakyatnya. Sehingga tidak ada lagi istilah dalam perkawinan 
yang menjadi streotipe “Sah Agama tapi Tak Sah Negara”. 
2. Analisis gagasan pengaturan pada Intruksi Presiden No. 1 Tahun 
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid asy- 
Syari’ah 
Pandangan penulis tentang gagasan pengaturan pada Intruksi Presiden No. 
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam perspektif maqashid asy- 





1. Memberlakukan kewajiban pencatatan perkawinan dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan tujuan memperkuat 
peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Penghulu; 
2. Memperkuat peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan itsbat 
nikah terhadap nikah siri, dengan cara Pengadilan Agama 
diperkuat bersinergi dengan Kementerian Agama, dan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk intensif mengadakan 
Sidang Itsbat Nikah Terpadu. Sebagaimana diatur pada Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah 
dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan 
Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta 
Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan PMA No 20 
Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan; 
Untuk gagasan yang pertama dan kedua, menurut penulis bilamana 
ditinjau menurut maqashid asy- syari‟ah.  
Secara bahasa (lughawi), maqoshid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu 





kesengajaan atau tujuan, syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air 
yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. 
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Dalam periode awal, syariah merupakan nusus al-muqoddosah dari al-al-
Qur‟an dan as- Sunnah yang sama sekali belum dicampuri oleh pikiran manusia. 
Dalam wujud seperti ini syariah disebut al-tariqoh al- mustaqimah, muatan dalam 
arti ini mencakup akidah, amaliah, dan khuluqiyyah.
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 Pengertian maqoshid al-syari‟ah sebagaimana tersebut diatas agaknya 
mendorong para ahli hukum Islam untuk memberi batasan syari‟ah dalam arti 
istilah yang langsung menyebut tujuan syari‟ah secara umum. Hal ini dapat 
diketahui dari batasan yang dikemukakan oleh Syaltut bahwa syari‟ah adalah 
aturan–aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam 
mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun  non-
Muslim, alam dan seluruh kehidupan. Demikilan juga defenisi yang dikemukakan 
oleh Ali-Sayis yang mengemukakan bahwa syari‟ah adalah hukum–hukum yang 
diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan 
mengamalkannyademi kepentingan mereka didunia dan akhirat. Dari kedua 
defenisi ini dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan hubungan makna antara 
syari‟ah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan.
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Terkait dengan 2 (dua) gagasan penulis dalam penelitian, bedasarkan 
makna maqoshid al-syari‟ah  yang dipahami sebagai tujuan dengan cara pertama, 
tujuan amal dari syari‟at adalah kemaslahatan manusia didunia maupun akhirat. 
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Ini berkaitan dengan muatan dan hakikat maqoshid al-syariah; kedua, syari‟ah 
sebagai sesuatu yang harus dipahami dan ini berkaitan dengan dimensi bahasa 
agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya ; 
ketiga, syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum dan ini 
berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukalaf dibawah naungan hukum 
Allah. Dalam istilah yang lebih tagas lagi bahwa aspek tujuan syari‟at berupaya 
membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.
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Maka, menurut penulis dalam penelitian ini, sudah pada tempatnya untuk 
memberlakukan kewajiban pencatatan perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan  
Agama (KUA) Kecamatan, dengan tujuan memperkuat peran Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN)/Penghulu dan Memperkuat peran Pengadilan Agama dalam 
pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri, dengan cara Pengadilan Agama 
diperkuat bersinergi dengan Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil untuk intensif mengadakan Sidang Itsbat Nikah Terpadu. 
Sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah 
dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam Rangka Penerbitan 
Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran dan PMA No 20 Tahun 2019 
tentang pencatatan perkawinan. 







3. Analisis Gagasan Berkaitan Dengan Pelaksanaan pada Lembaga 
Pengadilan Agama Perspektif  Hukum Positif dan Perspektif Maqashid 
asy- Syari’ah 
Sebagai analisis gagasan penulis dalam penelitian ini yang berkaitan 
dengan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama 
perspektif  hukum positif dan perspektif maqashid asy- syari‟ah, maka penulis 
akan cukupkan pada 2 (dua) penetapan itsbat nikah terhadap nikah siri di 
Pengadilan Agama Pematangsiantar dan Pengadilan Agama Medan, dengan 
menganalisis penetapan sebagai berikut: 
1.  Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, sebagai berikut:172 
Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili pada 
tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dengan 
Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, yang diajukan sebagai berikut dalam perkara Istbat 
Nikah: 
A. DUDUK PERKARA 
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 18 
Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Pematangsiantar dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, tanggal 18 Januari 
2021, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasanalasan sebagai 
berikut; 
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1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 para Pemohon telah melangsungkan 
pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Bandar, 
Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; 
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 40 
tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun; 
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di kediaman adik Kandung Pemohon 
I di Kerasaan, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungundengan wali nikah 
yaitu saudara sepupu Almarhum ayah Pemohon II yang bernama Ngadimin, 
dan dihadiri saksi saksi lebih dari 2 (dua) orang diantaranya masing masing 
bernama Abadi dan Sutarni dengan Mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 
(enam koma enam) gram, bahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 
dihadiri para keluarga Pemohon I dan Pemohon II; 
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, 
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan 
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan 
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan 
hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang 
anak yang bernama Shawqi Daniyal Amirudi bin Amirudi yanglahir pada 
tanggal 31 Oktober 2020; 
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu 
gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon 
tetap beragama Islam; 
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai sekarang para 
Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para 
Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat 
Kota Pematangsiantar tempat domisili/tempat tinggal para Pemohon saat ini 
dengan alasan Para Pemohon lalai sehingga lupa dalam melengkapi 
persyaratan untuk mengurus Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon 
membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan untuk 
mengurus surat-surat dan untuk kepentingan hukum lainnya; 
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim 
untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II 
yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2020 dengan mas kawin berupa cincin 
Emas seberat 6,6 gram; 
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan 





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar 
KetuaPengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim memeriksa dan 
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II 
(Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 5 Januari 2020 dengan 
mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 (enam koma enam) gram; 
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);; 
B. PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan 
Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang 
mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, serta 
permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu 
pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) 
KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus 
dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar 
untuk memeriksa dan memutusnya; 
Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 
tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, 
Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan; 
Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan in casu untuk itsbat nikah 
dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun 
norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan 
petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariatan 
(maqashid al-tasyriiyyah), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat 
dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya; 
Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami 
isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang 





hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I 
dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami 
isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu 
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan 
pernikahan (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang 
dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah 
terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi 
Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V 
tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan 
sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang 
Larangan Kawin; 
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, 
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 
Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta 
Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya; 
Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum 
Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya 
mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya 
Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 
tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974; 
Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (itsbat) nikah Pemohon I dan 
Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah 
memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada 
tanggal 5 Januari 2020 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bandar, Kabupaten Simalungun, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah 
Ngadimin karena adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra berada 
di Jakarta dan telah menyerahkan ataupun memberikan amanah kepada Ngadimin 
untuk menjadi wali pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abadi dan Sutarni dengan mas kawin 
berupa berupa emas seberat 6,6 (enam koma enam) gram. Sewaktu menikah, 
antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. 





di Pegawai Pencatat Nikah setempat. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan 
Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. 
Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan 
Pemohon II; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I 
dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.8, serta 2 
(dua) orang saksi; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti 
yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut; 
Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8, alat-alat bukti tertulis 
tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan 
undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang, isinya 
berhubungan langsung dengan perkara aquo, tidak bertentangan dengan hukum, 
kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dipergunakan sebagai alat 
bukti (vide: Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata/Pasal 285 R,Bg), 
bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan 
aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi 
persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk 
dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah 
fotokopi dari akta sepihak dibuat dalam bentuk surat yang berisi pernyataan atau 
akan menyerahkan sesuatu kepada seseorang tertentu, diberi tanggal dan 
ditandatangani oleh pembuat, isinya berhubungan langsung dengan perkara aquo, 
tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan 
sengaja dipergunakan sebagai alat bukti (vide: Pasal 1878 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata/Pasal 291 R.Bg), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, 
Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang 
Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti 
tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus 
dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) serta 
bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bukti tersebut 
menjelaskan kebenaran identitas Para Pemohon bahwa Pemohon I danPemohon II 
merupakan penduduk kota Pematangsiantar, bukti P.1 dan P.2tersebut telah 
memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang 
sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindendebewijskracht). Dengan 
demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwaidentitas Para Pemohon adalah 





Agama Pematangsiantar yang dari segikewenangan relatif berwenang untuk 
memeriksa dan mengadili perkarapermohonannya dan sesuai dengan legal 
standing serta identitas suratPermohonan Para Pemohon; 
Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) bukti tersebut 
menjelaskan bahwa antara Amirudi dan Dewi Anjani belum pernah 
melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar 
Barat,Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan 
materil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig 
bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka 
harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Amirudi dan Dewi Anjani 
belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota 
Pematangsiantar; 
Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala 
Keluarga Tini Erawati Saragih) bukti tersebut menjelaskan bahwa antara 
Pemohon II dengan Budi Syahputra terdapat ikatan kekeluargaan. Bukti tersebut 
telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). 
Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon II dan 
Budi Syahputra terdapat ikatan kekeluargaan sebagai kakak kandung dan adik 
kandung; 
Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) bukti 
tersebut menjelaskan bahwa Sukiman (ayah kandung) Pemohon II telah 
meninggal dunia pada tanggal 22 November 2018. Bukti tersebut telah memenuhi 
syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 
(volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, 
maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal 
dunia; Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Taukil Wali) bukti tersebut 
menjelaskan bahwa Budi Syahputra (adik kandung laki-laki Pemohon II) telah 
menyerahkan ataupun memberikan amanah kepada Ngadimin untuk menjadi wali 
pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I. Bukti tersebut telah memenuhi syarat 
formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 
(volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, 
maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ngadimin adalah sah menjadi wali nikah 
Pemohon II dengan Pemohon I; 
Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Pernyataan) bukti tersebut 
menjelaskan bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II secara siri pada 
tanggal 5 Januari 2020 dengan wali bernama Ngadimin. Bukti tersebut telah 
memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan 
demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah menikahi 






Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama hawqi 
Daniyal Amirudi) bukti tersebut menjelaskan bahwa di Pematangsiantar, tanggal 
31 Oktober 2020, telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi 
nama Shawqi Daniyal Amirudi, anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II. 
Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat 
(bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti 
bahwa Shawqi Daniyal Amirudi adalah anak dari  para Pemohon yang lahir pada 
tanggal 31 Oktober 2020 dan saat ini berusia 3 (tiga) bulan; 
Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para 
Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 
172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab UndangUndang 
Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto 
Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan 
keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 
1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1(satu) dan saksi 
2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil; 
Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan 
Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan 
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua 
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171- 175 R.Bg, 
sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini; Menimbang, bahwa 
secara materiil dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari 
pihak ayah Pemohon II telah meninggal dan selanjutnya yang berhak menjadi wali 
adalah adik kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Budi Syahputra namun 
adik kandung laki-laki Pemohon II tersebut tidak menghadiri pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II karena berada di Jakarta dan telah mewakilkan kepada 
Ngadimin untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I dan pernikahan tersebut 
disaksikan oleh kedua saksi dan mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I 
dan Pemohon II yaitu berupa emas seberat 2 (dua) mayam atau setara dengan 
berat 6,6 (enam koma enam) gram, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 
(satu) orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, 
pertalian sesusuan serta tidak ada halangan baik menurut syari‟at Islam maupun 
ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan 
terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim 
berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki 
nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon 
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karena itu, keterangan 
2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. o. Pasal 1908 Kitab 





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II diperkuat saksi-
saksi ditemukan fakta sebagai berikut: 
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama 
Islam pada tanggal 5 Januari 2020 di wilayah hukum Kecamatan Bandar, 
Kabupaten Simalungun; 
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah 
meninggal dunia;  
3. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki 
kandung Pemohon II dalam hal ini adalah adik kandung Pemohon II yang 
bernama Budi Syahputra namun yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan adik 
kandung Pemohon II tersebut disebabkan adik kandung Pemohon II tersebut tidak 
bisa datang menjadi wali nikah Pemohon II karena sedang berada di Jakarta; 
4. Bahwa adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra telah 
mewakilkan yang menjadi wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I 
adalah paman Pemohon II yaitu sepupu almarhum ayah Pemohon II yang bernama 
Ngadimin; 
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki larangan 
pernikahan yang diatur oleh ketentuan syari‟at Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang status 
perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; 
7. Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh 
kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus akta 
kelahiran anak; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat 
perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 
2020, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah 
perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon 
I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan; 
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, 
tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: ”Sesungguhnya umatku tidak akan 
berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan” (HR. Ibnu Majah); 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu 
mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, yang 





kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi 
ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan 
tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau 
kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) 
hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis 
Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah 
terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan 
hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal  7 ayat (2) 
dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan 
permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan 
antara Pemohon I dengan Pemohon II; 
Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum 
tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, Majelis secara ex officio memerintahkan Pemohon I 
dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan 
Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II; 
 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan 
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan 
akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; 
Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum 
syara‟ yang berkaitan dengan perkara ini: 
C. MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II 
(Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari2020 di Kecamatan 
Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; 
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 





4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya 
perkara sejumlah Rp 360000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah); 
D. Analisis Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst; 
Bahwa permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah 
terhadap nikah sirinya di Penadilan Agama Pematangsiantar, sehubungan tidak 
adanya bukti autentik yang membuktikan perkawinannya secara hukum, maka 
Majelis Hakim dalam putusannya, melalui penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst 
pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil 
Akhir 1442 H, menetapkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan 
Pemohon II, dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan 
Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020 di 
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, 
memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dan Membebankan kepada 
Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360000,- 
( tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 
 Terhadap perkara tersebut diatas, penulis hanya membahas tentang 
pertimbangan Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan 
Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II 
mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan 
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 





Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka 
Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II 
dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, 
dalam fakta persidangan tersebut. 
Maka, penulis berpandangan bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Agama 
Pematangsiantar tersebut telah menetapkan itsbat nikah terhadap nikah siri sesuai 
dengan standard pelayanan prima dan perspektif hukum positif dalam tinjauan 
maqashid asy-syari‟ah, dikarenakan penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst telah 
sesuaim dengan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pematangsiantar  
menerapkan dan memenuhi aturan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal  7 ayat (2) dan (3) 
huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, dan aturan teknis pada Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013, dan PMA No 
20 Thun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. 
Penetapan/putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pematangsiantar 
bilamana merujuk pada Kitab I‟anatut Thalibin, Juz IV, halaman 253-254 yang 
berbunyi : 






Artinya : “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan 
harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua 
orang saksi laki-laki yang adil” ; 
Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah, Juz IV, halaman  336 
disebutkan juga : 
 ػذه ٗشبٕذٛ ٍششذ ث٘ىٜ ّنؾٖب ىٞق٘ه اىظؾت ػيٜ ا اىطيق اىَٞنف ّنبػ اٗادػٜ
Artinya : “Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut 
pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia 
harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta 
disaksikan oleh dua orang saksi yang adil” 
Maka, menurut analisis penulis telah penetapan/putusan Majelis Hakim 
telah sinkron dengan tujuan maqashid asy-syari‟ah, yaitu kemaslahatan itsbat 
nikah terhadap nikah siri melalui penetapan/putusan Pengadilan Agama 
Pengadilansiantar, yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon 
yang bersifat voluntary (sukarela),  dikarenakan Majelis Hakim menetapkan sifat 
voluntary permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri ini pada pelaksanaan itsbat 
nikah terhadap nikah siri ini di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Sehubungan 
pengaturan hukum tentang pencatatan perkawinan yang bukan mandatory (wajib). 
  2. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn,173sebagai berikut: 
1. Duduk Perkara 
                                                          
173





a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari 
Jum‟at tanggal 02 November 2013 di Jl. Gagak Hitam Gg.  Mesjid Kelurahan 
Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan wali nikah ayah 
kandung  Pemohon II dengan mahar berupa Sebentuk Cincin Emas dibayar 
Tunai dan yang menjadi munakih (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N) 
dengan saksi nikah bernama  Saleh dan Mayasir. 
b. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor 
Urusan Agama setempat. 
c. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun 
sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun. 
d. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan 
Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut. 
e. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak . 
f. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk 
kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon  
g. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun 
susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah 
bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam). 
h. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan 
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No. 3 
Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan 
melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Medan 
Helvetia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 
i. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara. 
2. Pertimbangan Hakim 
a. Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan ketentusan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi 
tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan 
ketentuan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974, sehingga tidak mempunyai 
bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan Majelis menilai patut 
ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai 
Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti 
kepentingan lain yang berkaitan dengan status perkawinan antara Pemohon I 
dan Pemohon II. 
b. Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa 
Hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang 
berbunyi : 





" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang 
saksi yang adil", dan dalil fikih dalam kitab :I‟anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 
308. 
  يـقبم إقساز انبانغ انعاقـم بـُكاح ايس ة إٌ صدقخـ  كـعكسـ                                                .
“Dapat diterima pengakuan seorang laki- laki dewasa dan berakal atas 
pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri 
membenarkan pengakuan tersebut”,  selanjutnya diambilalih menjadi pendapat 
Majelis. 
B. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka 
permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan 
karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan, dengan 
menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II. 
C. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 
tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi 
Hukum Islam, maka dipandang perlu memperintahkan para Pemohon untuk 
mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini   pada Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan. 
 
1. Penetapan Hakim 
a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II. 
b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.  
c. Memperintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan 
pengesahan perkawinan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan. 
d. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar 
biaya perkara ini  sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh 
satu ribu rupiah). 
Adapun analisis kasus tersebut diatas, maka penulis menganalisisnya 
sebagai berikut: 
1. Persfektif hukum positif di Indonesia. 
  Analisis untuk Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn, sebagai 
berikut: 
a. Bahwa sehubungan dengan pernikahan para pemohon telah dilaksanakan 
sesuai syariat Islam, namun dikarenakan P3N meninggal dunia, sementara 





mempunyai kekuatan hukum. Sehingga itsbat nikah menjadi solusi perkara 
tersebut, sehubungan berdampak kepada akibat hukum lain seperti status 
pernikahan, status anak untuk memperoleh akte lahir yang mensyaratkan 
legalitas pernikahan kedua orang tua. 
b. Bahwa perkara tersebut diatas, menurut penulis melahirkan rekomendasi 
terhadap pengaturan hukum terkait pencatatan pernikahan, yaitu seharusnya 
pemerintah cq. Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan 2 (dua) 
model buku kutipan akta nikah, model pertama untuk pencatatan terhadap 
pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mekanisme tata cara 
pendaftaran nikah, dan model kedua untuk pencatatan berdasarkan 
penetapan Pengadilan Agama. 
 
2. Perspektif Maqashid as-Syariah 
  Adapun analisis Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn, sebagai 
berikut: 
a. Bahwa sehubungan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai syariat 
Islam, maka pernikahan mereka telah sah secara agama, namun sehubungan 
belum tercatat di KUA kecamatan, maka belum mempunyai kekuatan hukum 
secara hukum negara, untuk itu sejalan dengan tujuan syara‟ bahwa panca 
jiwa syari‟at itu salah satunya adalah untuk memelihara nasab, maka itsbat 
nikah terhadap nikah siri tersebut adalah solusi yang tepat, dengan tujuan 
perlindungan hukum. 
b. Bahwa itsbat nikah pernikahan tersebut diatas dalam perspektif Maqashid As-
Syari‟ah sebagai bentuk memelihara agama, harta, nasab, dan jiwa, yang 
mana untuk transaksi jual-beli saja diwajibkan untuk dicatat, maka dalam 
perkara pernikahan tentulah lebih signifikan. Dan harusnya pemerintah secara 
sistematis dan massif menyiapkan lembaga tahkim yang bekerja sama dengan 





Selanjutnya, untuk mempertajam analisis kasus pada pembahasan 
penelitian ini, maka penulis juga  membahasnya pada illustrasi kasus sebagai 
berikut:174 
“Seorang wanita Islam berumur 17 tahun, hasil perkawinan di bawah 
tangan dari ibu bapaknya hendak menikah dengan seorang pria Islam 
berusia 24 tahun, Penghulu, Naib/Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya menolak untuk 
menikahkannya sebagai wali Hakim, dengan alasan bahwa surat nikah 
bapaknya dulu tidak ada sedangkan bapaknya itu ghaib (hilang tak tentu 
rimbanya). Bertambah malang lagi nasib wanita tersebut. Sebidang tanah 
dan rumah kepunyaan bapaknya itu dikuasai oleh orang lain, dan orang lain 
itu tidak pula mau menyerahkan tanah dan rumah tersebut, sebab si wanita 
itu tidak mempunyai surat nikah yang menjadi bukti bahwa dialah anak 
dari bapaknya itu” 
Adapun analisis kasus tersebut diatas, maka penulis menganalisisnya 
sebagai berikut: 
1. Persfektif hukum positif di Indonesia. 
Untuk kehendak perkawinan wanita tersebut, maka wanita itu harus 
terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat administrasi yang bertujuan untuk 
permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan kedua orang tuanya di Pengadilan 
Agama setempat. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 Instruksi Presiden Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam ayat (4), yaitu: 
“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau 
isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 
dengan perkawinan itu”. 
Selanjutnya setelah penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama 
ditetapkan, maka proses selanjutnya adalah pencatatan perkawinan kedua orang 
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tua wanita itu di Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama cq. 
Kasi Bimmas Islam Kabupaten/Kota. Maka tahapan-tahapan selanjutnya 
berproses sesuai dengan aturan syarat-syarat perkawinan Pasal 6 s/d Pasal 10 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 s/d 9 Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perihal pencatatan perkawinan. Setelah 
hal tersebut selesai diproses, maka tahapan akhir adalah pencatatan perkawinan 
wanita tersebut, dengan berwalikan wali Hakim sehubungan walinya ghaib. 
Seterusnya wanita tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak dari 
bapaknya, dengan mengurus akte lahir di Kantor Catatan Sipil, maka rumah dan 
tanah yang dikuasai oleh orang lain tersebut diatas, dapat dimiliki oleh wanita 
tersebut dengan bukti-bukti otentik yang diakui oleh negara. 
2. Persfektif maqashid as-syariah 
Sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Nikah Di bawah Tangan, yang mengharuskan pencatatan perkawinan, dan 
juga kaidah “lil wasail hukmul maqashid” (bagi prasarana berlaku hukum tujuan 
yang dimaksud), serta motivasi dasar dari pencatatan perkawinan adalah menjaga 
3 (tiga) asas fundamental, yaitu agama, keturunan dan harta. Maka wanita itu 
harus melakukan tahapan-tahapan yang diakomodir oleh pranata hukum tertulis di 
Indonesia, sehingga wanita itu secara sah dapat melangsungkan perkawinan 
dengan pria calon suaminya.Sah menurut agama dan sah menurut negara. 
 Menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang 
mengatur pernikahan menjadi dua kategori:
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1.Peraturan Syara‟, yaitu peraturan yang menentukan sah tidaknya sebuah 
pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari‟at Islam 
seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari 
berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari 
                                                          
175
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: 





masing- masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan 
pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah 
terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang 
mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta 
dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam 
dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung 
lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi 
ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan 
dalam kajian Fiqh.Oleh ulama besar ini,  ketentuan-ketentuan tersebut dianggap 
sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur 
pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat 
dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah 
sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami-istri yang sah, dan anak dari 
hubungan suami-istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah. 
2. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang 
dimaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan 
mamakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang 
berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu 
pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat 
yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari 
adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh 
seorang suami dibelakang hari, yang meskipun pada dasamya dapat dilindungi 
dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi 
dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. 
 
 Dengan demikian, menurut penulis dalam penelitian ini bahwa 





perspektif hukum positif dan maqashid asy-syari‟ah pada kontekstualisasi telah 










B A B VI 
P E N U TU P 
A. K E S I M P U L A N 
Setelah menganalisis dan membahas setiap bab dengan teorial-maslahah 
dan legal system, penulis menyimpulkan bahwa itsbat terhadap nikah siri di 
Provinsi Sumater Utara perspektif  hukum positif dan maqashid asy-syari‟ah, 
maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa, landasan filosofi itsbat nikah dalam hukum Islam adalah  
pencatatan sebagai salah satu bukti tertulis, sebagaimana diatur pada 
surath al-Baqarah ayat 282, yang dijadikan landasan hukum sebagaimana 
bunyinya: 
  ٌا ٌهاالذٌن امنوا اذاتداٌنتم بدٌن الى اجل مسمى فاكتبوه
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pencatatan (bukti tertulis) itu 
selalu dilaksanakan pada perdagangan yang tidak tunai. Dan yang 
dimasukkan kepada kategori yang tidak tunai adalah semua perjanjian 
perikatan yang ada kelanjutanya (seperti halnya perkawinan), serta tidak 
selesai persoalanya hanya pada saat terjadinya akad, yang bisa diduga 
kemungkinan terjadi permasalahan atau timbul perkara serta 
persengketaan pada kemudian hari; 
2. Bahwa, pengaturan itsbat nikah di Indonesia diatur pada Pasal 2 ayat (1) 





Pasal  7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan aturan 
teknis pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 
Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Agama tahun 2013, dan pada Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan 
Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam Rangka Penerbitan Akta 
Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan PMA No 20 Tahun 
2019 Tentang Pencatatan Perkawinan; 
3. Bahwa pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera 
Utara, berdasarkan pada penelitian ini telah menerapkan Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 
tahun 2013; 
4. Bahwa, pengaturan dan pelaksanaan itsbat nikah terhadap  nikah siri 
perspektif hukum positif dan maqashid sy-syaria`ah, telah terlaksana 
secara porporsional berdasarkan tujuan hukum, kemanfaatandan keadilan 







B. S A R A N 
Setelah menyimpulkan pembahasan, kajian dan analisis berdasarkan 
pertanyaan perumusan permasalahan dalam penelitian ini, akhirnya penulis 
memberikan saran yang diformulasikan berdasarkan pertanyaan perumusan 
permasalahan dalam penelitian ini, yang telah dijawab, sebagai berikut: 
1. Bagi semua pihak; baik pemerrsinergiintah dan rakyatnya agar supaya 
bersinergi untuk sama-sama memahami bahwa pencatatan perkawinan 
adalah wajib (Mandatory); 
2. Seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) dari hulu sampai hilir 
dalam menyelesaikan permasalahan nikah siri ini, khususnya di 
Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia umumnya, agar supaya saling 
bersinergi memperkuat peran Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan, Lembaga Pengadilan Agama dan Dinas pendudukan dan 
Caatatan Sipil melaksanakan Sidang Isbat Nikah Terpadu di daerah-
daerah rawan nikah siri secara intensif dan terjadwal; 
3. Setelah diterbitkannya pedoman pencatatan nikah pada Peraturan 
menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan 
Pernikahan, yang diterbitkan Kementerian Agame untuk melaksanakan 
tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam 
pelaksanaan pernikahan secara agama Islam; 
4. Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan/putusan itsbat nikah 
dari Pengadilan Agama agar supaya Buku Nikah dicatat dalam Buku 





berbeda dari Buku Nikah yang biasa (Merah maron/coklat untuk suami 
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